GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4% TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (6)
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5871);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa
Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6399);




5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan
Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022
Nomor 006, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 0126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

11.
12.
13.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut RAD-
PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
untuk periode 3 (tiga) tahun.

Penghormatan adalah sikap menghargai dan menerima keberadaan
Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi,
mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan,
dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS.




14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

15. Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur
yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi RAD-PD adalah tim yang ditugaskan
untuk melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Provinsi
terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas.

16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah tingkat
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur adalah sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan
di Daerah dalam rangka penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a. mewujudkan integrasi perencanaan dan penganggaran Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas nasional/Daerah.

b. memastikan bahwa upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara terencana, terpadu dan
terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan
di Daerah.

c. mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan dan penganggaran,
pengendalian, evaluasi serta pelaporan.

BAB I1

RADFPD DAERAH
TAHUN 2024-2026

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026.

(2) Dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam
perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di Daerah dalam
upaya pencapaian target Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas.




(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

Dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri dari 7 (tujuh) bab dan matriks yang meliputi:

a. BABI :  Pendahuluan;

b. BABII . Situasi Penyandang Disabilitas;

c. BABII : Analisis Kesenjangan Inklusi Disabilitas;
d. BABIV : Strategi Implementasi RAD-PD;

e. BABV : Penganggaran;

f. BAB VI . Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
g. BAB VII : Penutup.

h. Matriks.

Dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan meupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penyusunan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dilaksanakan oleh Badan.

RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi pengaturan terhadap hak:

hidup;

bebas dari stigma;

privasi;

keadilan dan perlindungan hukum;

pendidikan;

pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;

kesehatan;

politik;

keagamaan,;

keolahragaan;

kebudayaan dan pariwisata,

kesejahteraan sosial,

aksesibilitas;

pelayanan publik;

perlindungan dari bencana,;

habilitasi dan rehabilitasi;

pendataan;

hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi

kewarganegaraan; dan

bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
Pelaksanaan penyusunan RAD-PD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melibatkan PD terkait dan organisasi penyandang disabilitas di Daerah.
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BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 6

Badan memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait Penghormatan,
Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas termuat dalam
dokumen perencanaan pembangunan daerah.



(2)

(3)

(4)

PD yang memiliki tugas dan fungsi terkait Penghormatan, Pelindungan Dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memastikan bahwa program dan
kegiatan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas termuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada
masing-masing PD.

PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Kkerjasama dan
memfasilitasi perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran
dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan Penghormatan,
Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program, kegiatan
dan sub kegiatan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
setiap tahunnya.

BAB IV
RAD-PD KABUPATEN/KOTA

Pasal 7

Bupati/Walikota menyusun RAD-PD di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada
Peraturan Gubernur ini.

(1)
(2)

(2)

(3)

(4)

BABV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

Badan dan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RAD-PD Tahun 2024-2026.
Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RAD-
PD di Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Terhadap hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, dilakukan evaluasi secara berkala.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD dan
organisasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3) dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:

a. kebijakan;

b. pelaksanaan rencana; dan

c. pelaksanaan akhir tahun rencana.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh:

a. Badan; dan

b. Bupati/Walikota,

sesuai kewenangan masing-masing.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam
proses penyusunan rencana periode berikutnya.




(1)
(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(3)
()

BAB VI

PELAPORAN
Pasal 10

Badan menyusun laporan hasil pelaksanaan RAD-PD Daerah Tahun 2024-
2026.

Laporan hasil pelaksanaan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala Badan kepada Gubernur
paling lambat bulan januari pada tahun berikutnya.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan RAD PD
Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lambat bulan januari pada tahun
berikutnya.

BAB VII
KOORDINASI DAN FASILITASI
Pasal 11

Badan mengoordinasikan dan memfasilitasi proses penyusunan rencana,
penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan
penganggaran Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
Dalam rangka membantu Badan melakukan koordinasi dan fasilitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Koordinasi
Pelaksanaan RAD-PD.

Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
juga bertugas membantu PD dan organisasi penyandang disabilitas melakukan
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 12

Dalam rangka melakukan koordinasi dan fasilitasi proses penyusunan
rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
dan penganggaran Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi.

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 13

Gubernur melakukan pembinaan terhadap keseluruhan penyelenggaraan
Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di
Daerah.

Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap keseluruhan
penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas di tingkat Kabupaten/Kota.

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Menteri dan/atau Kementerian terkait lainnya.

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} disampaikan kepada
Gubernur.



BAB IX
PENDANAAN
Pasal 14
Pendanaan bagi perencanaan dan penyelenggaraan RAD-PD Daerah Tahun 2024-
2026 bersumber dari:

a. APBD; dan

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Seftemier 2024

PJ. GUBERNUR A TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUS, O

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 3b Qmm\ou 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NU$A TVRA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR O‘{%

‘Paraf Hierarki

Pengundangan
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan

¥
Kabag. Peraturan
| Perundang-Undangan "l
Kab/Kota
Perancang Peraturan 2
Perundang-Undangan Ahli ,d,
Muda

Paraf Hierarki

Penetapan _
Sekretaris Daerah ‘
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan ' 9’
"Kabag. Peraturan |
Perundang-Undangan AVL

Kab/Kota |
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia telah melembagakan pembangunan inklusi disabilitas
kedalam agenda Pembangunan Nasional, yang ditandai dengan
diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas. Hal ini berarti Indonesia berupaya menciptakan
Pembangunan yang inklusi Penyandang disabilitas untuk memastikan
tidak ada satu orangpun yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Sebagai tindak lanjut dari UU nomor 8 tahun 2016, diterbitkan Peraturan
Pemerintah No. 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan,
dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan mendorong proses
perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan yang inklusif
serta meningkatkan partisipasi difabel dalam keseluruhan proses

pembangunan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 tahun 2021
tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas yang memuat rencana aksi Nasional Penyandang Disabilitas
(RAN PD) menjadi acuan pemerintah Provinsi NTT untuk melanjutkan
komitmen kedepan untuk semakin inklusi dalam pembanguan.
Peraturan Menteri tersebut juga mengamanatkan pembentukkan
Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) oleh Pemerintah
Provinsi melalui Peraturan Gubernur. RAN PD dan RAD PD menjadi
pedoman bagi seluruh K/L dan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pembangunan
inklusif Disabilitas. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini, Pemerintah

¥,Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmen yang besar
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Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan mendorong proses Perencanaan,
Penyelenggaraan dan Evaluasi Pembangunan yang inklusif serta meningkatkan
partisipasi Difabel dalam keseluruhan proses Pembangunan di Provinsi NTT

diberbagai Sektor.

Sejalan dengan kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan
Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan
penyandang Disabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup Penyandang Disabilitas di Daerah, serta mengoptimalkan peran
Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung Penyandang
Disabilitas untuk memperoleh hak-hak dasar sebagaimana warga negara
lainnya. Dukungan politis Gubernur NTT masa jabatan 2018-2023 kepada
Penayandang Disabilitas dengan mengangkat seorang Difabel sebagai Staf
khusus Gubernur Bidang Disabilitas di NTT pada tahun 2019. Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah melakukan inovasi dengan membuat
buku Profil Organisasi Disabilitas yang berhasil memotret 18 organisasi
disabilitas di NTT yang diharapkan menjadi Mitra strategi pemerintah dalam
mendorong Provinsi dan kabupaten-kabupaten yang semakin inklusifke depan
ini merupakan Langkah awal menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di
NTT bukan sebagai obyek pembangunan melainkan sebagai subyek yang setara

dalam membangun NTT.

Kami telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang
Disabilitas Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (RAD PD Prov. NTT 2024-2026).
Dokumen ini berisi rencana tindakan-tindakan baru dan diperbaharui untuk
memastikan agar keseluruhan konteks Perencanaan Program-Kegiatan dan
Perencanaan Penganggaran Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024-2026 tetap
responsif dan mencerminkan kebutuhan orang-orang dengan disabilitas selama
berlakunya RAD PD Prov. NTT ini. Dokumen ini juga mempertimbangkan
rencana-rencana sebelumnya dari seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemprov
NTT dan merincikan komitmen mereka untuk meningkatkan aksesibilitas dan
inklusi dari tahun 2024 hingga 2026. Itu semua dirincikan sehingga rencana ini

menjadi kunci untuk memastikan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
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mencerminkan kebutuhan orang-orang dengan disabilitas selama
berlakunya RAD PD Prov. NTT ini. Dokumen inijuga mempertimbangkan
rencana-rencana sebelumnya dari seluruh Perangkat Daerah lingkup
Pemprov NTT dan merincikan komitmen mereka untuk meningkatkan
aksesibilitas dan inklusi dari tahun 2024 hingga 2026. Itu semua
dirincikan sehingga rencana ini menjadi kunci untuk memastikan
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai pilihan
tempat bekerja yang unggul, di mana semua orang merasa aman,

dihormati, dan dihargai.

Rencana ini menggabungkan program-program dan inisiatif-
inisiatif yang berhasil dari Perangkat Daerah sebelumnya. Ini
dimaksudkan, termasuk dengan mengikuti perkembangan pengetahuan
yang luas dan pelajaran yang dipetik, untuk menciptakan kerangka kerja
bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang
berkomitmen pada perubahan yang berdampak dan berkelanjutan dalam
konteks inklusi. Maka, kerangka kerja dalam dokumen ini relatif lengkap

dengan pemberian pertimbangan yang komprehensif.

Selama proses pelaksanaan penyusunan, ada dua kesadaran
utama yang kami bagikan kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Provinsi NTT. Pertama, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak
kepada Penyandang Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari
sistem yang sudah ada dan, kedua, bukan pula penyusunan rencana dan
anggaran khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan
disabilitas tetapi bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih
berkeadilan. Kedua kesadaran ini penting untuk kami gaungkan dalam
setiap perjumpaan dengan Perangkat Daerah untuk mendapat
kesepahaman yang sama tentang apa yang kami kerjakan bersama
melalaui penyusunan RAD PD Prov. NTT 2024-2026 ini.

Ada tiga kunci utama dokumen ini. Pertama, RADPD Prov. NTT
2024-2026 membentuk dasar-dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pemerintah Provinsi NTT yang lebih inklusif dalam 3 tahun ke depan.

*Dasar-dasar ini bertujuan untuk melindungi, menjunjung, dan
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memajukan hak-hak orang-orang dengan disabilitas yang tinggal di
wilayah NTT dalam konteks pembangunan oleh Pemeritah Provinsi NTT.
Di dalam masyarakat kita, telah terus tumbuh pengakuan kuat akan nilai
keragaman dan kekuatan yang dapat dibawa oleh semua orang. Ketika
inklusi menjadi dasar dari cara kita melakukan segala sesuatu, termasuk
dalam konteks Perencanaan Program-Kegiatan dan Perencanaan
Penganggaran, masyarakat NTT akan menjadi lebih tangguh, lebih
inovatif, lebih ekonomis, dan tempat yang lebih bahagia untuk dihuni.

Kedua, RAD PD Prov. NTT 2024-2026 merupakan komitmen
Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung dan mencapai hasil yang
lebih baik bagi semua orang yang tinggal dengan disabilitas dan
merupakan langah berikutnya untuk memastikan kesetaraan yang
substansial bagi semua. Dokumen ini mengidentifikasi peluang bagi
semua orang di wilayah Provinsi NTT untuk bersatu dalam membangun
sebuah provinsi di mana orang-orang dengan disabilitas diberdayakan

untuk menjalani hidup sesuai pilihan mereka.

Ketiga, selanjutnya, RAD PD Prov. NTT 2024-2026 merupakan
komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk melibatkan orang-orang
dengan disabilitas sebagai bagian dari agen pembangunan wilayah ini
dalam keseluruhan dan dalam kebersamaan. Keterlibatan itu justru
menjadi penting untuk memastikan bahwa orang-orang dengan

disabiltas:

e Diperlakukan dengan martabat (dignity) dan rasa hormat
(res pect),

e Dapat menggunakan sepenuhnya kemampuan individu mereka;

e Dikonsultasikan mengenai penyesuaian (layanan, lingkungan
kerja, fasilitas) yang mereka butuhkan;

e Memiliki hak atas privasi, kerahasiaan, dan pilihan mengenai
informasi pribadi mereka,;

e DBekerja dalam lingkungan yang bebas dari segala bentuk

k diskriminasi dan pelecehan.
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Bertolak dari ketiga poin itu, kami membangun komunikasi
dengan banyak entitas. Dalam pembuatan RAD PD ini, kami telah
melakukan konsultasi dan interaksi dengan orang-orang yang memiliki
pengalaman hidup dengan disabilitas, para pengasuh orang-orang
dengan disabilitas, dan penggiat Perencanaan Program-Kegiatan dan
Perencanaan Penganggaran. Dengan fokus pada inklusi, kami mencari

masukan dan umpan balik dari:

¢ Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas-Ketua dan Anggota;

e Fungsional Perencana di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Provinsi NTT;

¢ Penggiat isu GEDSI;

e Lembaga mitra.

Maka dengan tulus kami menyampaikan rasa terima kasih

kepada pihak-pihak yang kami sebutkan di atas.

Semoga keberadaan dokumen ini turut memperkaya komitmen
Perencanaan Program-Kegiatan dan Perencanaan Penganggaran di

lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT.

PP No. 70 Tahun 2019 memuat Rencana Induk Penyandang
Disabilitas (RIPD) yang secara rinci memberikan amanat terhadap
pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui 7 (tujuh) sasaran
Strategis yaitu :

1. Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang

Disabilitas;

2. Penyediaan Lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang

Disabilitas;

3. Perlindungan hak dan akses Politik dan Keadilan bagi

Penyandang Disabilitas;

Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas;

Perwujudan ekonomi inklusif Penyandang Disabilitas;

* 6. Pendidikan dan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas;
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7. Akses dan Pemerataan layanan Kesehatan bagi Penyandang

Disabilitas.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas NTT juga akan berkaitan

erat dengan kovensi PBB tentang hak-hak Penyandang Disabilitas.

(UNCRPD / United Nation Convention Rigths Of Person With Disabilities )
dan 17 tujuan Pembangunan berkelanjutan Nasional (SDGS/Sustainability
Develompment Goals) SDGs yang direncanakan memiliki jangka waktu 2015
hingga 2030 dengan 5 pilar dan 17 tujuan dimana Disabilitas direferensikan
dalam berbagai bagian SDGs khususnya pada bagian yang berkaitan dengan
Pendidikan,Pertumbuhan ekonomi ,Japangan kerja , kesenjangan aksessibilitas
pemukiman, serta pengumpulan data pemantau SDGs,misalnya : tertuang
didalam tujuan 4,8,10,11 dan 17.

Tujuan 4: Pendidikan yang berkualitas dan inklusif dan adil dan
kesempatan belajar seumur hidup bagi semua baik kelompok rentan

termasuk Penyandang Disabilitas.

Tujuan 8: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
inklusif, lapangan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk
semua perempuan, laki-laki termasuk bagi penyandang disabilitas dan

upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama.

Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara dengan
memberdayakan dan mendorong inklusif sosial, ekonomi dan politik bagi

orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Tujuan 11: menjadikan kota dan pemukiman inklusif aman dan
berkelanjutan misalnya transportasi yang aman dan terjangkau, mudah
diakses dan berkelanjutan, meningkatkan keselamatan di jalan Raya
dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus
terhadap mereka yang berada dalam situasi rentan seperti penyandang
disabilitas, selain itu penyediaan akses universal terhadap ruang hijau
dan ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, khususnya

Penyandang Disabilitas.
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Tujuan 17 : Untuk memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi
kemitraan global untuk Pembangunan berkelan jutan, pengumpulan data
dan pemantauan serta akuntabilitas SDGs sangatlah penting Negara-
negara anggota diminta untuk meningkatkan dukungan pengembangan

kapasitas kepada Negara-negara berkembang.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 6 tahun
2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas, mengamanatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
untuk menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang
Rencana Aksi Daerah perlindungan, penghormatan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
menjadi Dokumen penting dalam proses RPJPD dan RPJMD Provinsi NTT
kedepan untuk mendukung NTT yang semakin inklusif yang terus akan

melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dokumen RAD Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur
disusun sebagai bentuk dukungan kebijakan dan Komitmen Pemerintah
Provinsi kab/kota seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam
rangka penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas. Tujuan Rencana Aksi Daerah Penyandang

Disabilitas dibuat antara lain:

1. Sebagai acuan bagi Organisasi Peragkat Daerah pemerintah Daerah
mengimplementasikan upaya menghormati, menghargai dan
melindungi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT;

2. Sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah
Provinsi NTT dalam Menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang
inklusif Disabilitas;

3. Sebagai ruang kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan

* Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyampaikan gagasan
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dan inovasi dalam mewujudkan pembangunan inklusif melalui
ketujuh Sasaran Strategis;

4. Sebagai wujud upaya pelayanan hak dasar dan pelayanan public yang
berkualitas, responsive dan inklusif disabilitas;

5. Sebagai Acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi upaya
pemenuhan hak penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.

C. SISTIMATIKA PENYUSUNAN RAD
Dokumen Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara

Timur tahun 2024-2026, dengan sistimatika penyusunan sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab Il Gambaran situasi Penyandang Disabilitas Nusa Tenggara Timur

Bab 1T Partisipasi dan Keterlibatan Penyandang Disabilitas

Bab IV Analisis Kesenjangan Inklusi Disabilitas

Bab V Penganggaran Inklusi Disabilitas

Bab VI Pemantauan,evaluasi dan Pelaporan

Bab VII Penutup

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT,
(Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 104, tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 6810);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan ILembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

% 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan,
perlindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

9. Permen Bappenas No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP Nomor
70;

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-
2026;

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0126);

12. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Nusa

+, Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 068);
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13. Permen Desa No 21 tahun 2020 tentang pedoman umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

14. Pergub baru tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas tahun 2023,

15. PP 43 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
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BAB II
SITUASI PENYANDANG DISABILITAS

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20224 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan yang
didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam upaya pemenuhan hak-hak
dasar dan peningkatan peran aktif penyandang disabilitas, diperlukan
ketersediaan data penyandang disabilitas maupun organisasi penyandang
disabilitas serta keterlibatannya dalam proses penyusunan Rencana Aksi
Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD).

2.1 Konteks Perspektif Disabilitas yang berkembang di NTT

Di Nusa Tenggara timur, lebih khusus di desa- desa, penggunaan istilah
penyandang disabilitas belum semua dipahami dan digunakan dalam bahasa
sehari-hari maupun bahasa formal baik oleh masyarakat umum hingga pejabat
publik. Masih juga ada opini yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas
tidak mampu. Meskipun demikian, dengan lahirnya 21 organisasi disabilitas
diharapkan akan mengubah pandangan masyarakat tentang disabilitas dari
yang dianggap tidak mampu menjadi orang mampu dan merupakan subyek dan

mitra pembangunan pemerintah.

Dalam konteks masyarakat baik di Indonesia maupun di Nusa Tenggara
Timur, penyandang disabilitas adalah orang yang perlu dikasihani dan sering
mendapatkan label negatif. Masih ada yang menganggap disabilitas adalah
orang yang mengalami kutukan atau aib sehingga kadang mengalami
diskriminasi di semua sektor. Istilah-istilah mayoritas yang masih banyak
digunakan lebih pada konotasi negative seperti kata “cacat” yang dituangkan
dalam berbagai Bahasa daerah termasuk di Nusa Tenggara Timur. Di NTT yang
kaya dengan berbagai bahasa memiliki banyak istilah negative untuk
penyandang disabilitas. Misalnya dalam Bahasa dawan timor“Amono tataua
bufutatau akout’ atau orang dengan intelektual rendah dan tidak bisa
berkomunikasi, “Nimtuka” artinya orang yang tidak punya tangan, “Amanut”

artinya orang dengan hambatan psikososial, “Akosot” artinya orang Tuli,
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“Haibua” artinya orang yang kakinya lumpuh layu, “Afolotatau Aforot” artinya
buta atau tidak bisa melihat. Sedangkan dalam Bahasa suku Loli di Sumba
Barat menyebut dengan “kawanga” yang artinya orang tuli, “kabanga” yang
artinya orang dengan intelektual rendah, “Padaka” artinya orang mini, “kalango”
artinya orang gila. Di daratan flores, mengambil konteks Maumere, penyebutan
dengan istilah Mata goit yang artinya orang yang tidak bisa melihat, Pekke yang

artinya tidak bisa mendengar, dan lain lain.

Ini merupakan konstruksi yang dibangun masyarakat yang melihat
penyandang disabilitas sebagai aib, orang yang kurang beruntung, orang yang
tidak mampu dan orang yang tidak perlu dilibatkan dalam berbagai aspek
kehidupan. Label-label yang diberikan oleh masyarakat ini membawa dampak
buruk pada penyandang disabilitas selama bertahun-tahun sehingga membuat

partisipasi penyandang disabilitas sangat minim dalam pembangunan.

Dengan berkembangnya waktu, berkembang pula istilah penyandang
disabilitas. Di Nusa Tenggara Timur, meskipun sudah memiliki perda no 6
tentang pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas, istilah penyandang
disabilitas masih belum familiar baik di kalangan pejabat publik maupun di
masyarakat umum. Masih perlu edukasi terus menerus terkait konsep
disabilitas di provinsi NTT yang bisa dimulai dari desa-desa dan lingkungan

sekitar tempat kita tinggal.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap
orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh
dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Memaknai
“Penyandang Disabilitas” juga perlu dilihat dari segi ruang lingkupnva atau
biasa juga disebut dalam lingkup ragam disabilitas. Dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ragam disabilitas dibagi menjadi 4
(empat) yaitu: disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental,
dan/atau disabilitas sensorik. Selain itu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 lingkup disabilitas juga dilihat berdasarkan jumlah
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hambatannya, apakah disabilitas tunggal, ganda (dua ragam disabilitas) atau

multi (lebih dari dua ragam disabilitas).

Disabilitas dalam konteks pergerakan penyandang disabilitas dimaknai
sebagai “Kemampuan” yang mengalami hambatan perkembangan maupun
berjalannya fungsi secara maksimal yang disebabkan oleh dukungan yang
minim baik dari lingkungan maupun desain social dimana kemampuan itu
berada dan dapat difungsikan secara optimal. Istilah yang digunakan adalah
difabel. Difabel bermakna orang yang memiliki kemampuan namun mengalami
kondisi “stigmatic biomedik” sehingga kemampuannya tidak diakui dan tidak
dikenali sebagai hal yang melekat dalam dirinya. Disabilitas dalam pengertian
pergerakan tidak memusatkan pandangan pada aspek tubuh secara medis yang
melihat ketidak berfungsiannya organ fisik maupun sensorik melainkan pada
aspek diluar tubuh itu yang menyebabkan disabilitas atau melemahkan daya

kemampuan.

Menurut Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) yang
telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011,
Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah
hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan
hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam
masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang lain.
Lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam
keragaman masyarakat. Penyandang disabilitas dari sudut pandang medis,
melihat hambatan atau keterbatasan ada pada fisik seseorang. Sehingga titik
intervensi yang harus dilakukan adalah kepada sang penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak mampu, sebagai beban
masyarakat dan layak mendapatkan bantuan atau dianggap sebagai orang sakit
dan tidak normal sehingga perlu dikasihani, sementara disisi lain penyandang
disabilitas merasa dirinya baik-baik saja. Lingkungan yang menstigma
penyandang disabilitas sebagai orang sakit yang berdampak menghilangkan

fungsi sosial.

Penyandang disabilitas dari sudut pandang sosial, melihat hambatan

* selalu ada pada pola interaksi sosial atau kondisi di lingkungan sekitar,
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sehingga titik intervensi berpindah dari fisik seseorang penyandang disabilitas
kepada pola interaksi di masyarakat atau lingkungan sekitar penyandang
disabilitas. Seperti penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda, Ketika
mereka mengalami kesulitan mengakses layanan public maka solusinya adalah

mengubah lingkungan agar bisa di akses.

Pemerintah melalui kebijakannya wajib memenuhi kebutuhan akan
penyandang disabilitas dan berupaya memenuhi hak-hak untuk menciptakan
daerah yang inklusi dan ramah disabilitas. Diantaranya adalah dengan
menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berbagai regulasi
menjadi modal yang kuat sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai
pihak dalam mengawal dan memastikan sehingga terimplementasi dengan baik

perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

2. 2. Profil Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT

Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang memiliki letak
geografis yang berbeda dengan wilayah di provinsi lain. Ini merupakan peluang
sekaligus tantangan karena karakteristik alam dan budaya yang kaya dengan
keberagaman. Hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki
data ril Penyandang Disabilitas. Sensus Pendudukyang dilaksanakan BPS pada
Tahun 2020 telah memasukkan indikator terkait Penyandang Disabilitas
namun hingga proses Penyusunan Rencana Aksi Daerah Disabilitas ini, hasil
sensus Penduduk dimaksud masih dalam proses pengolahan. Oleh karena itu,
data - data yang akan ditampilkan berikut bersumber dari Dinas Sosial Provinsi

NTT sebagai Penanggungjawab pendataan disabilitas.
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Grafik 2. 1 Sebaran Penyandang Disabilitas per Kab/Kota Tahun 2023
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Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT, 2023

Berdasarkan Hasil Pendataan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
per- September 2023, jumlah penyandang disabilitas di NTT sebanyak 8.381
jiwa yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Sebaran Penyandang disabilitas di
seluruh wilayah NTT tidak merata, Penyandang Disabilitas paling banyak
berada di Pulau Timor tepatnya Kabupaten Timor Tengah Utara (1.061 jiwa)
dan Kota Kupang (1.022 jiwa). Sementara di Pulau Flores, penyandang
disabilitas terbanyak ditemukan di Kabupaten Ende (811 jiwa) dan Flores Timur
(626 iiwa). Sementara itu, beberapa kabupaten yang baru dimekarkan seperti
kabupaten Sabu Raijua dan Malaka dengan jumlah penyandang disabilitas

paling sedikit, masing-masing 2 dan 45 jiwa.

Berdasarkan ragam atau jenis disabilitas, hampir setengah dari total

*penyandang disabilitas merupakan penyandang disabilitas ganda sebanyak
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3.482 jiwa. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas fisik yang meliputi
tuna daksa dan kusta atau penyakit kronis,juga tercatat tinggi sebanyak 2.411
jiwa. Selain itu, penyandang disabilitas intelektual tercatat dengan jumlah
paling sedikit sebanyak 397 jiwa. Selengkapnya jumlah penyandang disabilitas
berdasarkan ragam disabilitas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 2 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas
Provinsi NTT Tahun 2023

3482

2411

1266

825
B
Gl

Disabilitas Disabilitas Disabilitas Disabilitas Disabilitas
Fisik Mental Sensorik Intelektual Ganda

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT, 2023

Pendataan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Beberapa Organisasi
disabilitas di NTT juga melakukan pendataan. Komite Penyandang Disabilitas
(KIPDA) TTS misalnya. Data yang dikumpulkan sebanyak 7.020 orang yang
tersebar di 266 desa, 12 kelurahan dan 32 Kecamatan. GARAMIN NTT juga
melakukan pendataan di 6 desa di Kabupaten Kupang, berhasil mengumpulkan
data penyandang disabilitas sebanyak 512 jiwa. Contoh pendataan yang

+ dilakukan organisasi penyandang disabilitas saat seroja.
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Grafik 2. 3 Data Penyandang Disabilitas Terdampak Seroja yang
Dikumpulkan GARAMIN dan Yayasan Sheep, 2021
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Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT, 2023

2.3. Profil Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)

Pada tahun 2020, Bappelitbangda Provinsi NTT menggandeng GARAMIN
NTT dan PERTUNI Kota kupang untuk menyusun Profil Organisasi Penyandang
Disabilitas yang sudah dilaunching pada saat Musrenbang Provinsi NTT tahun
2022. Langkah maju yang dilakukan Provinsi NTT dengan memberikan ruang
bagi difabel untuk menyampaikan aspirasi saat acara Musrenbang Provinsi
tahun 2022 dan tahun 2023 yang menghadirkan semua Organisasi penyandang
disabilitas NTT yang hadir baik secara offline maupun online via zoom.
Pemerintah Nusa Tenggara Timur juga melibatkan disabilitas dalam
merencanakan program inklusi serta mengakomodir Perempuan difabel sebagai
staf khusus gubernur, Bernama Dinna Novista Noach. Ini merupakan bukti
difabel berkontribusi dalam pembangunan yang inklusi bukan hanya slogan

tetapi hidup dalam kerja.

Dari temuan pada tahun 2020, ada 18 organisasi yang tersebar di Provinsi
+, NTT baik di Kota maupun kabupaten. Dan hingga 2023, ada penambahan 3
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jumlah organisasi difabel di Sumba Timur dan di Rote Ndao. Selain organisasi
difabel, NTT memiliki Aliansi Penyandang disabilitas (APDIS) NTT yang
beranggotakan organisasi penyandang disabilitas yang dibentuk pada tahun
2019 yang diketuai oleh Desderdea Kanni dan Forum Masyarakat Pemantau
Indonesia Inklusi (FORMASI Disabilitas NTT) yang beranggotakan organisasi
penyandang disabilitas maupun individu disabilitas maupun non disabilitas

yang dibentuk pada tahun 2022 yang diketuai oleh Elmi Sumarni Ismau.

Berikut profil singkat komunitas disabilitas yang sudah terbentuk dan
tersebar di 9 dari 22 Kabupaten /Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
F terangkum pada tabel di bawah inij;
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Tabel 2. 1 Profil Singkat Organisasi Penyandang Disabilitas Provinsi NTT

No

Nama Organisasi

Isu (Spesifik/Umuin)

Wilayah Kerja

Ragam Disabiliti

Penerima Manfiaat

1 | Gerakan Advokasi Pemenuhan hak penyandang | Kota Kupang Semua ragam ‘ Penyandang
' Transfiormasi disabilitas agar dapat setara dan disabilitas | disabilitas se NTT
Disabilitas Untuk terhindar dari Tindakan |
Inklusi (GARAMIN) diskriminasi di Nusa Tenggara
piidl e Sl (SRR o ow DR e oMo aeeNet S S ek e e
2 | Forum Belarasa Pemenuhan hak-hak Penyandang | Kab. Sikka Semua ragam Penyandang
Penyandang disabilita disabilitas serta menjadi wadah disabilitas disabilitas di Sikka
Nian Sikka untuk mengetahui permasalahan
(FORSADIKA) yang dialami oleh seluruh ragam
|8, =2 disabilitas
3 | Yayasan Dola Koya Memperluas area pelayanan Kab. Alor Semua ragam Penyandang
Koya (YDK) Kabupatej program Pendidikan Luar Sekolah disabilitas disabilitas di Alor
Alor | berupa pusat kegiatan belajar
| masyarakat (PKBM)
4 | Pelita Harapan Pemenuhan hal penyandang Kota Kupang Semua ragam Penyandang

(PHDF)

Disabilitas Flobamora

disabilitas dalam bidang pendidike
melalui pengembangan Pendidikan
Berbasis terapi bagi anak disabilite

| disabilitas

Disabilitas di Kota
Kupang

Kusta (PERMATA)
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5| Perhimpunan Mandiri

Mencegah terjadinya Stigma dan
Diskriminasi terhadap orang yang
| mengalami kusta

i —————

Provinsi NTT

1 (OYMK)

' Orang yang pernel
| Mengalami Kusta

Orang yang pernaTl'i_'
Mengalami Kusta
(OYMK) se NTT




| No| Nama Organisasi Isu (Spesifik/Umum) Wilayah Kerja Ragam Disabiliti Penerima Manfaat ]
6 | Yayasan Transfigurasi Mendorong terwujudnya kehidupas Kota Kupang dan Kab| Semua ragam Penyandang '
Tabor Mulia (YITM) | Penyandang disabilitas yang mand| Kupang disabilitas Disabilitas di Kota
melalui pengembangan Kupang dan Kab.
keterampilan pada bidang Kupang
pertanian, peternakan, kerajinan
tangan, kuliner, penjahit,
| pertukangan, salon dan komputer |
7 | Komunitas Tuli Penggalangan sumberdaya dan Kota Kupang Disabilitas Penyandang
Kupang (KTK) penyediaan informasi seputar sensorik - disabilitas sensorik
pendidikan dan lapangan kerja bag hambatan Kota Kupang
penyandang hambatan pendengare berbicara dan ata
- mendengar v
8 | Perkumpulan Tuna Mendorong partisipasi anggota Kota Kupang Disabilitas Fisik | Penyandang
Daksa Kristiani dalam meningkatkan kualitas hidu Disabilitas Fisik di |
(PERSANI) yang layak, Menumbuhkan Kota Kupang '
kesadaran anggota dan masyaraka!
tentang keberadaan penyandang
disabilitas di NTT dan
Memperjuangkan hak-hak
penyandang disabilitas serta
menghilangkan stigma dan
diskriminasi terhadap penyandang
| disabilitas di NTT SR L = U gy b |
9 | Komite Penyandang | Memperjuangkan hak-hak Kab. Timor Tengah | Semua ragam Penyandang
Disabilitas (KIPDA) penyandang disabilitas agar Selatan disabilitas | disabilitas di Kab. T1
| mendapatkan kesamaan
- __| kesempatan _ Sion et i : A
RAD PD NTIT 2023 | 20




RAD PD NTT 2023 |21

No Nama Organisasi ~ Isu (Spesifik/_ﬁmum) Wilayah Kerja Ragam Disabilit{ Penerima Manfaat
[ 10 Perkumpulan Pemenuhan hak-hak penyandang | Kab. Malaka Semua ragam | Penyandang
Penyandang Disabiliti disabilitas di Kabupaten Malaka disabilitas | disabilitas di Kab. [
(PERSAMA) Kabupatej agar Memperoleh Kesamaan Malaka
Malaka Kesempatan Dalam Kehidupan Ser:
dapat Berpartisipasi Penuh Dalar;
Pembangunan Nasional.
| 11 Persatuan Tuna Netra, Wadah bagi Penyandang Disabilita{ Berkedudukan di Disabilitas Tuna Netra di Kota
| Indonesia (PERTUNI) | netra untuk berkumpul, Provinsi NTT dan lima| Sensorik Netra Kupang, Kabupaten
' berekspresi, dan berpendapat unty cabang di kabupaten/ Ngada, Sumba Timu}
mengembangkan dirinya bahkan | Kota, antara lain Kota Marnggarai Barat dar
. terlibatjuga sebagai subjek Kupang, Kabupaten Manggarai
' pembangunan yang setara di Ngada, Sumba Timur,
! Provinsi maupun Kabupaten dalan{ Manggarai Barat dan
: memperjuangkan hak - hak dasar | Manggarai
seperti kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, informasi dan juga akse
B sl - % _ L5 i A Sl T LA S o WA el A
12| National Paralympic | Pemberdayaan penyandang Berkedudukan di | Semuaragam ' Penyandang
Committee (NPC) disabilitas dalam bidang olahraga | tingkat Provinsi NTT | disabilitas | disabilitas berpresta:
NusaTenggara Timur | | dalam bidang
LS ﬁ el e F¥NLA | olahraga
13| Yayasan Kita Keluargi Membebaskan penderita gangguan| Pulau Flores | Penyandang | Penyandang
Insani (KKI) | jiwa dari diskriminasi dan stigma Disabilitas Disabilitas Psikososi:
serta memberdayakan penderita Psikososial di Pulau Flores
sebagai pribadi bermartabat
14, Kumpulan Penyandarn Memperjuangkan hak-hak ' Kab. Belu Semuaragam Penyandang :
Disabilitas (KUMPESA| Penyandang disabilitas dalam , disabilitas disabilitas di Kab. |
Rai Belu semua lintas sektor .l Belu !




No Nama Organisasi Isu (Spesifik/Umum) Wilayah Kerja Ragam Disabilit] Penerima Manfaat
15| Yayasan Golden Insarn Menyediakan layanan terapi bagi | Kota Kupang Anak Disabilitas | Anak disabilitas
Inklusi anak disabilitas intelektual Intelektual intelektual di Kota
P | Kupang
16, Perkumpulan Advokay Advokasi hak penyandang Kab. Sumba Timur Semua ragam Penyandang
Hak Penyandang disabilitas disabilitas disabilitas di Kab.
Disabilitas (PAHDIS) Sumba Timur
Sumba Timur
| 17| PERDIN Rote Ndao Advokasi hak hak penyandang Kab.Rote Ndao Semuaragam Penyandang
disabilitas disabilitas disabilitas di Kab.Ro
Ndao

# — - =
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Organisasi - organisasi disabilitas yang ada telah berkembang dan punya
solidaritas yang tinggi satu sama lain. Organisasi Penyandang disabilitas yang
baru terbentuk kurang dari 5 tahun masih perlu mendapatkan perhatian dari
pemerintah berupa penguatan kapasitas baik kelembagaan maupun sumber
daya manusia serta jaringan kemitraan dengan mitra pembangunan. Beberapa
sudah mulai bekerja sama dengan lembaga mitra pembangunan di NTT, antar
organisasi difabel di luar NTT dan bahkan dengan lembaga mitra pembangunan
di nasional. Kehadiran Organisasi disabilitas memberikan warna dan gelombang
gerakan perubahan untuk upaya pemenuhan hak difabel mulai dari desa,
kecamatan, kabupaten hingga provinsi NTT. NTT semakin progresif dari sisi
gerakan difabel maupun pemerintah. Kabupaten-kabupaten juga telah
melakukan inovasi bersama Organisasi difabel untuk terus meningkatkan

pelayanan publik yang semakin baik bagi penyandang disabilitas.

Dalam forum-forum nasional, sudah banyak yang mulai bersuara untuk
mengadvokasi hak-hak difabel. Organisasi difabel sudah mulai mendapatkan

kepercayaan dari pemerintah untuk memberi masukan-masukan penting untuk
NTT vang lebih baik.

2.4 Proses Penyusunan RAD-PD yang Partisipatif dan Kolaboratif

Salah satu prinsip dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yakni pendekatan partisipatif. Perencanaan dengan
pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders
ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki.
Pada tataran perencanaan pembangunan desa berdasarkan amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, penyusunan rencana
pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
melibatkan unsur masyarakat termasuk tokoh masyarakat, kelompok

perempuan dan kelompok rentan lainnya termasuk penyandang disabilitas.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan

* penganggaran merupakan wujud penjaminan hak-hak penyandang disabilitas
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dalam pembangunan yang partisipatif dan mengedepankan aspek kolaborasi
dengan semua pemangku kepentingan. Perencanaan dan penganggaran yang
inklusif disabilitas merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengatasi
kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami
oleh penyandang disabilitas, baik yang disebabkan oleh hambatan internal
(fisik, mental, intelektual dan sensorik) maupun eksternal (lingkungan dan

sosial).

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif
antara pemerintah dan organisasi disabilitas. Keterlibatan penyandang
disabilitas tidak hanya sekedar untuk formalitas belaka, namun terlibat aktif
dalam setiap proses dalam memberikan pemikiran dan masukan khususnya
dalam mengidentifikasikan gap kesenjangan yang dialami, yang menjadi
pertimbangan dalam perumusan program/kegiatan pemerintah sesuai tujuh (7)

sasaran startegis dalam RAD-PD.

Adapun tahapan penyusunan RAD-PD yang telah diinisiasi sejak 2022
dan keterlibatan penyandang disabilitas pada setiap proses penyusunan

diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Awal Penyusunan Rencana Aksl Daerah Penyandang Disabilitas

Inisiasi penyusunan Rencana Aksi Daerahh Penyandang Disabilitas
(RAD-PD) Provinsi NTT dimulai pada Januari 2022, dimana Bappelitbangda
Provinsi NTT membentuk tim penyusun yang terdiri dari unsur pemerintah
(Staf Khusus Gubernur Bidang Disabilitas, Bappelitbangda dan Dinas
Sosial), Organisasi Disabilitas (Garamin NTT, Pertuni Kota Kupang) dan
Akademisi (Politani Undana). Pelibatan penyandang disabilitas dalam tim
penyusun RAD-PD merupakan bentuk komitmen dari Bappelitbangda
Provinsi NTT untuk memberikan kesempatan dan ruang bagi difabel untuk

terlibat dalam proses perencanaan.

Penyusunan RAD-PD direncanakan untuk rampung dalam jangka
waktu enam (6) bulan namun tidak dapat diselesaikan karena kurangnya

+ pemahaman tim penyusun terkait sistematika, proses maupun kebutuhan
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analisis dalam penyusunan RAD-PD. Tim penyusun belum sepenuhnya
mampu menggalang lintas sektor untuk mengumpulkan matriks masing-
masing sasaran strategis. Selain itu, organisasi penyandang disabilitas
sendiri belum sepenuhnya memahami cara melakukan analisis kesen jangan
inklusi disabilitas. Keterlibatan organisasi difabel cukup besar karena ruang
yang diberikan oleh bappelitbangda. Keterlibatan lintas sektor di masing-
masing strategis yang sangat minim baik secara perspektif inklusi disabhilitas
maupun pemahaman tentang matriks. Langkah solutif dilakukan melalui
keikutsertaan Pemerintah Provinsi NTT maupun Garamin NTT dalam forum
pembelajaran di tingkat pusat yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh
Bappenas RI, Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif
Disabilitas (FORMASI Disabilitas) dan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam
Lokakarya Rencana Aksi Nasional Penyandang Disahilitas. Melalui
kemitraan vang sudah terjalin, FORMASI Disabilitas memperkuat
Pemerintah Provinsi NTT melalui diskusi-diskusi, bahan bacaan terkait
regulasi dan informasi tentang RAD-PD yang sudah disusun dan
diimplementasikan di provinsi lainnya serta dukungan untuk membangunan

jejaring dengan organisasi disabilitas di provinsi lainnya.
b. Kunjungan Tim Assesment dan Asistensi Penyusunan RAD-PD

Sebagai tindak lanjut untuk mendorong penyusunan RAD-PD dan
mengevaluasi implementasi RAN-PD, Bappenas Rl bersama FORMASI
Disabilitas melaksanakan kunjungan dalam rangka assessment dan
asistensi penyusunan RAD di 6 (enam) provinsi yakni Nusa Tenggara Timur,

Banten, Aceh, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur dan Maluku Utara.

Asistensi penyusunan RAD-PD NTT dilakukan oleh Bappenas dan
melibatkan FORMASI Disabilitas dan Australia Partnership for Justice (AIPJ)
pada 10-14 Oktober 2022. Pada kegiatan dimaksud, tim asistensi melakukan
pertemuan dengan 5 Organisasi Disabilitas di Kota Kupang (PERSANI,
PERTUNI, GARAMIN, YTTM dan KTK)} dengan tujuan untuk mendengarkan
hak dasar dan keterlibatan dalam proses RAD-PD. Selain mengunjungi

*_organisasi disabilitas, tim asistensi juga melakukan audiens dengan
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Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkontribusi pada pencapaian 7
(tujuh) sasaran strategis pada RAD-PD.

Setelah melakukan audiens dengan Organisasi Disabilitas dan OPD,
tim memaparkan hasil analisis inklusifitas dan hasil uji petik program dan
layanan inklusif Provinsi NTT. Adapun beberapa poin penting yang

direkomendasikan oleh Bappenas RI untuk Pemerintah Provinsi NTT, yakni:

a) Perlu dibentuk Tim Koordinasi RAD-PD Provinsi NTT dengan
memetakan OPD yang terkait untuk pencapaian 7 (tujuh) sasaran
strategis serta perlu melibatkan organisasi penyandang disabilitas yang
ada di NTT yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur
yang sebelumnya telah ditetapkan dengan SK Kepala Bappelitbangda;

b) Sistematika RAD-PD disesuaikan dengan panduan yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN /Bappenas Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas.
c. Tindaklanjut Hasil Kunjungan Tim Assessment di NTT

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tim, INKLUSI melalui
GARAMIN NTT memfasilitasi pembentukan Tim Koordinasi RAD-PD Provinsi
NTT pada November 2022. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari
Bappenas Rl yang menyampaikan penjelasan terkait RAD-PD, pentingnya
pembentukan tim RAD-PD Provinsi NTT dan tahapan-tahapan yang perlu
dilakukan dalam penyusunan RAD-PD. Selanjutnya, paparan dari FORMASI
Disabilitas menenekankan pentingnya pelibatan difabel dalam proses
penyusunan, pengawalan implementasi dan proses evaluasi pelaksanaan
RAD-PD.

Pertemuan tersebut menghasilkan draft SK Tim Koordinasi RAD PD

NTT yang beranggotakan OPD dan Organisasi Disabilitas serta Kelompok
Difabel Desa di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao (wilayah kerja Program

4 SOLIDER di 12 desa). SK Penetapan Tim Koordinasi RAD-PD NTT diproses
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dan kemudian ditandatangani Gubernur NTT pada Juni 2023.
Bappelitbangda selanjutnya memproses SK Kepala Bappelitbangda tentang
Pembentukan Tim Fasilitator RAD-PD sebanyak 14 orang yang terdiri dari
pemerintah (7 orang) dan organisasi disabilitas (7 orang). Tim fasilitator
selanjutnya dipertemukan pada Juli 2023 untuk perkenalan dan dilanjutkan
dengan kegiatan Bimtek bagi 14 fasilitator pada Agustus 2023, didukung
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. GARAMIN NTT juga
memfasilitasi konsolidasi 18 organisasi difabel yang masuk dalam SK
Gubernur Tim RAD-PD untuk menjelaskan kembali terkait RAD-PD

sekaligus persiapan konsinyering melalui pertemuan daring via zoom.

Selanjutnya, GARAMIN NTT dengan dukungan FORMASI Disabilitas,
SIGAB Indonesia dan Program INKLUSI berkolaborasi dengan Program
SKALA melaksanakan kegiatan konsinyering diawal Agustus 2023
melibatkan tim fasilitator RAD-PD, OPD terkait dan Organisasi Disabilitas.
Pada kegiatan tersebut, masing-masing fasilitator dipertemukan dengan OPD
maupun OPDis sesuai masing-masing sasaran strategis pada RAD-PD.
Kegiatan diawali dengan update progress penyusunan RAD-PD yang
kemudian ditanggapi oleh Bappenas RI, FORMASI Disabilitas dan FITRA.
Kegiatan dimaksud menghasilkan matriks sasaran startegis yang telah diisi
dengan informasi program/kegiatan/ sub kegiatan hasil tagging dari
Bappenas, dan matriks hasil analisis kesenjangan yang dialami oleh
penyandang disabilitas dalam pencapaian masing-masing sasaran strategis.
Selanjutnya, GARAMIN NTT melanjutkan dukungan melalui pertemuan di
pertengahan September untuk finalisasi hasil konsinyering, dimana setiap
fasilitator dari pemerintah memaparkan matriks masing-masing sasaran
strategis sementara fasilitator difabel memaparkan hasil analisis

kesenjangan untuk disempurnakan bersama fasilitator lainnya.

Untuk penyusunan dokumen RAD-PD secara utuh, dibentuklah tim
penyusun RAD-PD melalui SK Kepala Bappelitbangda. Tim penyusun RAD-
PD Provinsi NTT melibatkan unsur pemerintah daerah (Bappelitbangda) dan

*‘ Organisasi Disabilitas (Garamin NTT, Pertuni Kota Kupang). Di saat yang
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sama, Bappelitbangda bersama Garamin NTT juga memproses penyusunan
draft SK Gubernur NTT tentang RAD-PD, melalui proses konsultasi dengan
Biro Hukum Setda Provinsi NTT dan penyempurnaan draft SK oleh tim
fasilitator dan tim penyusun RAD-PD NTT. Setelah itu, GARAMIN NTT
mendukung melalui pertemuan tim penyusun dan tim fasilitator untuk
menyepakati sistematika penyusunan draft RAD PD dan dilanjutkan dengan
pemaparan penyusun dan sekaligus pembahasan draft Pergub RAD PD NTT
yang telah disiapkan oleh tim penyusun yang ditugaskan untuk menyusun

Pergub tersebut.

Dilanjutkan dengan pembagian tugas bagi penyusun sesuai masing-
masing Bab. Namun, draftjuga belum selesai sehingga dilakukan pertemuan
sekali lagi yang didukung oleh Program SKALA dan Garamin NTT yang
didukung FORMASI Disabilitas, SIGAB Indonesia melalui Program INKLUSI
pada 6 - 8 November 2023. Pertemuan tanggal 6 dan 8 merupakan
pertemuan khusus bagi tim penyusun yang akan direview oleh Tim SKALA
dan FORMASI Disabilitas sedangkan tanggal 7 pertemuan yang juga
melibatkan tim fasilitator untuk melihat kembali hasil yang telah ditulis oleh

tim penyusun.

Tidak berhenti disana, pada tanggal 4 Desember akan dilakukan
Konsultasi publik yang akan melibatkan peserta yang hadir saat
konsinyering, BAPPENAS RI, Kemendagri, FORMASI Disabilitas, mitra

Pembangunan lainnya, organisasi non pemerintah, kampus dan media.

Setelah mendapatkan masukan dari Konsultasi publik, tim penyusun
akan menyempurnakan draft untuk difinalkan beserta dengan draft Pergub
RAD PD NTT. Setelah ditandatangani oleh pejabat maka akan
disosialisasikan secara Hybrid dengan melibatkan multi pihak yang

diundang saat konsultasi publik.

. Tantangan Pelibatan Difiabel

Penyusunan RAD-PD Provinsi NTT dilakukan secara kolaboratif

antara pemerintah pusat dan daerah, Organisasi Disabilitas di NTT, serta

*didukung oleh kemitraan dengan berbagai lembaga (SKALA, SIGAB,
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FORMASI Disabilitas, SKALA, AIPJ). Penyandang disabilitas dilibatkan di
setiap prosesnya, khususnya sebagai peserta, fasilitator dan juga tim
penyusun. Namun dalam pelaksanannya, terdapat kendala yang dihadapi

oleh difabel antara lain:

1. Penyandang disabilitas yang masuk dalam Tim Koordinasi RAD-PD tidak
dapat mengikuti proses diskusi secara maksimal secara daring karena
terhambat oleh kondisi jaringan internet di daerah pedesaan dan lokasi
terpencil;

2. Penyandang disabilitas sensorik pendengaran kesulitan memperoleh
informasi saat mengikuti diskusi penyusunan RAD-PD disebabkan
jumlah Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang terbatas dan penggunaan istilah
atau nomenklatur yang sulit dipahami,;

3. Peserta difabel dari luar Kota Kupang tidak bisa mengikuti kegiatan
penyusunan RAD-PD secara luring karena ketiadaan anggaran untuk

* biaya transportasi dan akomodasi.
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BAB I

ANALISIS KESENJANGAN INKLUSIF DISABILITAS

3.1 Sasaran Strategis 1 : Pendataan dan perencanaan inklusif bagi
penyandang disabilitas.
Analisis kesenjangan inklusi disabilitas menggunakan 4 aspek penting,

antara lain: Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol. Berikut hasil analisis yang
ditemukan dari aspek akses. Pertama, format pendataan yang berbeda antara
pemerintah, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), dan NGO menyebabkan
data yang sudah ada di statistik, dukcapil, dan dinsos (DTKS) sulit diakses karena
adanya UU perlindungan data pribadi. Hasil pendataan penyandang disabilitas
Dinas Sosial Provinsi NTT dengan Jumlah 8.381 orang, namun data ini belum
akurat dan terpilah karena tidak dirincikan berdasarkan jenis kelamin dan hanya
mengakomodir Penyandang disabilitas yang berada di dalam panti dan Organisasi
Penyandang Disabilitas. Data ini jauh berbeda dengan sensus penduduk yang
dilakukan BPS tahun 2020 dimana Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT
yaitu 914.814 Jiwa.

Grafik 3.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT
berdasarkan jenis disabilitas
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+/ Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT (2023)
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Grafik 3.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT

berdasarkan jenis hambatan
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Kedua, data yang paling mudah diakses adalah DTKS dari Kementerian
Sosial, tetapi kendala muncul karena DTKS hanya mencatat penyandang
disabilitas miskin dan hanya bisa diakses oleh operator desa, pendamping sosial
serta dinsos. Ketiga, dokumen kependudukan yang cenderung sulit diakses karena
jarak dan biaya oleh penyandang disabilitas dengan latar belakang ekonomi
menengah ke bawah. Selanjutnya dari aspek partisipasi, penyandang disabilitas
jarang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya di tingkat desa seperti
musrenbang desa dan kalaupun hadir hanya diberi kesempatan untuk melengkapi
atau mendengar tanpa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat.
Terakhir, partisipasi penyandang disabilitas terutama terbatas pada kegiatan yang

*Vdibuat khusus untuk difabel dan belum mencakup semua ragam difabel.
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Dari aspek kontrol, kesulitan akses terhadap dokumen kependudukan,
seperti yang disebutkan dalam aspek akses dapat mengurangi kontrol yang dimiliki
penyandang disabilitas atas identitas dan hak-hak mereka. Selanjutnya dari aspek
manfaat, Pertama, data yang dikumpulkan mengenai penyandang disabilitas
masih belum dapat digunakan secara efektif untuk keperluan perencanaan dan
ketepatan sasaran penerima bantuan. Kedua, kebutuhan penyandang disabilitas
sering tidak dimasukkan dalam perencanaan program kegiatan pemerintah, yang
mengabaikan keberagaman kebutuhan mereka. Terakhir, intervensi program yang

ditujukan untuk penyandang disabilitas di tingkat desa masih minim.

Faktor Penyebab

Faktor Penyebab dalam Pendataan dan perencanaan inklusif bagi
penyandang disabilitas terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Dari
faktor internal, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam
pengelolaan data dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pertama, masih
banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami atau mampu mengisi formulir
pendataan menggunakan WGQ (Washington Group Questions), yang
mengakibatkan data yang kurang akurat. Kedua, beberapa perangkat desa belum
memiliki kemampuan untuk membedakan antara orang sakit dan penyandang
disabilitas, sehingga dapat terjadi ketidakakuratan dalam pendataan. Ketiga,
belum semua kabupaten/kota dan desa memiliki regulasi turunan yang mengatur
pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang mengakibatkan perbedaan dalam
pelaksanaan kebijakan. Keempat, proses pengurusan dokumen adminduk
seringkali rumit, dan situasi ini dapat dimanfaatkan oleh oknum yang mencari
keuntungan dari penyandang disabilitas. Kelima, pemahaman atau paradigma
pemerintah daerah terkait pelibatan penyandang disabilitas dalam proses
perencanaan masih terbatas, dengan anggapan bahwa penyandang disabilitas
lebih sebagai objek daripada subyek pembangunan. Keenam, belum ada tema-tema
spesifik terkait difabel dalam Musrenbang. Ketujuh, Belum ada regulasi turunan
terkait alokasi anggaran untuk disabilitas (Penggunaan Dana Desa untuk

* penyandang disabilitas) Kedelapan, belum ada wadah yang memungkinkan
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penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol implementasi
perencanaan, sehingga suara mereka seringkali tidak terdengar. Terakhir, rujukan
utama data penyandang disabilitas (New DTKS, Regsosek, Data sektoral, Profil
Organisasi PD , SDGs Desa) masih tumpang tindih dan tidak terupdate.

Sedangkan dari faktor ekstermal tantangan yang masih dihadapi dalam
pengelolaan data dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mencakup berbagai
aspek. Pertama, banyak keluarga penyandang disabilitas yang belum berpartisipasi
dalam pendataan anak-anak mereka dan bahkan menyembunyikan kondisi
disabilitas anak-anak mereka, sehingga data yang tersedia menjadi tidak lengkap.
Kedua, beberapa penyandang disabilitas enggan untuk didata, mungkin karena
kekhawatiran atau ketidakpercayaan terhadap sistem pendataan. Ketiga,
kesadaran masyarakat dan pemahaman terkait kepemilikan dokumen adminduk
untuk penyandang disabilitas masih kurang. Keempat, beberapa penyandang
disabilitas sulit berkomunikasi atau menyuarakan aspirasi mereka karena
kurangnya media pendukung dan pemahaman yang minim mengenai berbagai
kebutuhan disabilitas yang beragam. Terakhir, masih belum ada Organisasi
Penyandang Disabilitas (OPDis) yang secara efektif mengadvokasi pemda dan
pemdes dalam memaksimalkan anggaran untuk mendukung penyandang

disabilitas.

3.2 Analisis Kesenjangan Sasaran Strategis 2 : Penyediaan Lingkungan
tanpa hambatan bagi penyandang Disabilitas

3.2.1 Fasilitas Umum dan layanan Publik.
Berikut hasil analisis yang ditemukan dari aspek akses. Pertama,

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sejumlah fasilitas publik masih
menjadi isu yang perlu segera diatasi. Kantor pemerintahan, sebagai salah satu
tempat pelayanan publik, belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk
mendukung mobilitas penyandang disabilitas fisik, seperti bidang miring dan
handrail. Selain itu, kantor tersebut belum menyediakan sarana penunjuk arah
seperti running text dan papan penunjuk arah, yang dapat digunakan oleh

penyandang disabilitas Tuli dan berlaku bagi semua jenis disabilitas. Pada saat
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yang sama, fasilitas untuk disabilitas netra seperti jalur pemandu (Guiding dan
Warning Blok) juga belum tersedia. Dalam pertemuan pemerintah yang dilakukan
secara online, belum adanya juru Bahasa Isyarat untuk penyandang disabilitas
Tuli, menciptakan hambatan komunikasi yang signifikan. Kurangnya pemahaman
pemerintah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas terlihat dari minimnya
inisiatif dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang sesuai untuk disabilitas fisik,
netra, dan Tuli. Selain itu, penggunaan bahasa yang terlalu teknis saat
menjelaskan layanan juga menjadi kendala bagi pemahaman penyandang
disabilitas. Masalah aksesibilitas juga merambah ke sektor pariwisata, di mana
banyak tempat wisata belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Jalur
pemandu netra seringkali disalahgunakan untuk keperluan lain seperti tempat
jualan dan belum adanya bidang miring pada tempat wisata seperti taman menjadi

tantangan tambahan.

Dari aspek partisipasi, pelibatan penyandang disabilitas dalam melakukan
audit aksesibilitas, baik pada tahap perencanaan hingga evaluasi, belum menjadi
prioritas. Hal ini tercermin dalam minimnya atau bahkan ketidakhadiran pelibatan
penyandang disabilitas Tuli, yang juga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
terkait kebijakan atau proses perencanaan pembangunan rumah sakit atau
puskesmas. Di sektor pariwisata, pembangunan tempat wisata belum melibatkan
penyandang disabilitas dan belum ada audit aksesibilitas bangunan tempat wisata.
Dari aspek kontrol, Terdapat serangkaian kendala yang dihadapi oleh penyandang
disabilitas, mulai dari ketidaktersediaan kesempatan untuk melakukan uji
aksesibilitas hingga ketidakpahaman terhadap informasi yang disampaikan,
khususnya bagi mereka yang Tuli. Pemerintah juga belum memberikan
kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mensosialisasikan konsep
disabilitas dan etika berinteraksi, seiring dengan kurangnya pemahaman terhadap

kebijakan dan regulasi yang ada.

Terakhir dari aspek manfaat, Penyandang disabilitas menghadapi sejumlah
tantangan serius dalam mengakses layanan publik dan fasilitas umum.

*’_Penyandang Diabilitas fisik mengalami kesulitan signifikan karena kebanyakan
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bangunan tidak dirancang secara aksesibel. Sementara itu, penyandang disabilitas
Tuli dan netra juga menghadapi hambatan saat mengakses kantor pemerintahan
dan layanan publik, memunculkan ketidaksetaraan dalam akses informasi dan
partisipasi. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman terhadap informasi
yang disampaikan, khususnya bagi mereka yang Tuli, serta kurangnya kepuasan
terkait inklusivitas pembangunan. Bahkan dalam konteks kesehatan, penyandang
disabilitas mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengobatan di rumah sakit
dan puskesmas. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam
mengakses tempat wisata, memahami maksud dan tujuan yang disampaikan, serta
merasakan keterbatasan dalam menikmati layanan publik dan fasilitas umum

secara menyeluruh.

3.2.2 Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman
Kesenjangan yang dialami penyandang disabilitas dari sisi akses adalah

Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mendapatkan rumah
subsidi karena terbatasnya aksesibilitas dan kemampuan finansial mereka.
Bangunan perumahan yang belum dirancang secara aksesibel menjadi
hambatan serius, menyulitkan penyandang disabilitas untuk memanfaatkan
fasilitas perumahan. Tidak hanya itu, ketidaktersediaan akses ke sumber air
bagi penyandang disabilitas juga menjadi masalah serius yang mempersulit
kehidupan sehari-hari mereka. Dari aspek partisipasi yaitu minimnya pelibatan
penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan perumahan telah
menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan
berkelanjutan. Minimnya peran dan prioritas yang diberikan kepada
penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan perumahan

memunculkan ketidaksetaraan akses dan kesempatan bagi mereka.

Selanjutnya dari aspek Kontrol, ketidakadanya kebijakan yang mengatur
pemotongan harga pembelian rumah bagi penyandang disabilitas menjadi
kendala serius dalam memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan oleh
kelompok ini. Sementara itu, regulasi dari Kementerian PUPR terkait desain

+rumah yang ramah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih kurang
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dipahami oleh pengembang, mengakibatkan kurangnya implementasi desain
yang mendukung kebutuhan khusus mereka. Terakhir dari aspek manfaat,
masih banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki rumah pribadi,
menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebutuhan dasar seperti
tempat tinggal. Sementara itu, kurangnya perhatian terhadap aksesibilitas
penyandang disabilitas dalam perumahan menambah kesulitan bagi mereka

untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri.

3.2.3 Bidang perhubungan.
Dari sisi akses, bangunan pelabuhan dan bandara masih belum sepenuhnya

aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan kekurangan seperti ketiadaan
running text, guiding blok dan warning blok, serta minimnya pendampingan oleh
staf bandara. Masalah semakin kompleks karena belum semua staf bandara dan
maskapai memahami cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Proses
administratif terkait perjalanan pun menjadi hambatan, di mana penyandang
disabilitas dianggap sebagai orang sakit dan dipaksa menandatangani surat
pernyataan, tanpa mendapatkan asuransi yang seharusnya. Kendala ini tidak
hanya terjadi di bandara, tetapi juga di terminal bus yang masih belum aksesibel
seperti jalan trotoar yang belum dirancang untuk penyandang disabilitas fisik dan
netra, ketiadaan akses halte, pasar, dan swalayan yang menyulitkan mobilitas
penyandang disabilitas. Selanjutnya dari aspek partisipasi, pelibatan penyandang
disabilitas dalam perencanaan infrastruktur transportasi masih terbatas, terlihat
dari minimnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan pelabuhan,
bandara, terminal, halte, pasar, dan swalayan. Penyandang disabilitas belum
secara aktif dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan dan mereka juga
belum diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi mengenai disabilitas
kepada staf angkasa pura, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan

dukungan terhadap kebutuhan khusus mereka.

Dari aspek kontrol, tantangan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif
bagi penyandang disabilitas masih terlihatjelas, terutama dalam pemahaman dan

+implementasi desain bangunan universal. Arsitek dan perancang bangunan belum
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sepenuhnya memahami konsep desain yang memperhatikan kebutuhan semua
individu, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses fisik. Selain itu, belum
dilakukan uji coba bangunan oleh penyandang disabilitas, yang merupakan
langkah kritis untuk memastikan efektivitas desain tersebut. Selanjutnya,
permasalahan terkait pemahaman aturan regulasi oleh pemerintah dan developer
juga menjadi hambatan dalam mencapai lingkungan yang lebih inklusif. Peraturan
daerah (Perda) dan regulasi yang telah ada masih belum dipahami sepenuhnya,
sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal. Dari aspek manfaat,
pengalaman berpergian bagi penyandang disabilitas masih diwarnai dengan
sejumlah kendala yang perlu segera diatasi. Penyandang disabilitas merasa tidak
nyaman selama perjalanan, baik di kapal laut, pesawat, maupun bus, yang
memperjelas perlunya peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan dalam sistem
transportasi publik. Tidak hanya itu, dalam mengakses trotoar, halte, pasar, dan

swalayan, penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang sama.

3.2.4 Bidang komunikasi dan Informatika
Dari sisi akses, tantangan aksesibilitas informasi bagi penyandang

disabilitas, terutama bagi mereka yang netra, tuli, dan intelektual, masih menjadi
permasalahan serius dalam masyarakat. Media sebagai saluran utama informasi
belum sepenuhnya ramah bagi kelompok disabilitas yang menyulitkan mereka
untuk mengakses berita, informasi umum, dan konten lainnya. Dari aspek
partisipasi, mereka belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses kreatif dan
pengambilan keputusan terkait pembuatan media, menciptakan kesenjangan
dalam representasi dan akses informasi. Ketidaklibatan ini bukan hanya
merugikan kelompok disabilitas itu sendiri, tetapi juga menghambat masyarakat

dalam memahami dan menghargai perspektif mereka.

Dari aspek kontrol, konten digital sering kali tidak dirancang dengan
mempertimbangkan kebutuhan pembaca layar, yang dapat mengurangi kontrol
individu tunanetra terhadap informasi online. Kurangnya aksesibilitas dalam
perangkat lunak produksi media dan kurangnya representasi dalam industri media

+dapat menghambat kontrol mereka terhadap narasi yang dihasilkan. Terakhir,
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dalam aspek manfaat, kelompok ini menghadapi kesulitan dalam mengakses,
memahami, dan merespons informasi yang disajikan, menciptakan
ketidaksetaraan akses terhadap pengetahuan. Kendala ini tidak hanya mencakup
aspek fisik tetapi juga melibatkan aksesibilitas informasi dalam berbagai bentuk

termasuk tulisan, audio dan visual.

3.2.5 Penanggulangan Bencana
Berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, Provinsi NTT telah

melakukan upaya-upaya pelibatan difabelyang didukung oleh mitra Pembangunan
seperti Australia Indonesia Partnership for Disaster Risk Management (AIP-DRM),
Humanity and Inclusion (HI), PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal), CIS
(Circle of Imagined Society) Timor, Bengkel APPeK (Bengkel Advokasi
Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung), organisasi penyandang disabilitas
di kota Kupang (PERSANI NTT, Komunitas Tuli Kupang, PERTUNI, PERMATA,
YTTM, GARAMIN NTT), serta Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yangjuga
beranggotakan akademisi dan sektor penta helix. Unit Layanan Disabilitas bidang
kebencanaan telah dibentuk di Provinsi NTT dan melibatkan penyandang
disabilitas melalui beberapa organisasi penyandang disabilitas lainnya. Dukungan
regulasi juga termuat dalam Peraturan Daerah No 6 tahun 2022 tentang
pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (pasal 108 tentang
pelindungan dari bencana) yangjuga diperkuat dengan Peraturan Gubernur No 59
tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana) Dokumen-
dokumen lain yang berkaitan dengan pelibatan penyandang disabilitas dalam
kebencanaan antara lain: Kajian Resiko Bencana dan Rencana Kontigensi yang
didukung oleh AIP-DRM, panduan produksi informasi peringatan dini cuaca
ekstrem dan Bencana untuk kelompok Rentan oleh PIKUL dan beberapa Organisasi
Disabilitas, kajian cepat dampak perubahan iklim bagi difabel di kabupaten
kupang dan kabupaten Timor tengah Selatan dan Kertas kebijakan Kami harus
terlibat yang disusun oleh GARAMIN NTT yang didukung oleh PIKUL.

Namun, masih ada kesenjangan yang dipotret dari Aspek Akses, Partisipasi,

*Manfaat dan Kontrol. Dari sisi akses, kantor-kantor Badan Penanggulangan
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Bencana Daerah (BPBD) masih belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang
disabilitas, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan inklusif
dalam lingkungan kerja. Selain itu, ketidaktersediaan anggaran untuk mendukung
Unit Layanan Disabilitas (ULD) di BPBD menjadi masalah serius dalam
menyediakan layanan yang memadai bagi penyandang disabilitas. Alokasi bantuan
yang mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, perempuan hamil,
lansia, bayi, balita dan penyandang disabilitas masih belum memadai untuk
menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif dan ramah bagi semua. Dari
aspek partisipasi, keterlibatan penyandang disabilitas dalam aspek kebencanaan
masih belum optimal, menciptakan ketidaksetaraan akses dan partisipasi dalam
proses pengelolaan bencana. Selain itu, belum maksimalnya pemanfaatan Ruang
Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
menunjukkan adanya hambatan yang perlu segera diatasi agar fasilitas tersebut
dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada penyandang disabilitas.
Ada juga program pemerintah terkait Desa Tangguh Bencana (DESTANA),
Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) dan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA)

namun pelibatan difabel masih minim.

Dari aspek kontrol, kurangnya pemahaman Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kota/kabupaten terhadap pelibatan
penyandang disabilitas dalam konteks kebencanaan menjadi hambatan utama
dalam memastikan inklusi dan perlindungan kelompok rentan ini. Disamping itu,
pemahaman yang masih minim terhadap cara penyampaian informasi dan
pelibatan penyandang disabilitas dalam kebijakan kebencanaan menciptakan
kesenjangan informasi dan keterlibatan. Pengetahuan yang terbatas mengenai
fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam penanggulangan bencana juga
menjadi tantangan serius. Begitu juga, minimnya pengetahuan para penyalur
bantuan terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan termasuk penyandang
disabilitas, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan
kesadaran dan pemahaman. Dari aspek manfaat, keseluruhan kesenjangan pada

+sisi akses, partisipasi dan kontrol menciptakan ketidaksetaraan dalam
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memperoleh bantuan yang seharusnya dapat diakses dengan mudah, menyulitkan

kelompok ini dalam menghadapi situasi darurat saat bencana.
Faktor Penyebab

Faktor Penyebab dalam Penyediaan Lingkungan tanpa hambatan bagi
penyandang Disabilitas terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Dari
faktor Internal, kurangnya pemahaman mengenai disabilitas dan aksesibilitas
menjadi kendala serius dalam memastikan lingkungan yang inklusif. Pengetahuan
yang terbatas tentang regulasi, khususnya terkait Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum mengenai bangunan publik yang harus aksesibel, turut menambah
kesulitan dalam menciptakan fasilitas yang ramah disabilitas. Ketidaklibatan
penyandang disabilitas dari perencanaan hingga evaluasi pengerjaan bangunan
menciptakan ketidaksetaraan akses dan partisipasi dalam pengembangan
infrastruktur. Pemerintah yang kurang memahami kebutuhan dasar penyandang
disabilitas terkait sumber mata air semakin memperparah ketidaksetaraan akses.
Penyandang disabilitas dianggap sebagai objek bukan subjek pembangunan, dan
kurangnya pemahaman pemerintah tentang cara penyampaian informasi yang
dapat diakses oleh berbagai ragam disabilitas menciptakan kesenjangan dalam
akses informasi. Ketidakpahaman dari BPBD atau dinas terkait terhadap
kebutuhan penyandang disabilitas serta ketiadaan alokasi anggaran yang jelas di
BPBD untuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan ketidakprioritasan terhadap
penyandang disabilitas semakin menegaskan periunya peningkatan kesadaran dan
pemahaman untuk mencapai inklusivitas yang lebih baik dalam semua aspek

pembangunan.

Sedangkan dari faktor eksternal, ketidakpercayaan diri penyandang
disabilitas dalam memberikan saran kepada pemerintah menjadi kendala serius,
seiring dengan minimnya pengetahuan mereka tentang cara menyampaikan
usulan kepada pemerintah. Pandangan masyarakat yang masih menganggap
penyandang disabilitas sebagai objek, bukan subjek pembangunan,

* mengakibatkan rendahnya prioritas terhadap aksesibilitas, menambah kesulitan
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bagi kelompok ini dalam mengemukakan kebutuhan dan aspirasi mereka kepada
pemerintah. Selain itu, minimnya pengetahuan penyandang disabilitas terkait
sumber air menyebabkan kebingungan dalam menyampaikan usulan dan saran
terkait air bersih. Ketidakpahaman tentang layanan publik, aksesibilitas di layanan
publik, kurangnya pemahaman terkait bencana dan informasi peringatan dini,
serta keterbatasan partisipasi penuh di Unit Layanan Disabilitas (ULD) PB,
semakin menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan pemahaman
yang mendalam terkait kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas untuk

mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan dan inklusif.

3.3 Sasaran Strategis 3: Pelindungan Hak, Akses Politik dan Keadilan bagi
Penyandang Disabilitas.
Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas

masih menjadi tantangan yang perlu terus diupayakan agar bisa mendapatkan
perhatian dari semua sektor. Kesenjangan dilihat dari 4 aspek, antara lain Akses,

Partisipasi, manfaat dan Kontrol.

Pada sisi akses, tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas terkait
akses perlindungan hak dan politik yaitu akses terhadap tempat pemungutan
suara dan bantuan hukum. Penggunaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
tidak ramah bagi pengguna tongkat dan kursi roda dan komponen dalam surat
suara yang tidak lengkap sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas netra
menjadi persoalan yang paling menonjol. Contochnya, pada surat suara Presiden
dan Wakil Presiden teradapat huruf Braille yang merupakan huruf timbul yang
memungkinkan seorang tunanetra dapat meraba bentuk-bentuk dari kombinasi 6
titik, namun huruf tersebut tidak terdapat pada surat suara untuk pemilihan

legislatif.

Selanjutnya, ketersediaan pendamping pada TPS yang bukan pilihan
disabilitas netra sebagai pemilih juga masih minim. Memang pendamping telah
disiapkan di TPS, namun keinginan teman-teman difabel yang diuangkapkan oleh
PERTUNI Kota Kupang adalah pendamping tersebut diharapkan berasal dari

#organisasi difabel untuk menjaga independensi pemilih kaum difabel. Kebutuhan-
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kebutuhan ini penting untuk diakomodir, mengingat jumlah pemilih difabel

sebanyak 46.561 jiwa atau sekitar 0.01 % dari jumlah pemilih di NTT yaitu
4.008.475 Jiwa (KPU NTT, 2023). Kabupaten dengan jumlah pemilih difabel
terbanyak yaitu TTU dan Sikka, sedangkan Sumba Tengah dan Belu memiliki
jumlah pemilih difabel terendah.

Grafik 3.3 Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas (fisik, intelektual,
mental, sensorik wicara, sensorik rungu dan netra)
Per Kabupaten/Kota
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Sumber: KPU (2023)

Berkaitan dengan bantuan hukum, tantangan yang dialami yaitu akses
keadilan belum sepenuhnya dirasakan penyandang disabilitas. Contohnya
kegiatan atau sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A) kurang melibatkan kaum difabel, sehingga banyak kasus difabel yang tidak
melapor dan didampingi terutama untuk kasus diluar kota kupang. Berdasarkan
data FORMASI Disabilitas sejak awal bulan November 2021 telah terkumpul
sebanyak 58 kasus dan beberapa diantaranya diterima dari LBH APIK NTT dan
*KIPDA TTS Inklusif Nusa Tenggara Timur dan hanya beberapa kasus yang
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diselesaikan secara hukum. Hal ini senada dengan hasil FGD Garamin NTT dengan
KIPDA TTS yang mengungkapkan penyandang disabilitas perempuan yang
mengalami tindakan kekerasan seksual, pelecehan seksual dan tindakan asusila
di Kabupaten TTS sangat tinggi dari tahun 2018-2022 tercatat ada 23 kasus
dengan rincian 7 kasus yang disidangkan dan pelakunya dihukum, 1 kasus masih
dalam proses karena pelakunya melarikan diri, 5 kasus yang mentah di polres
setempat karena kurangnya alat bukti. Namun, 1 diantaranya adalah kasus yang
pelakunya ayah kandungnya sendiri, diproses sampai persidangan tetapi
diputuskan dibebaskan dengan alasan keterangan korban tidak kuat (korban
memiliki hambatan ganda: rungu, wicara, intelektual dan merawat diri) yang
walaupun didampingi JBI tetapi tidak efektif. Anehnya ada pengakuan pelaku
secara tertulis dan ada rekaman pengakuan pelaku tetapi hakim
mementahkannya. Tarakhir, 9 kasus yang disepakati oleh keluarga korban,
pelaku, tokoh Masyarakat / Adat dan Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara
kekeluargaan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku yaitu denda sejumlah
uang, beras, babi dan selimut serta selendang. Untuk uang, selimut dan selendang
dibagikan kepada para elit desa, sedangkan beras dan babi diolah untuk makan

bersama.

Grafik 3.3 Jumlah Kekerasan terhadap PD disabilitas Perempuan
Kab.TTS
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+ Sumber: FGD Garamin NTT dengan KIPDA NTT (September, 2023)
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Dalam hal partisipasi, tantangannya meliputi keterbatasan partisipasi
pemilu baik sebagai pemilih dan dipilih seperti yang dialami Pertuni Kabupaten
Sumba Timur yang tidak diundang dalam kegiatan sosialisasi pemilu. Hal lainnya
yaitu kurangnya partisipasi serta representasi dalam Kegiatan kemasyarakatan.
Contohnya di Kota Kupang, pada saat forum difabel kelurahan tahun 2016,
Pemerintah menyampaikan kepada kelurahan agar para kaum difabel dilibatkan
dalam musrembang, namun pada saat penyandang disabilitas hadir pada kegiatan
musrembang selanjutnya, penyandang disabilitas tidak ditanyakan kebutuhan
mereka atau tidak dimintai pendapat dalam proses diskusi. Pada aspek keadilan,
masalah utamanya yaitu organisasi difabel khususnya di daerah kabupaten belum
dilibatkan dalam penanganan perkara difabel yang berhadapan dengan hukum.
Contohnya, kasus yang dialami oleh salah seorang difabel di Kabupaten TTS yang
mana dalam penanganan perkara, Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) TTS
tidak dilibatkan.

Pada aspek kontrol, penyandang disabilitas masih sulit mengontorol dirinya
dalam pengambilan keputusan yang sering berujung pada tindakan diskriminasi.
Lebih spesifik, bagi penyandang disabilitas psikososial, pemasungan dan
perlakuan kasar masih terjadi. Mereka seringkali dianggap "tidak normal” oleh
masyarakat, yang pada gilirannya berujung pada tindakan kekerasan fisik, verbal
dan non verbal. Berbagai isu yang telah dibahas sebelumnya membuat manfaat
perlindungan dari sisi hukum dan politik yang diterima penyandang disabilitas

belum optimal.

Kesenjangan-kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari sisi
internal pemerintah. Pertama, Tenaga Ahli (Psikolog, Psikiater, Juru Bahasa
Isyarat) termasuk untuk ketersediaan media teks untuk teman-teman tuna wicara
masih terbatas dan Aparat Penegak Hukum yang memiliki prespektif difabilitas
masih terbatas yakni sebagian besar terpusat di Kota Kupang. Kedua, kebutuhan
sesual ragam penyandang disabilitas dalam penanganan perkara dan
pendampingan tidak terpenuhi. Bagi disabilitas intelektual dan mental terkadang

+'kasusnya tidak terselesaikan pada tahap penanganan perkara di tingkat kepolisian
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karena dianggap tidak cakap hukum, padahal penilaian tersebut harus
berdasarkan keterangan ahli dan ketetapan putusan hakim. Ketiga, dari 22
kabupaten/kota, baru 5 daerah yang telah memiliki peraturan daerah terkait
pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak disabilitas, diantaranya Kota
Kupang (Perda No 2 tahun 2019), TTS (Perda No 5 tahun 2020), Flores Timur (Perda
No 5 tahun 2017), Manggarai Barat (Perda No 3 tahun 2017), Belu (Perda No 7
tahun 2020), sedangkan 17 daerah lainya belum memiliki kebijakan daerah dalam

upaya pemenuhan hak disabilitas.

Faktor eksternal yang menyebabkan isu kesenjangan yang disampaikan
sebelumnya antara yaitu berasal dari keluarga difabel tersebut dimana mereka
merasa malu memiliki anggota keluarga yang disabilitas. Dalam hal ini, keluarga
difabel seringkali merasa malu memiliki anggota keluarga yang mengalami
disabilitas yang disebabkan oleh pandangan bahwa penyandang disabilitas
dianggap tidak mampu, tidak berdaya, atau bahkan dikategorikan sebagai kaum
lemah. Terdapat pula stigmatisasi dan label negatif yang merendahkan martabat
penyandang disabilitas, seperti dianggap "tidak normal,” "tidak sempurna,” atau
bahkan “"pesakitan.” Kedua, penyandang disabilitas sendiri belum memahami
mekanisme pelaporan kasus serta belum ada kebijakan di tingkat polres, polsek

dalam hal penanganan difabel yang berhadapan dengan hukum.

3.4 Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan, Habilitasi dan Rehabilitasi.
Terdapat beberapa persoalan aksesibiltas pada sektor Pemberdayaan,

Habilitasi dan Rehabilitasi. Pertama, keterbatasan dalam mengakses permodalan
usaha dan pelatihan keterampilan sesuai potensi penyandang disabilitas.
Contohnya beberapa anggota Yayasan Disabilitas Transfigurasi Tabor Mulia yang
mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman dari koperasi atau lembaga
perbankan karena pemberi pinjaman tidak yakin mereka dapat mengembalikan
pinjaman tepat waktu. Kedua, akses rehabilitasi yang terbatas dan belum sesuai
dengan ragam disabilitas. Ketiga, link laporan data penyandang disabilitas yang
dibuat oleh Dinas Sosial tidak diakses semua orang termasuk pemdes dan

*loenyandang disabilitas.
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Beberapa persoalan aksesibilitas tersebut membuat partisipasi penyandang
disabilitas dalam habilitasi dan rehabilitasi menjadi terhambat seperti partisipasi
dalam program pemberdayaan untuk bekerja baik di sektor swasta dan partisipasi
dalam memonitoring /mengevaluasi validitas data penyandang disabilitas.
Contohnya di desa Oben, kabupaten Kupang, masih ada keluarga yang
menganggap penyandang disabilitas sebagai aib keluarga sehingga mereka enggan
mendaftarkan penyandang disabilitas tersebut yang menyebabkan mereka tidak
memperoleh dokumen kependudukan dan tidak dapat berpartisipasi dalam
mendapatkan program keterampilan dan rehabilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya
pada aspek kontrol, salah satu contoh konkritnya adalah pada saat tes CPNS,
sarana prasarana ujian yang kurang aksesibel dan alokasi waktu yang sama
dengan peserta non-difabel. Situasi ini mengurangi kontrol difabel netra terhadap

lingkungan tes yang dapat mempengaruhi hasil ujian mereka.

Dari sisi manfaat, dua persoalan yang dihadapi yaitu terkait perlindungan
sosial dan mekanisme pemasaran yang belum maksimal. Penyandang disabilitas,
khususnya yang termasuk dalam kategori berat yang terdata dalam sistem
perlindungan sosial sedikit cakupannya. Hal ini membuat manfaat bantuan sosial
yang seharusnya diakses oleh penyandang disabilitas menjadi kurang maksimal.
Selain itu, persoalan lain terletak pada mekanisme pemasaran yang belum
maksimal. Meskipun telah ada upaya untuk melatih penyandang disabilitas,
termasuk mereka yang tuna netra untuk berwirausaha online, seringkali pelatihan
tersebut tidak disertai dengan pendampingan dan pelatihan lanjutan, terutama
dalam hal pemasaran online. Akibatnya, produk-produk yang dihasilkan oleh
penyandang disabilitas mungkin kurang dikenal di pasar, sehingga memiliki nilai
jual yang terbatas. Contohnya, penyandang disabilitas tuna netra yang dilatih
untuk terapi massage, tetapi mereka tidak dilatih untuk pemasaran terapi tersebut
khususnya secara online sehingga manfaat atau nilai jual yang didapat tidak
sebanding misalkan dengan masyrakat non-difabel. Kasus lainnya dialami oleh
Grace, seorang anggota Komunitas Tuli Kupang. Dia ingin sekali mengikuti

%pelatihan dan pengembangan diri dalam bidang tata rias. Namun, pelatihan-
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pelatihan yang ada dan melibatkan penyandang disabilitas hanya terkait dengan
pengembangan keterampilan handicraft. Ketika ada satu kesempatan pelatihan
tata rias, dia mengikuti dan mendapatkan kesulitan karena tidak ada fasilitas JBI.
Dia tetap berusaha mengikuti sebisanya, akan tetapi ia kecewa ketika di akhir
pelatihan harus mengikuti tes akhir yang menentukan perolehan sertifikat. Hasil
yang diperoleh tidak memuaskan karena dia diperlakukan sama dengan peserta
lainnya yang membuat manfaat atau hasil yang diterima dari pelatihan tersebut

tidak maksimal diterima oleh Grace.

Faktor Penyebab

Dari sisi internal pemerintah, faktor penyebab kesenjangan-kesenjangan
tersebut antara lain balai rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental yang
tidak layak huni dan over kapasitas karena jumlahnya yang terbatas. Juga, balai-
balai balai rehabilitasi sosial (disabilitas fisik, intelektual, dan sensorik) milik
swasta/lembaga keagamaan/organisasi masyarakat sipil belum sepenuhnya
terintervensi pemerintah. Selanjutnya, hanya 2 balai rehabilitasi milik pemerintah
saja yang ada di Provinsi NTT (khusus disabilitas sensorik netra dan tuna rungu)
sehingga belum mengcover semua ragam disabilitas. Terkait dengan rehabilitasi,
belum ada program terapi khusus bagi difabel mental dalam proses pemulihan.
Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial telah memprogramkan upaya pemulihan
tersebut namun terbatas pada penyandang disabilitas netra dan rungu.
Selanjutnya, program-program pelatihan keterampilan yang dilakukan pemerintah
belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas
termasuk pemberian alat bantu keterampilan yang dilakukan tanpa assessment
awal. Selain faktor internal tersebut, terdapat faktor eksternal seperti stigma
masyarakat kepada penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas
mental yang tidak diterima di lingkungan, kurangnya dukungan keluarga dan

*’penyandang disabilitas sendiri yang belum mengetahui potensi mereka.
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3.5 Sasaran Strategis 5 Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi penyandang
disabilitas

Ada 3 kebijakan yang ada dalam sasaran strategis 5 antara lain: 1)
Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada organisasi
perangkat daerah dan swasta di seluruh sektor; 2) Memperluas Akses Lapangan
kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi; 3)

Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kesempatan berkarir di sektor formal seperti Aparatur Sipil Negara (ASN),
pegawai BUMN, Perbankan, Lembaga Hak Asasi Manusia dan universitas bisa diisi
oleh penyandang disabilitas. Selain bekerja di sektor formal, penyandang
disabilitas juga bisa memanfaatkan peluang bekerja di sektor informal melalui
UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang sudah diatur dalam undang-
undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.UMKM bisa dilakukan oleh individu,
kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. UMKM dapat mendorong
kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. UMKM yang bisa dicoba misalnya
UMKM Bidang Kuliner, Bidang Kecantikan, Bidang Fashion, Bidang Agribisnis dan
Bidang Otomotif. Peluang lain untuk menjadi wiraswasta seperti menjahit,
kerajinan tangan, jasa pijat, fotografer, youtuber, blogger, kebun hydroponik, dan

lain-lain.

Salah satu kebijakan yang telah mendukung sasaran strategis ini adalah
termuat dalam UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Peraturan
pemerintah No 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Provinsi NTT No 6 tahun 2022 tentang
pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (pasal 46 - 62) serta
Keputusan gubernur no 14/Kep/HK/2023 tentang unit layanan disabilitas bidang
ketenagakerjaan provinsi NTT yang didukung oleh mitra Pembangunan seperti
Yayasan PLAN Indonesia, SIGAB Indonesia, Program INKLUSI, GARAMIN NTT serta
beberapa organisasi penyandang disabilitas yang lain. Komitmen yang baik ini
masih periu dipastikan agar diterapkan sesuai dengan amanat yang dimuat dalam

f_beberapa regulasi tersebut.
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Analisis kesenjangan inklusi disabilitas untuk sasaran strategi ke lima juga
menggunakan 4 aspek penting, antara lain: Akses, Partisipasi, Manfaat dan

Kontrol.

Berikut hasil analisis yang ditemukan dari aspek Akses. Akses yang
dimaksud adalah kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh atau
menggunakan ataupun menjangkau informasi dan sumber daya terkait pelayanan
publik atau program yang ada. Data Penyandang disabilitas yang bekerja baik di
sektor formal dan informal sulit diakses. Data difabel yang sudah mengikuti
pelatihan dan melanjutkan ilmu dari pelatihan untuk mengembangkan pekerjaan
juga sulit diakses. Berdasarkan data yang dirilis BPS dalam NTT dalam angka
2023, jumlah penduduk NTT pada Juni 2022 sebanyak 5.44 juta, dimana terdapat
2.773.049 laki-laki dan Perempuan sebanyak 2.773.236. Sebanyak 64.49 %
penduduk dengan usia produktif di NTT dan penduduk usia kerja sebanyak
4.017.049 orang serta tingkat pengangguran sebanyak 3.54 %. Tingkat
pengangguran di kota lebih tinggi dibanding kota. Namun, Data BPS tidak
menyebutkan secara terpilah baik penyandang disabilitas dan non disabilitas.
Hanya 13,4% penduduk yang menyelesaikan Pendidikan di perguruan tinggi dan
mayoritas pekerjaan Masyarakat di NTT adalah petani. Tidak ada informasi detail
terkait difabel yang berkaitan dengan hal ini. Jika dikatakan mayoritas Masyarakat
di NTT adalah petani maka kemungkinan besar difabel di desa bekerja sebagai
petani. Berdasarkan data yang dimiliki garamin di 12 desa mitra, mayoritas difabel

bekerja sebagai petani.

Belum semua organisasi perangkat daerah dan swasta di semua sektor
memahami tentang ketenagakerjaan inklusif dan keberadaan difabel yang memiliki
ketrampilan atau keahlian untuk bisa bekerja. Difabel sulit mengakses informasi
lowongan kerja karena media yang digunakan belum akses bagi semua ragam
disabilitas. Masih ada diskriminasi di lingkungan kerja karena belum semua
karyawan dan pimpinan memahami etika berinteraksi dengan difabel sehingga ada
kemudahan atau akomodasi yang layak mulai dari perekrutman, magang, dan

*bekerja. Tingkat Pendidikan difabel masih rendah disbanding non difabel.
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Paska COVID-19, penyandang disabilitas berupaya agar bisa mendapatkan
pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Dampak ekonomi sangat
dirasakan leh penyandang disabilitas disbanding warga non disabilitas.
Berdasarkan Riset yang dilakukan oleh Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas
untuk Inklusi (GARAMIN) NTT bersama Jaringan DPOs Respon Covid 19 Inklusif
yang dilakukam di NTT pada tahun 2022, dengan 205 responden, 79 %
mengatakan bahwa COVID-19 berdampak negative dan 95% responden
mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan kompleks akibat kehilangan
pekerjaan dan turunnya pendapatan seperti membeli sembako, susu anak,
membayar uang sekolah anak, membayar uang sewa kontrakan, membayar utang,
membayar listrik, air pulsa dan alat tulis sekolah anak. Selain itu, akses
penyandang disabilitas terhadap asuransi ketenagakerjaan masih minim karena

belum memahami pentingnya memiliki asuransi ketenagakerjaan.

Dari Aspek partisipasi, penyandang disabilitas yang bekerja di sektor Formal
masih minim. Terlihat gap antara upah pekerja formal dan informal. Disabilitas
intelektual, mental dan ganda sama sekali tidak ada yang memiliki penghasilan
tetap dan tidak bekerja (Riset Garamin NTT, 2021). Jumlah penduduk miskin di
NTT ada 1.131,62 orang dan ada 0.55 anakyang belum sekolah dan tidak sekolah
sama sekali. Ada kemungkinan penyandang disabilitas masuk dalam katagori
tersebut. Pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 3.05%. Sebagian dari penyandang
disabilitas yang menjadi responden belum memiliki pekerjaan dan 37% lainnya
memiliki pendapatan yang tidak tetap (76 orang). Jumlah pendapatan saat covid
menurun. Sebanyak 43 % mengatakan penurunan pendapatan sebanyak (50% -
80%), 33 % mengatakan berkurang diantara (30% - 50%) dan 20 % lainnya
mengatakan bahwa penurunan pendapatan sebanyak diantara 10%-30%). Hanya
4% difabel yang berpenghasilan mendekati Upah Minimum Regional (UMR) NTT.
UMR NTT sebesar Rp 2.123.994,-, sedangkan sekitar 71 % atau 145 orang
penyandang disabilitas memiliki penghasilan dibawah UMR (200.000 - 2.000.000).
Banyak penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal dan penghasilan

tidak tetap. Yang bekerja saat covidl-19 pun sangat kesulitan karena kebijakan
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jaga jarak sehingga penyandang disabilitas netra dan fisik yang sering bersentuhan
atau membutuhkan pendamping menjadi kesulitan untuk bekerja tanpa
pendamping. Ruang untuk mengakses modal atau membentuk UKM untuk
mendukung difabel bekerja di sektor informalpun menjadi tantangan bagi
penyandang disabilitas. Minimnya informasi terkait akses permodalan,
kepercayaan dari pemberi modal kepada difabel yang masih minim, literasi
keuangan maupun pendampingan manajemen usaha bagi penyandnag disabilitas
masih sangat minim. Selain itu aksesibilitas di perkantoran juga masih sangat
minim sehingga ketakutan untuk masuk dunia kerja masih tinggi di kalangan

penyandang disabilitas.

Ketika penyandang disabilitas bekerja, aksesibilitas sudah dibangun tetapi
untuk akomodasi yang layak untuk menunjang pekerjaanpun masih sangat minim
bahkan belum tersedia. Hal ini disampaikan oleh salah seorang difabel yang
bekerja di kantor Gubernur dimana meja dan kursi kerja serta toilet yang aksesibel
belum disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga perlu advokasi untuk
mendapatkan meja kursi yang sesuai dengan bentuk tubuh serta toilet yang
aksesible untuk menun jang pekerjaan. Ini salah satu contoh dimana belum semua
penerima kerja memahami bagaimana menyiapkan akomodasi yang layan bagi
penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Kenyamanan dalam bekerja

akan menun jang produktivitas penyandang disabilitas dalam bekerja.

Dari aspek kontrol, ruang untuk memberikan kesempatan bagi penyandang
disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi
program dan kegiatan dari organisasi perangkat daerah atau dunia usaha dan
perbankan yang berkaitan untuk mendorong ekonomi inklusif masih sangat
minim. Program dan kegiatan yang disusun belum menganalisis gap baik akses,
partisipasi, kontrol dan manfaat yang lebih dalam dengan melibatkan penyandang
disabilitas masih minim. Program dan kegiatan masih banyak yang belum tepat
sasaran sehingga banyak pelatihan yang belum bisa diikuti oleh penyandang
disabilitas. Pelatihan-pelatihan terkait pekerjaan formal jjuga sulit dijangkau

*karena minimnya kapasitas penyandang disabilitas untuk melamar posisi tersebut.
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Di sektor informal, ketrampilan penyandang disabilitas juga masih minim sehingga
cukup sulit bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor informal untuk
mendukung kemandiriannya. Penyedia layanan atau Organisasi perangkat daerah,
perbankan juga belum memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk
memberikan masukan terkait kebutuhan dalam mendukung penyandang

disabilitas dalam dunia kerja.

Selanjutnya, dari aspek manfaat, penyedia lapangan kerja belum
memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas yang ingin masuk dalam dunia
kerja maupun yang sudah bekerja karena minimnya pengetahuan akan
ketenagakerjaan dan ekonomi yang inklusif. Regulasi yang dibuat juga belum
dipahami dan diinternalisasi oleh organisasi perangkat daerah sehingga masih
belum dirasakan manafaatnya oleh semua stakeholder yang bekerja untuk
mendorong ekonomi inklusif maupun karyawan dengan disabilitas. Ruang
ekonomi masih sebatas milik orang dengan tanpa disabilitas sehingga belum cukup

dikatakan inklusif bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Faktor penyebab dari kondisi-kondisi diatas antara lain berasal dari internal
organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi untuk mendukung
perekonomian yang inklusif dan factor eksternal yang berasal dari penyandang
disabilitas maupun masyarakat. Pertama, Faktor internal tersebut antara lain: a)
Minimnya pemahaman tentang konsep disabilitas bagi penyelenggara pelayanan
publik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan inklusif, bj Belum optimalnya unit
layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan yang telah dibentuk oleh
Disnakertranskop Provinsi NTT, ¢} Belum terbentuknya unit layanan disabilitas
bidang ketenagakerjaan di 20 Kabupaten/ Kota (baru dibentuk di Kabupaten
Kupang dan Rote Ndao)d) Tim ULD Ketenagakerjaan belum menyiapkan tenaga
pendamping disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam
penyelenggaraan pelayanan ULD Ketenagakerjaan. €) Belum ada alokasi anggaran
untuk  penguatan ULD  ketenagakerjaan f) Kurangnya  internalisasi
ketenagakaerjaan inklusif. g perencanaan dan penganggaran belum melibatkan

*Vpenyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas. h) persyaratan
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penerimaan kerja yang mengharuskan untuk pelamar wajib sehat jasmani dan
rohani, adanya keraguan khususnya dari pemberi kerja di sektor swasta terkait
potensi yang dimiliki kaum difabel dan penyedia lapangan kerja yang belum siap
menerima difabel untuk bekerja dengan alasan tempatnya belum ramah bagi
difabel. Hal ini diungkapkan oleh beberapa anggota Juru Bahasa Isyarat (JBI) dari
Komunitas Tuli Kupang yang mendampingi pelamar kerja dari disabilitas tuna

rungu.

Faktor Eksternal, antara lain: a) Rendahnya tingkat Pendidikan penyandang
disabilitas, b) rendahnya ketrampilan penyandang disabilitas c¢) masih tingginya
diskriminasi di dunia kerja d) Orang tua penyandang disabilitas dan keluarga
belum memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja e)
Penyandang disabilitas belum memahami regulasi yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan yang inklusif, f) Masih banyak penyandang disabilitas yang
memahami tentang ketenagakerjaan yang inklusi sehingga banyak penyandang
disabilitas yang belum percaya diri, g Pemahaman penyandang disabilitas dan
sosialisasi tentang asuransi ketenaga kerjaan masih minim diberikan bagi

penyandang disabilitas.

3.6 Sasaran Strategis 6 Pendidikan dan keterampilan bagi penyandang
disabilitas

Pada SS 6 ini, analisis kesenjangan juga melihat pada akses, partisipasi,
kontrol dan manfaat dibahas dalam bidang pendidikan, olahraga, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa. Terdapat
beberapa persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk
mengembangkan pendidikan dan keterampilannya. Pertama, penyandang
disabilitas kesulitan mengakses layanan pendidikan formal (sekolah inklusi
maupun SLB, mengingat belum semua kabupaten sudah memiliki SLB), serta
layanan pendidikan non formal (pelatihan keterampilan di BLK) serta adanya
kecenderungan hanya anak penyandang disabilitas dari kelompok ekonomi
menengah ke atas yang memiliki akses ke sekolah. Selain status ekonomi, terdapat

juga kecenderungan lain yaitu hanya anak penyandang disabilitas fisik, sensorik
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dan intelektual yang memiliki akses ke sekolah, sehingga belum mencakup semua
ragam disabilitas. Kedua, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah inklusi dan
SLB yang belum ramah disabilitas. Ketiga, akses alat bantu untuk masing-masing
ragam disabilitas juga belum sepenuhnya tersedia (Disabilitas Fisik : Ramp/
Bidang miring, Disabilitas Sensorik : Tongkat Netra, Huruf Braile, Headset,
Running Text, JBI, Disabilitas Intelektual : Media pembelajaran khusus,
Penyediaan GPK, Disabilitas Mental dan Disabilitas Ganda: tidak ada akses sama
sekali) Data anak dengan disabilitas masih bersifat parsial (2.878 peserta didik
disabilitas diseluruh SLB di NTT namun tidak spesifik ragam disabilitas,
sedangkan 1.284 disabilitas yang ada dipantijuga tidak spesifik ragam disabilitas,
sedangkan data disabilitas diluar panti belum semua tercover). Di bidang olahraga,
masalah akses yang paling menonjol yaitu akses penganggaran untuk apresiasi

atlet penyandang disabilitas sering terlambat.

Persoalan tersebut membuat partisipasi penyandang disabilitas dalam
pendidikan menjadi terhambat. Pertama, belum semua ragam disabilitas
dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi
program maupun anggaran yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah inklusi
maupun SLB. Kedua, Peserta didik penyandang disabilitas intelektual di sekolah
inklusi jarang berpartisipasi aktif di kelas dan penyandang disabilitas mental
maupun disabilitas ganda sebagian besar tidak bersekolah. Selanjutnya dari sisi
kontrol, terdapat beberapa kendala. Pertama, tidak adanya sistem monitoring yang
efektif dapat menyebabkan kurangnya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
program tersebut. Kedua, kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas atau
OPDIS dalam merancang kebijakan dan program yang memengaruhi mereka
mengurangi kontrol mereka terhadap keberlanjutan dan efektivitas program
tersebut. Dari sisi manfaat belum semua ragam disabilitas memperoleh manfaat
dari layanan pendidikan inklusi maupun pendidikan khusus (SLB) terutama
peserta didik dengan disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas
ganda yang menyebabkan angka putus sekolah pada penyandang disabilitas yang

% relative tinggi disbanding non difabel.
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Dari sisi internal pemerintah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan
kesenjangan dalam bidang pendidikan dan keterampilan tersebut. Pertama, sistem
pembelajaran bagi anak dengan disabilitas masih ditentukan oleh dinas dan
sekolah, belum mengakomodir kebutuhan spesifik dari tiap ragam disabilitas
termasuk belum maksimalnya penguatan kapasitas tenaga pendidik sekolah
inklusif seperti yang diamanatkan dalam PP No.13 Tahun 2020 pada Bab III pasal
20. Kedua, kebijakan tentang beasiswa belum mencakup peserta didik disabilitas.
Ketiga, Belum ada ULD bidang pendidikan pada jenjang PAUD, SD, Sekolah
menengah maupun PT sesuai strategi implementasi yang termuat dalam PP No.70
Tahun 2019. Keempat, belum semua
kabupaten memiliki SLB. Kelima, minimnya media pembelajaran / Alat Peraga
Edukatif (APE) dari SD LB — SMA LB maupun di sekolah yang menyelenggarakan
pendidikan inklusi. Keenam, monitoring dan evaluasi dari pihak Perangkat
Pemerintah (Dinas Pendidikan) bagi lembaga penyelenggara pendidikan inklusi
maupun pendidikan khusus (SLB) belum terjadwal secara rutin dan konsisten,
bahkan ada lembaga penyelenggara pendidikan inklusi yang tidak pernah

mendapat kujungan dari dinas PK.

Ketujuh, perbedaan kewenangan antara provinsi dengan
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan dasar membuat mutu layanan
pendidikan inklusi tidak maksimal (baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan,
serta monitoring dan evaluasi program pembelajaran bagi peserta didik dengan
disabilita) Kedelapan, belum semua perangkat daerah memahami kebijakan
tentang Akomodasi Yang Layak bagi peserta didik/mahasiswa dengan disabilitas.
Sedangkan dari sisi eksternal, terdapat beberapa faktor penyebab. Pertama, Belum
ada keterwakilan orang tua dengan disabilitas di komite sekolah sebagai bentuk
pengawasan/pemantauan pendidikan disekolah tersebut. Kedua, kurangnya
dukungan orang tua dalam pengurusan administrasi kependudukan agar anak

*Ipenyandang disabilitas bisa mendapatkan akses pendidikan.
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3.7 Sasaran Strategis 7 Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi
Penyandang Disabilitas
Sasaran strategis 7 fokus pada 4 kebijakan antara lain (1) Peningkatan

Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan
Penyandang Disabilitas; (2) Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi
Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif; (3) Perluasan Kesepertaan
dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas; (4)
Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang
Menjangkau Penyandang Disabilitas. Dalam setiap kebijakan masih ada
kesenjangan yang terjadi dari sisi Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat. Ada 5
masalah utama yang diangkat, antara lain: (1) Tenaga Kesehatan masih minim
melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan Kesehatan bagi
penyandang disabilitas;(2) Belum ada layanan Kesehatan reproduksi bagi
penyandang disabilitas; (3) Belum ada pelatihan bagi tenaga Kesehatan tentang
sensitivitas penyandang disabilitas; (4) Stok obat kusta terbatas sehingga Orang
yang pernah Mengalami Kusta (OYMK) maupun orang yang sedang mengalami
kusta tidak terlayani kebutuhan akan obatnya; (5) Balai rehabilitasi untuk
penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan melebihi kapasitas karena
jumlahnya terbatas; (6)Minimnya aksesibilitas pada fasilitas Kesehatan yang
mudah diakses oleh penyandang disabilitas; (7) Asuransi Kesehatan masih belum

cukup menjangkau penyandang disabilitas

Dari sisi Akses, hal yang menjadi perhatian berupa akses fisik dan non
fisik. Akses fisik antara lain: Bangunan pelayanan Kesehatan yang belum akses
bagi penyandang disabilitas, lansia maupun Ibu hamil, seperti tangga-tangga, toilet
yang belum cukup aksesibel, bidang miring yang licin dan curam, minim penunjuk
arah dan penunjuk ruangan untuk memudahkan penyandang disabilitas Tuli,
loket pendaftaran dan tempat tidur pemeriksaan yang terlalu tinggi bagi difabel
mini, guiding block atau ubin penunjuk jalan yang belum tersedia bagi difabel
Netra dan ketidak tersediaan obat kusta. Selain itu, balai rehabilitasi yang tidak
layak bagi penyandang disabilitas mental karena melampaui jumlah kapasitas

%_sehingga akses mendapatkan layanan rehabilitasi bagi proses penyembuhan dan
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pemulihan akan berlangsung menyulitkan mereka. Jarak fasilitas Kesehatan
dengan rumah penyandang disabilitas yang cukup jauh. Data yang temukan di
salah satu desa di Timor Tengah Selatan, lokasi puskesmas berjarak 13 km dari
rumah penyadnang disabilitas (Ndaumanu, 2020). Bergeser ke akses non fisik
antara lain akses informasi terkait pelayanan Kesehatan yang mudah diakses
difabel Netra, misalnya nomor antrian dalam bentuk braile, pelayanan
menggunakan Bahasa isyarat, informasi terkait Kesehatan reproduksi yang masih
minim, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi, konseling, metode
kontrasepsi yang sesuai, perawatan prenatal, perawatan persalinan, dan
perawatan pasca persalinan. Lebih lagi, belum ada data terpilah yang pengguna
jasa dalam mengakses layanan kesehatan berdasarkan ragam disabilitas dan
kebutuhan masing-masing ragam disabilitas terkait layanan Kesehatan yang
dibutuhkan. Selain itu akses informasi tenaga kesehatan tentang organisasi-
organisasi penyandang disabilitas yang dapat memberikan pelatihan tentang
sensitisasi masih minim. Layanan telemedicine yang masih belum dikenalkan ke
penyandang disabilitas. Ditambah lagi, dukungan anggaran untuk melakukan
kunjungan rumah ke rumah penyandang disabilitas masih minim sedangkan
kebanyakan lokasi rumah penyandang disabilitas sulit dijangkau. Data juga
menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam
system jaminan Kesehatan karena belum memiliki dokumen kependudukan

seperti akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (Ndaumanu, 2020).

Dari sisi partisipasi, pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan baik
perencanaan dan pelaksanaan masih minim, contohnya saat minilokakarya
puskesmas lintas sektor belum memastikan keterlibatan penyandang disabilitas
sehingga masukan penting terkait layanan yang spesifik menjawab kebutuhan
difabel dengan masing-masing ragam tidak diperoleh oleh penyedia layanan
Kesehatan. Audit aksesibilitas bangunan publik di layanan Kesehatan belum
dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas. Dalam perencanaan di
tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi terkait Kesehatan belum

+melibatkan penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas sehingga
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kebutuhan-kebutuhan belum masuk dalam perencanaann strategis pemerintah.
Penyandang disabilitas mental memiliki kesempatan yang paling minim dalam

mengakses layanan baik berupa obat maupun konseling.

Dilihat dari sisi Kontrol, belum ada ruang bagi penyandang disabilitas di
layanan Kesehatan untuk memberikan masukan berupa kritik dan saran untuk
meningkatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan aksesibel bagi semua
orang. Dalam kegiatan monitoring evaluasi pelayanan Kesehatan belum
melibatkan penyandang disabilitas sehingga ruang untuk memberikan saran agar
semakin inklusif belum bisa dilakukan. Pemantauan pelaksanaan pelayanan

Kesehatan belum partisipatif melibatkan penyandang disabilitas.

Dari sisi manfaat, data menunjukkan bahwa layanan asuransi Kesehatan
belum bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas. Selain itu, layanan-layanan
Kesehatan terkait Kesehatan reproduksi belum dirasakan oleh penyandang
disabilitas. Program GERMAS belum menyentuh penyandang disabilitas. Layanan
konsultasi kejiwaan, layanan rehabilitasi penyandang disabilitas mental masih
minim dirasakan karena keterbatasan tempat dan minimnya fasilitas bagi

penyandang disabilitas mental.

Faktor penyebab internal yang mengakibatkan kesenjangan tersebut antara
lain: Keterbatasan sumber daya manusia Kesehatan, keterbatasan sumber daya
Kesehatan terkait pemahaman konsep disabilitas dan hak-hak penyandang
disabilitas yang berkaitan dengan kesehatan, keterbatasan anggaran, kebijakan
Kesehatan yang belum berpihak pada kelompok penyandang disabilitas,
keterbatasan infrastruktur bangunan - bangunan Kesehatan, keterlambatan stok
obat kusta dan distribusi obat kusta karena lemahnya manajemen stok obat,
belum tersedianya data terpilah pengunjung atau pengguna layanan Kesehatan,
program asuransi yang belum inklusif dan belum cukup mengcover kebutuhan —
kebutuhan spesifik penyandang disabilitas yang memiliki anak maupun individu
yang harus mengakses layanan terapi atau sering berkonsultasi dengan psikolog

* atau dokter jiwa. Selain faktor penyebab internal, ada juga faktor penyebab
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eksternal yang cukup berperan besar dalam berkontribusi pada kesenjangan
dalam mengakses layanan Kesehatan, antara lain: Penyandang disabilitas takut
mengakses layanan Kesehatan, Ketidaktersediannya alat bantu penyandang
disabilitas sehingga tidak bisa ke fasilitas Kesehatan, minimnya pemahaman
penyandang disabilitas pentingnya mengakses layanan Kesehatan, trauma akibat
perlakuan yang kurang baik dari tenaga Kesehatan yang dialami oleh penyandang
disabilitas, penyandang disabilitas belum percaya diri untuk berbicara dengan

penyedia layanan Kesehatan.
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BABIV
STRATEGI IMPLEMENTASI RAD PD

4.1 Strategi, Target Capaian dan Kegiatan
Dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas tahun 2021-2023

pemerintah menargetkan 7 (tujuh) sasaran strategis yaitu : Pendataan dan
perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas; penyediaan lingkungan
tanpa hambatan, perlindungan hak dan aksesk politik serta keadilan bagi
penyandang disabilitas; Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang
Disabilitas.; pemberdayaan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas;
pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas; akses dan
pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan tujuh
sasaran strategis tersebut, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam
Rencana Aksi Daerah penyandang disabilitas ini menetapkan strategi, kegiatan

dan target sasaran yang secara khusus dibahas dalam bagian ini.

4.2 Strategi
Dalam sasaran strategis pertama, ditetapkan dua kebijakan yaitu

Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor dan
pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran
yang inklusif disabilitas. Untuk dapat mencapai sasaran stretgis tersebut diatas
ditetapkan lima strategi impelementasi. Dalam kelompok kebijakan yang
pertama ditetapkan dua strategi implementasi. Strategi implementasi yang
pertama adalah penyelenggaraan pendataan penyandang disabilitas di seluruh
sektor di tingkat provinsi, kab/kota dan desa; dan Melakukan pemantauan dan
evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas. Strategi implementasi yang
dilaksanakan dalam kelompok kebijakan yang kedua terdiri dari lima strategi
implementasi yaitu : Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam
proses Perencanaan dan penganggaran; Mengoptimalkan pembinaan oleh
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang
Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran; dan Mengintegrasikan isu
disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis
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Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT serta

dokumen penganggaran.

Pada sasaran strategis penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi
penyandang disabilitas ditetapkan empat kebijakan yaitu : Peningkatan
Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang
Disabilitas; Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi
Penyandang Disabilitas; Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah
Diakses dan Ramah Disabilitas; dan Penyediaan Sistem Komunikasi dan
Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap
Kebutuhan Penyandang Disabilitas; Dalam kelompok kebijakan pertama,
ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut: Memasukkan materi tentang
pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program
pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di level Pemerintah Daerah;
Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik
yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; Memastikan indikator
Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan
akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan Melaksanakan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publikyang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas. Dalam kelompok kebijakan yang kedua
ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut : Meningkatkan dukungan
penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada
perumahan bagi Penyandang Disabilitas; dan Mendorong Pemerintah Daerah
untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang
menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas. Pada kelompok kebijakan ketiga, ditetapkan strategi implementasi
sebagai berikut : Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi
beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas; dan
Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan
sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan
transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara. Pada kelompok kebijakan

#keempat ditetapkan strategi implementasi berupa : Menyusun kebijakan dan
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standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah
diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi

publik melalui pemanfaatan teknologi.

Untuk sasaran strategis 3: perlindungan hak dan akses politik dan
keadilan bagi penyandang disabilitas, ditetapkan tiga kebijakan dan empat
strategi implementasi. Tiga kebijakan tersebut adalah : Menjamin Hak Politik
secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu
tanpa Diskriminasi; Perlindungan Penyandang Disabilitas dari kekerasan,
eksploitasi dan penelantaran dalam proses peradilan dan tahapan proses
pelaksanaan putusan; dan Peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap
tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas. Empat strategi implementasi
yang dipilih untuk sasaran strategis ini adalah : Memastikan inklusifitas bagi
Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum tanpa diskriminasi; Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas
dalam mengakses bantuan pendidikan dan sosial; Mengembangkan standar
pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim,
petugas pemasyarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum,
advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan

yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.

Dalam sasaran stretegis keempat yaitu pembedayaan dan kemandirian
penyandang disabilitas. ditetapkan dua kebijakan yaitu Meningkatkan
Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat;
dan Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam
melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya,
terdapat ... strategi implementasi dalam sasaran strategi ini yaitu
Meningkatkan jumlah Ilayanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah
mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi
berbasis masyarakat; dan Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja
sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang
taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan

: +’ke1uarganya.
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Sasaran stretagis kelima adalah Perwujudan ekonomi yang inklusif bagi
penyandang disabilitas. Pada sasaran ini ditetapkan dua kebijakan yaitu :
Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda,
BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor; dan Memperluas akses lapangan
kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Pada sasaran strategis 5 ini, ditetapkan enam strategi implementasi yaitu :
Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai
standar pemberian edukasi oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Daerah, dan swasta di seluruh sektor; Menyusun panduan dan standar
operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta;
Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang
Disabilitas; Meningkatkan jumlah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar
operasional ketenagakerjaan disabilitas; Mendorong partisipasi perusahaan
untuk mendukung Penyandang Disabilitas; dan Melaksanakan pemantauan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional

ketenagakerjaan disabilitas.

Sasaran strategi keenam bertema Pendidikan dan Keterampilan Bagi
Penyandang Disabilitas, memiliki empat kebijakan dan enam strategi
implementasi. Empat kebijakan dalam SS ini terdiri dari Memperkuat
kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan
layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas; Memperkuat upaya
pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang
Disabilitas dan nondisabilitas; Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola
kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang
tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan Membuka
kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. Dalam
kelompok sasaran strategis keenam ini strategi implementasi yang dipilih
adalah: Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga
pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari
tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi

*Penyandang Disabilitas; Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar
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yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan
pendidikan bagi Penyandang Disabilitas; Memasukkan kriteria nondiskriminasi
dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke
sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan
formal; Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi
dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan;
Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat
mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya; dan
Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai
kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan

internasional;

Sasaran strategi 7 bertema akses dan pemerataan layanan kesehatan
bagi penyandang disabilitas memiliki empat kebijakan dan ... stratgi
implementasi. Empat kebijakan tersebut mencakup Peningkatan Kemampuan
Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang
Disabilitas; Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi
Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif; Perluasan Kesepertaan
dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas; dan
Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang
Menjangkau Penyandang Disabilitas. Sementara strategi implementasi yang
dipilih untuk sasaran strategis ini mencakup : Memasukkan indikator
pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan;
Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang
Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan
layanan kesehatan ramah disabilitas; Meningkatkan pelayanan kesehatan
seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan
kesehatan; Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang
dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision,
kusta, dan sebagainya); Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan

f_seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas;
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4.3 Target Capaian
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang inkulsif

dan sensitif disabilitas, diperlukan target yang terukur. Target dapat digunakan
untuk menetapkan titik pencapaian (milestone) tertentu yang harus dicapai
pada waktu-waktu tertentu selama pelaksanaan rencana. Ini membantu
memonitor kemajuan dan mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai.
Target juga diperlukan untuk menegaskan komitmen yang harus dicapai.
Dalam kaitan dengan Rencana Aksi Daerah — Penyandang Disabilitas, target-
target dari setiap kebijakan yang ada dalam tujuh sasaran strategis dijabarkan
untuk memberikan gambaran sitruasi yang akan dicapai pada masing-masing
sasaran strategis. Bagian ini akan menggambarkan target-target yang
ditetapkan pada setiap sasaran strategis dalam rencana aksi daerah penyang
disabilitas.

Dalam kelompok sasaran strategis Pendataan dan Perencanaan Inklusif
bagi Penyandang Disabilitas, terdapat enam target capaian yang ditepakan yaitu
: tersedianya profil tahunan penyandang disabilitas berdasarkan pedoman
penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas bagi setiap sektor di Provinsi
NTT; Tersedianya data terpilah provinsi tahunan Penyandang Disabilitas;
Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup
ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data
dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya
dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh perangkat
daerah dan lembaga mitra; Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam
proses Perencanaan dan penganggaran; Tersedianya Peraturan
Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas; Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif

Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah.

Dalam kelompok sasaran strategis Penyediaan Lingkungan Tanpa
Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 18 (delapan belas) target
capaian yang ditetapkan yaitu : Terselenggaranya pelatihan sensitivitas

disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan
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Pemerintah Daerah; Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas; Terselenggaranya layanan kebutuhan
dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang
Disabilitas; Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan
kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar
Pelayanan Minimal; Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap
kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah
diakses bagi Penyandang Disabilitas; Tersedianya  permukiman  yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputijalan, ruang publik
(ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan
infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik); Tersedianya fasilitasi
pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan
program perumahan vang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi
Penyandang Disabilitas. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang
Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak; Tersedianya Peraturan
Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat; Tersedianya kebijakan dan standar operasional
layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah
diakses dan ramah disabilitas; Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan
transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas;
Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi
publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap
kebutuhan Penyandang Disabilitas; Terselenggaranya pelatihan layanan yang
responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas
lavanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara; Tersedianya
kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik
melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan
Penyandang Disabilitas; Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik
yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang

disabilitas; Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi
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publik bagi penyandang disabilitas; Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan

informasi publik bagi penyandang disabilitas.

Dalam kelompok sasaran strategis Pelindungan Hak dan Akses Politik
dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas terdapat. 4 (empat) target capaian
yang ditetapkan meliputi: Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang
memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap
tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi; Tersedianya
akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mengakses bantuan pendidikan dan
sosial; Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang
berhadapan dengan hukum; Tersedianya media yang memberikan informasi

Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas;

Dalam kelompok sasaran strategis pemberdayaan dan kemadirian
penyandang disabilitas terdapat 2 (dua) target capaian yaitu : Tercapainya
peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan
kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat; dan
Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan

bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan;

Dalam kelompok sasaran strategis Perwujudan ekonomi inklusif bagi
Penyandang Disabilitas, terdapat 9 (sembilan) target capaian yang akan
diwujudkan yaitu : Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang
digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD
dan swasta di seluruh sektor; Tersedianya panduan dan standar operasional
ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain
proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan
karir,; Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja
Penyandang Disabilitas; Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan
ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas; Tercapainya peningkatan jumlah
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan
Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen)
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; Tercapainya

+peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1%
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(satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan
swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL
(Corporate Sosial Responsibility /CSR) bagi Penyandang Disabilitas; Tercapainya
peningkatanjumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan
perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility /CSR) untuk mendukung
Penyandang Disabilitas; dan Tersedianya laporan tahunan yang mencakup
jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan

pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.

Dalam kelompok sasaran strategis Pendidikan dan Keterampilan Bagi
Penyandang Disabilitas, terdapat 11 (sebelas) target capaian yang dipatok yaitu
: Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan
tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan
Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah; Tersedianya standar atas
lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penvandang Disabilitas (ketersediaan
sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan
ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal; Tercapainya peningkatan
jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang
mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai
Standar Pelayanan Minimal; Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan
variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam
mengakses pendidikan; Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang
menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.; Tercapainya peningkatan
jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler; Tercapainya
peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar
12 (dua belas) tahun; Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas
yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya;
Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang
Disabilitas di bidang seni dan olahraga; Tercapainya peningkatan jumlah

+‘Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga;
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dan Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan

olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

Dalam kelompok sasaran strategis Akses dan Pemerataan Layanan
Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 11 (sebelas) target capaian
yang digariskan meliputi : Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang
akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal
bidang kesehatan; Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam
proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; Tersedianya fasilitas pelayanan
kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang
terakreditasi; Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan
layanan ramah disabilitas; Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang
menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang
Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; Meningkatnya jumlah fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak,
dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas; Terlaksananya sosialisasi,
kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan
reproduksi bagi Penyandang Disabilitas; Meningkatnya jumlah Penyandang
Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional, Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan
manfaat kepesertaan BPJS; Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan
kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan;
Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta

yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas;

4.4 Kegiatan

Kegiatan merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah
konkret yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan. Dalam
Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, kegiatan merupakan langkah-
langkah yang diambil dalam kaitan dengan sasaran-sasaran pokok yang
dijabarkan lebih jauh dalam strategi implementasi dan target capaian.

*_Pembahasan pada sub bab ini akan secara khsusus menampilkan pilihan-
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pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap sasaran strategis

pembangunan inklusif dan sensitif disabilitas di NTT sepanjang periode

Dalam sasaran strategis Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi

Penyandang Disabilitas, pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor
di tingkat daerah;

- Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk
Penyandang Disabilitas;

- Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan
Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah,

- Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses
Perencanaan dan penganggaran daerah;

- Penyusunan peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

- Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif

Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada sasaran strategis
Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi

Penyandang Disabilitas, meliputi :

- Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas
dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil
Negara Pemerintah Daerah;

- Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik
terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;

- Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang
Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah;

- Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang

+ Bencana di Pemerintah Daerah;
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Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang
mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;

Penyusunan laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik
yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;

Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka
hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur
dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik);

Pengembangan program fasilitasi pembiayaan perumahan bagi
Penyandang Disabilitas;

Pelaksanaan affirmative policy dalam rangka penyediaan permukiman
layak bagi Penyandang Disabilitas;

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang
menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan
transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah
diakses dan ramah disabilitas;

Pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan dan standar
operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun
udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas;

Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta
kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta;

Pengembangan regulasi/kebijakan potongan harga/diskon dan/atau
kemudahan transportasi dari sektor pemerintahan dan swasta bagi
penyandang disabilitas;

Peningkatan indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah
disabilitas pada jalan nasional di kota besar (10 kota) dan kota
metropolitan (13 kota);
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- Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan
transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan
sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas;

- Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap
kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi
publik, baik darat, laut, maupun udara,

- Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik
melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap
kebutuhan Penyandang Disabilitas.

- Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah
diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang
disabilitas;

- Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi
publik bagi penyandang disabilitas;

- Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi

penyandang disabilitas.

Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam kelompok sasaran strategis
Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas
yang akan dilaksanakan meliputi:

- Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam
penyelenggaraan pemilihan umum;

- Penjangkauan aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam bantuan
sosial dan pendidikan;

- Penyusunan kebijakan standar prosedur pemeriksaan yang layak bagi
peradilan penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak
Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum;

- Penyediaan media informasi Pelindungan terhadap tindak kekerasan

bagi Penyandang Disabilitas;

Pada kelompok sasaran strategis Pemberdayaan dan kemandirian

*Penyandang Disabilitas, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
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- Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum
dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat;
- Penguatan pendamping desa untuk pendampingan bagi Penyandang

Disabilitas dan Keluarganya;

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada kelompok sasaran

strategis Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas, meliputi :

Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di
lingkungan Pemda yang mengakomodasi kebutuhan penyandang
disabilitas;

- Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di
lingkungan BUMN, BUMD dan Swasta yang mengakomodasi
kebutuhan penyandang disabilitas;

- Penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional
ketenagakerjaan di sektor publik mulai dari proses rekrutmen hingga
pengembangan kapasitas dan jenjang karir;

- Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan
akomodasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian
penyandang disabilitas di lingkungan kerja sektor publik;

- Pengembangan mekanisme sosialisasi, edukasi dan pengawasan bagi
BUMN, BUMD dan Swasta untuk mengimplementasikan panduan
ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas;

- Pengembangan skema pengawasan dan insentif bagi, Pemda dan
BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai kuota;

- Pengembangan skema insentif bagi Swasta yang mempekerjakan
paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau
pekerja;

- Sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta
terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL
(Corporate Sosial Responsibility /CSR) bagi Penyandang Disabilitas;

- Penyaluran dana TJSL/CSR dari BUMN, BUMD dan perusahaan

+, swasta yang menjangkau penyandang disabilitas;
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- Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pelaksanaan standar
operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh
K/L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah
ditetapkan;

Pada kelompok sasaran strategis Pendidikan dan Keterampilan Bagi

Penyandang Disabilitas, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga
pendidik, dan tenaga pendidik;

- Pengembangan kebijakan terkait standar pelaksanaan pendidikan
inklusif Penyandang Disabilitas;
Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas;

- Penyusunan pedoman supervisi pendidikan inklusif lintas sektor;,

- Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang
Disabilitas;

- Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah reguler;

- Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua
belas) tahun;

- Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan
vokasi sesuai minat dan bakat;

- Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi
bidang seni dan olahraga;

- Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi

Penyandang Disabilitas

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan, yang
tergabung dalam sasaran strategis Akses dan pemerataan layanan kesehatan

bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

- Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi
Penyandang Disabilitas;
- Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam

+_ proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
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- Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif
bagi Penyandang Disabilitas;

- Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat
Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar;

- Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah
disabilitas;

- Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi
bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan;

- Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di
layanan kesehatan,;

- Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang
Disabilitas;

- Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,

- Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan
Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan Nasional;

- Sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang
Disabilitas;

- Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi Penyandang
Disabilitas yang menjadi peserta BPJS Kesehatan;

- Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara

rutin.

Pilihan-pilihan kegiatan sebagaimana dijabarkan diatas, diharapkan
dapat mendorong praktek-praktek pembangunan daerah yang lebih inklusif dan
sensitif disabilitas sehingga dapat mendorong kesetaraan dan kesempatan yang

+llebih adil bagi penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.
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BABV
PENGANGGARAN

Dukungan pembiayaan daerah yang tepat sasaran dan sensitif
disabilitas merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya untuk
mendorong pembangunan yang inklusif disabilitas. Gambaran terkait
pengelolaan keuangan daerah, karenanya, perlu menjadi bagian dalam
Rencana Aksi daerah Penyandang disabilitas yang dijadikan fondasi untuk
perencanaan pembangunan daerah yang sensitif disabilitas. Secara umum
Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aspek yang penting dalam
penyusunan perencanaan daerah, baik perencanaan strategis maupun
perencanaan tahunan daerah. Hal ini dikarenakan gambaran pengelolaan
keuangan yang tersusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) akan bisa mendeskripsikan sumberdaya keuangan yang

digunakan dalam pelaksanaan program dan kebijakan di daerah.

Demi mencapai upaya mendorong pembangunan yang inklusif
disabilitas, perlu diketahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dan
kerangka pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT tahun 2024-2026. Hal tersebut
perlu dilakukan agar perencanaan program dan kegiatan pembangunan
inklusif disabilitas juga memperhitungkan kemampuan sumberdaya
keuangan daerah. Bagian berikut ini akan membahas mengenai
pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pada masa lalu, yang setelah
dianalisis, menjadi masukan bagi penyusunan rencana pengelolaan

keuangan daerah dimasa mendatang.

5.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu (2019-2021)
5.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada Rancangan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, realisasi anggaran akan
mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang

baik, realisasi sektor pendapatan adalah sesuatu yang strategis mengingat

*‘realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama

\.
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satu tahun, tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan
pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah
direncanakan. Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan
bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu
tahun anggaran yang juga akan mendorong multiplier effect terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan
bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun

anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT semakin meningkat
nominalnya setiap tahunnya, meskipun dalam kaitan dengan recana masih
mengalami variasi realisasi. Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT masih
tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana
perimbangan lainnya, yang menunjukkan masih relatif tergantungnya
APBD NTT terhadap dana perimbangan yang mengindikasikan derajat

kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi NTT tahun 2019-
+ 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:
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Tabel 5. 1 Kinerja Pendapatan Daerah 2019 - 2021

Tahun Anggaran
= 2l 2019 g 2020 o 2021
Realisasi (Rp) Re;:)sasl Realisasi (Rp) Re::)sasl Realisasi (Rp) Re;;:)sasl
1. |PENDAPATAN 5.561.056.352.548,00 96,28 5.837.951.035.522,00 92,84 5.881.616.887.272,00 90,32
1.1 |Pendapatan Asli Daerah 1.345.841.709.148,00 93,54 1.465.773.875.091,00 79,59 1.672.063.318.672,00 74,04
1.1.1 |Pajak Daerah 955.215.837.016,00 95,08 1.031.430.906.859,00 89,60 1.283.442.229.906,00 72,14
1.1.2 |Retribusi Daerah 69.986.994.000,00 86,92 104.182.191.684,00 33,56 102.148.474.750,00 68,42
113 Hgsil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang
Dipisahkan 82.227.926.500,00 85,93 141.550.000.000,00 46,02 64.732.172.050,00 100,39
1.1.4 |Lain-lain PAD yang sah 238.410.951.632,00 91,97 188.610.776.548,00 75.44 221.740.441.966,00 79,96
1.2 |Dana Perimbangan 4.174.054.978.000,00 97,46 4.273.638.702.867,00 97,61 4.124.996.231.200,00 96,99
1.2.1 |Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 63.170.495.000,00 60,72 75.475.064.867,00 89,49 55.284.234.200,00 139,48
1.2.2 |Dana Alokasi Umum 1.875.182.301.000,00 100,00 1.722.181.082.000,00 99,65 1.726.712.089.000,00 100,00
1.2.3 |Dana Alokasi Khusus 2.235.702.182.000,00 96,36 2.456.619.190.000,00 96,40 2.335.560.296.000,00 93,74
1.2 4 |Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 19.363.366.000,00 99,79 7.439.612.000,00 100,00
1.3 |Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 41.159.665.400,00 66,04 98.538.457.564,00 83,22 84.567.337.400,00 87,23
1.3.1 [Hibah 41.159.665.400,00 66,04 098.538.457.564,00 83,22 84.557.337.400,00 87,23
1.3.2 |Dana Darurat
133 Dana Bagi‘HasiI Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya **)
1.3.4 |Pendapatan Lainnya
135 Bantuan Kguangan dari Provnsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya

RAD PD NTT 2023 |79

* Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2022




Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran
realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang
digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan

datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 5. 2 Rata — Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2019 - 2021

REALISASI BELANJA DAERAH Rata-rata
buha
2019 2020 2021 T RN
Belanja
5.769.807.564.376,55 | 6.346.051.009.714,00 | 6.880.672.335.906,00 9,21%
Belanja
Operasi 4.216.534.683.151,00 | 4.308.249.666.531,00 | 4.396.766.725.068,00 2,11%
Belanja
Pegawali 1.529.240.445.790,00 1.572.840.496.872,00 1.673.718.890.537,00 | 4,63%

'

RAD PD NTT 2023 |80




¢

RAD PD NTT 2023 |81

REALISASI BELANJA DAERAH Rata-rata
‘ buha
| 2019 2020 2021 O —
Belanja
Barang
1.338.350.537.361,00 1.267.165.716.152,00 1.200.860.763.343,00
danJasa -5,28%
Belanja
Bunga 13.572.187.737,00 30.000.000.000,00 121,04%
Belanja
Hibah 1.319.391.900.000,00 1.430.660.663.400,00 1.481.888.781.188,00 6,01%
Belanja
| J
Bantuan | 1|
29.551.800.000,00 24.010.602.370,00 10.298.290.000,00 |
Sosial : -37,93%
il
1
Belanja
1
Modal 993.171.440.673,55 1.230.586.986.777,00 | 1.857.834.104.917,00 37,44%%
Tanah 349118,39%




| REALISASI BELANJA DAERAH Rata-rata
URAIAN |
| 2019 2020 2021 Pertumbuhin
|
1 30.000.000,00 209.530.885.897,00 1.015.000.000,00
Peralatan |
dan Mesin | 134.925.962.502,00 181.551.939.494,00 203.364.718.272,00 23,29%
Gedung
dan
145.135.351.565,00 668.647.178.200,00 223.570.691.317,00
Bangunan 147,07%
Jalan,
Jaringan
dan 566.621.688.159,55 1 170.856.983.186,00 1.419.865.702.340,00
Irigasi ! 330,59%
Aset |
. |
Tetap , |
146.458.438.447,00 | 10.017.992.988,00 '
Lainnya i |' 100,00%

* |
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REALISASI BELANJA DAERAH Rata-rata
ha
| 2019 2020 2021 Feuniimln

Belanja |
Tidak f

12.700.000.000,00 282.577.430.725,00 153.507.896.803,00
Terduga 1039,67°%
Belanja
Tidak '

12.700.000.000,00 282.577.430.725,00 153.507.896.803,00
Terduga | 1039,67%
Belan ja
Transfer | 547.401.440.552,00 |524.636.925.681,00 |472.563.609.118,00 -7,04%%6
Belanja
Bagi Hasil I 544.690.506.152,00 519.636.925.681,00 462.113.609.118,00 -7,83%
Belanja |
Bantuan

2.710.934.400,00 5.000.000.000,00 10.450.000.000,00
Keuangan | 96,72%
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Belanja daerah dalam APBD NTT tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata sebesar 9,21%. Diantara kelompok belanja,

belanja tidak terduga tumbuh paling tinggi sepanjang periode tersebut sebesar 1.039,67% dari nominal Rp. 12,7 Milyar

pada tahun 2019 menjadi Rp. 153 Milyar pada tahun 2021. Sementara belanja dengan pertumbuhan terendah adalah

belanja transfer yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -7,83% sepanjang periode 2019-2021. Belanja

operasi tumbuh dengan rata-rata 2,11% sementara belanja modal tumbuh cukup besar dengan rata-rata 37,44%

sepanjang periode yang sama.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, yang akan memberi gambaran

tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 5. 3 Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021

No

Uraian

2019

2020

2021

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Daerah

Realisasi Pendapatan

5.354.092.405.679,30

5.419.935.156.637 ,49

5.312.446.872.608,51

J.

| Dikurangi realisasi :

|

%i
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2019 2020 2021
No | Uraian - e = si = -
(Rp) (Rp) (Rp)
2 | Belanja Daerah 5.277.064.650.987,30 5.755.258.016.193,64 5.508.767.906.132,69
= Pengeluaran
Pembiayaan Daerah 10.748.964.000,00 27.000.000.000,00 244.157.098.564,20
A | Defisit riil
| 66.278.790.692,00 (362.322.859.556,15) (440.478.132.088,38)

Sepanjang periode 2019-2020 hanya pada tahun 2019 terjadi surplus riil anggaran sebesar Rp. 66,27 Milyar
sementara pada tahun 2020 dan 2021 terjadi defisit riil anggaran sebesar masing-masing Rp. 362,32 Milyar dan Rp.
440,47 Milyar. Pada tahun 2019 Realisasi pendapatan daerah melampaui target sehingga dapat menutupi realisasi
belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah sementara pada tahun 2020 dan 2021 Realisasi pendapatan daerah yang

tidak mencapai target sehingga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya defisit riil. .

Adapun komposisi penutup defisit riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021 digambarkan dalam tabel
* berikut:
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Tabel 5. 4 Komposisi Penutup Defi sit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT
Tahun 2019-2021

No

Uraian

2020

2021 i

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran
(SiLPA)
Tahun
Anggaran

sebelumnya

(Rp)

(Rp)

212.794.972.828,55

282.629.763.941,55

68.383.358.383,99 |

Pencairan
Dana

Cadangan

Hasil
Penjualan
Kekayaan
Daerah Yang
di Pisahkan

Penerimaan
Pinjaman

Daerah

143.916.722.000,00

431.234.385.650,00

Penerimaan
Kembali
Pemberian
Pembiayaan

Daerah

3.556.000.421,00

4.159.731.999,00

3.405.345.681,00

Penerimaan
Piutang

Daerah
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| Total
Realisasi

B | Penerimaan ! l
216.350.973.249,55 | 430.706.217.940,55 | 503.023.089.714,99
Pembiayaa l

n Daerah

Sisa lebih

pembiayaa

A-B | n anggaran

i tahun

berkenaan 282.629.763.941,55 1 68.383.358.384,40 62.544.957.626,61

||

Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2019
berasal dari Silpa sebesar Rp. 212,79 milyar dan penerimaan kembali
pembiayaan daerah sebesar Rp. 3,55 milyar sehingga berjumlah total Rp.
216,62 milyar. Ditambah dengan surplus riil tahun 2019, maka sisa lebih
pembiayaan anggaran tahun berkenan 2019 adalah sebesar Rp. 282,62
milyar. Pada tahun 2020, silpa tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 282,62
milyar ditambah pinjaman daerah sebesar Rp. 143,91 milyar ditambah
dengan penerimaan kembali pemberian pembiayaan daerah sebesar Rp.
4,15 milyar mengkomposisi total realisasi penerimaan pembiayaan daerah
2020 sebesar Rp. 430, 70 Milyar. Setelah menutup defisit riil tahun 2020
yang sebesar Rp. 362,32 Milyar, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan 2020 adalah sebesar Rp. 68,38 milyar.

Pada tahun 2021, ketika defisit riil mencapai Rp. 440,47 Milyar, total
realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp. 503,02 milyar yang
terdiri dari silpa sebesar Rp. 68,35 milyar, penerimaan pinjaman daerah
sebesar Rp. 431,23 milyar dan Penerimaan Kembali Pemberian Pembiayaan
Daerah sebesar Rp. 3,40 milyar. Setelah menutup defisit riil tahun 2021,
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan adalah sebesar Rp. 62,54

f milyar.
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5.2. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas
riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan yang inklusif disabilitas. Analisis kerangka pendanaan
jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilaksanakan dengan
mengutip analisis pendanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026. Hal ini perlu
dilakukan karena Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas merupakan
dokumen perencanaan strategis yang bersifat tematik yang harus sinkron
dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah sebagai acuan

utama perencanaan tahunan daerah.

5.2.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun
2024-2026

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur tahun 2024-2026, pemerintah Provinsi NTT menguraikan
proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun rencana 2024-
2026. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam

melaksanakan proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah ini.

Diantara beberapa hal yang dimasukkan dalam perhitungan kerangka
APBD tahun rencana, adalah. Pertama : belanja pemerintah daerah yang
perlu disisihkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024,
Kedua : pemerintah Provinsi NTT masih memiliki beban hutang yang
pelunasan pokok dan cicilannya masih akan dilaksanakan pada tahun
2024-2026. ; dan ketiga: perubahan  regulasi yang mempengaruhi
pendapatan asli daerah. Ketiga hal ini menjadi penjelas terkait mengapa
dalam proyeksi APBD NTT 2024-2026 Pemerintah Provinsi NTT tidak
menetapkan target “realistis” dan tidak terlalu berambisi mematok target
tinggi.

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi NTT
yang tertuang dalam RPD NTT 2024-2026 sebagaimana terlihat pada tabel
5.5 berikug;
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Tabel 5. 5 Proyeksi Indikatif Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH

TAHUN

2024

2025 2026

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

4,919,852,281,000

1,599,476,961,000

' Pa jak Daerah

Retribusi Daerah

1,232,323,067,000

98,191,623,000

5,105,200,166,900 5,305,848,241,000

1,744,065,629,900 1,902,753,915,000

1,355,555,373,200 | 1,491,110,910,000

109,974,618,000 . 123,171,572,000

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan

75,224,987,000

78,986,236,000 | 82,935,548,000

Lain-lain PAD yang sah

193,737,284,000

199,549,402,700 | 205,535,885,000

Pendapatan Transfer

3,246,483,697,000

3,287,198,579,000 3,329,114,007,000

Tansfer Pemerintah Pusat

3,246,483,697,000

3,287,198,579,000 3,329,114,007,000

Dana Perimbangan

3,246,483,697,000

3,287,198,579,000 3,329,114,007,000

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

54,861,209,000

55,958,433,000 57,077,602,000
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PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH

TAHUN

2024 2025 2026

Dana Alokasi Umum

1,875,300,348,000

Dana Alokasi Khusus

1,308,657,100,000

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

R —— e —— = —

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

7,665,040,000 7,741,690,000 |

73,891,623,000 73,935,958,000 |

Hibah

73,891,623,000 73,935,958,000

Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya **)

Pendapatan Lainnya

| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya
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1,347,916,813,000 1,388,354,318,000

7,819,107,000
73,980,319,000

73,980,319,000




PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH

TAHUN

2024

2025

2026

BELANJA

4,985,944,015,000

4,914,013,786,000 |

5,057,463,509,900

Belanja Operasi

3,628,602,137,400

3,542,765,934,600

3,656,973,747,900

Belanja Pegawai

I . - e

Belanja Barang dan Jasa

2,052,269,963,000

1,391,921,300,000

2,154,883,461,000 |

1,192,199,632,000

2,262,627,634,000

1,192,478,072,000

Belanja Bunga

76,534,400,000

83,422,412,000 |

90,930,428,000

Belanja Hibah

80,217,674,400

80,618,762,400 |

81,021,856,000

Belanja Bantuan Sosial

27,658,800,000

31,641,667,200 |

29,915,757,900

Belanja Modal

390,256,228,600

391,209,453,700

Tanah

403,610,870,500

— e

Peralatan dan Mesin

67,591,255,000

69,618,993,000

71,707,562,000

%

RAD PD NTT 2023 |91




PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH

TAHUN

2024

2025 2026

Gedung dan Bangunan

196,854,187,600

198,822,729,700 200,810,956,500

Jalan, Jaringan dan Irigasi

122,767,826,000

119,694,342,000 : 127,988,229,000

Aset Tetap Lainnya

Belan ja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga

3,042,960,000

136,196,697,000

3,073,389,000 | 3,104,123,000

137,558,663,700  138,934,250,000

136,196,697,000

—_—

137,558,663,700  138,934,250,000

Belanja Transfer

830,888,952,000

842,479,734,000  857,944,641,500

Belanja Bagi Hasil

790,605,621,000

801,994,986,000 817,257,469,500

—— e e e e e ——

Belanja Bantuan Keuangan

=

40,283,331,000

40,484,748,000 40,687,172,000

' SURPLUS/ (DEFISIT)

(66,091,734,000)

191,186,380,900 248,384,731,100

| PEMBIAYAAN

+L_
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PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH

URAIAN TAHUN
2024 2025 2026
Penerimaan Pembiayaan 493,832,090,000 7,500,000,000 8,175,000,000

Penerimaan pinjaman daerah

Pencairan Dana Cadangan

Investasi non permanen

486,250,000,000

7,500,000,000

7,500,000,000

Penerimaan kembali pinjaman daerah

7,582,090,000

675,000,000

Pengeluaran Pembiayaan

427,740,356,000

198,686,380,900

256,559,731,100

| Pembentukan dana cadangan

167,260,800,000

| Penyertaan Modal

92,000,000,000

27,706,824,900 |
[

88,080,175,100

| Investasi non permanen

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

| Pembayaran pokok hutang

163,479,556,000

163,479,556,000

163,479,556,000

)
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PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH

URAIAN TAHUN
2024 2025 2026
Pemberian pinjaman daerah - 2,500,000,000 -
Pembiayaan Netto - _66,091,734,000 (191,186,380,900) | (248,384,731,100)

SILPA / (SIKPA) : .

5.3. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah
daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah
diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan
penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan
Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU, Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total
Pendapatannya. Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk

%belan ja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya.
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Pada bagian ini akan diuraikan mengenai penghitungan ruang fiskal daerah sebagaimana tercantum dalam RPD
Provinsi NTT tahun 2024-2026.

Tabel 5. 6 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

= PROYEKSI TAHUN
2024 2025 2026
1 | Pendapatan Daerah 4,919,852,281,000 | 5,105,200,166,900 5,305,848,241,000
:_2 Pen-c:iran Dana Cadangan 486,250,000,000
' 3 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman 7,582,090,250 _ _-_-. = -
. 4 | SiLPA b
TOTAL PENERIMAAN DAERAH 5,413,684,371,250 | 5,105,200,166,900 5,305,848,241,000
Dikurangi: !
1 | éelanja Wayjib Mengikét _ 2,956,-141,98;,_0(_)0 ; 3,112,26;2,13;06(5 = 3,283,.522,-453,.000.
2 | Pengeluaran Pembiayaan 427,740,356:6(-)0_.- - --228,873,05é,000 226,373,056,000
Kapasitas riil Keuangan daerah 2,035,802,031,25;:'. E4,(.)64,9.7.1;.9;-. -;,;95,952,732,000

pl taby i |
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Berdasarkan perhitungan ruang fiskal daerah pada tahun rencana
2024-2026, maka ruang fiskal yang dimiliki daerah ini, sebagaimana yang
diproyeksikan dalam Rencana Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: pada tahun 2024 diproyeksikan
sebesar Rp. 2,03 Triliun lebih. Pada tahun 2025 menurun menjadi Rp. 1,76
Trilyun lebih, dan kembali meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp. 1,79
Trilyun.

Ruang fiskal yang tersedia ini merupakan proyeksi yang bersifat
indikatif yang berarti terdapat kemungkinan bahwa ruang fiskal yang
tersedia pada tahun rencana bisa lebih kecil, namun juga bisa lebih besar
dari proyeksi yang tertuang dalam RPD NTT 2024-2026. Lebih besar, lebih
kecil, atau sesuainya ruang fiskal daerah pada tahun rencana akan sangat
tergantung kepada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi nasional dan
daerah yang akan mempengaruhi pendapatan daerah, baik itu pendapatan
asli daerah maupun alokasi anggaran pemerintah dalam bentuk dana
transfer. Bagian berikut ini akan membahas kerangka pendanaan indikatif
program/kegiatan sensitif disabilitas di NTT tahun 2024-2026.

5.4. Perencanaan Program-Kegiatan-Subkegiatan dan Penganggaran
untuk mengurangi kesenjangan dengan penyandang disabilitas

5.4.1. Pendekatan yang ditempuh untuk mengintegrasikan kebutuhan
penyandang disabilitas ke dalam Perencanaan Program-Kegiatan-
Subkegiatan dan Penganggaran

Kami telah mengajak serta beberapa Perangkat Daerah kunci di
lingkup pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan dua hal berikut ini.
Pertama, memetakan dan menemukan Program - Kegiatan — Subkegiatan
di dalam perangkat daerah kunci dimaksud yang dapat mendukung
pemenuhan Strategi Implementasi dari setiap Sasaran Strategis di dalam
RAD PD ini. Ini sekaligus untuk mendukung pilihan Sasaran Strategis pada
level nasional sehingga ada sinergi antara RAD PD dan RAN PD. Setelah itu,
Kedua, kami memetakan bersama alokasi anggaran Program - Kegiatan -
Subkegiatan dengan bertolak dari anggaran yang tertera di dalam dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah disusun
berdasarkan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2024-2026. Output dari
kedua kegiatan ini kami tuangkan ke dalam model Matriks Sasaran

*_ Strategis Perangkat Daerah sebagaimana terangkum dalam Lampiran .....
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Semua data anggaran di dalam Lampiran dimaksud kami analisis
secara deskriptif dan tematik. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk
menjelaskan keberadaan angka-angka di dalam matriks ini. Pendekatan
deskriptif ini menjelaskan alokasi anggaran dalam setiap sasaran strategis
RAD PD dan menjelaskan variasi alokasi anggaran di setiap pilihan strategis
implementasi. Penjelasan deskriptif itu kami sajikan dalam poin 5.5.2.
sampai dengan poin 5.5.9.. Setelah itu, kami mencoba membuat analisis
tematik dengan maksud untuk menemukan hubungan antara masalah di
dalam analisis kesenjangan dengan anggaran yang telah dialokasikan. Kami
berusaha menemukan permasalahan apa saja yang telah mendapat
“tempat” di dalam pilihan Program-Kegiatan-Subkegiatan dan anggaran.
Kami juga berusaha menemukan permasalahan apa saja yang tidak/belum
mendapat “tempat” di dalam pilihan Program-Kegiatan-Subkegiatan dan
anggaran di dalam RAD PD ini. Dengan begitu, maka pendekatan tematik
ini menjadi penjelasan sentral atas apa yang sedang dikerjakan. Penjelasan
tematik ini tersaji dalam poin 5.5.10..

Selanjutnya, kami mencoba menjelaskan hubungan antara kapasitas
fiskal daerah dengan rancangan penganggaran dalam RAD PD ini. Kami
coba mengajukan beberapa poin catatan untuk mempertegas bagaimana
sebaiknya membaca proyeksi pelaksanaan anggaran dalam RAD PD ini
dalam konteks keterbatasan kapasitas fiskal daerah Provinsi NTT menurut
periode 2024 sampai dengan 2026. Ini tersaji pada poin 5.6..

5.4.2. Apportioning Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD

Dari tabel 5.7 terlihat bahwa bahwa setiap tahunnya berturut-turut
dibutuhkan alokasi 3,07 milyar (2024), 2,98 milyar (2025) dan 3,03 milyar
(2026) untuk mendukung tujuh sasaran strategis dalam RAD PD Provinsi
NTT. Secara kumulatif, hingga tahun 2026, dibutuhkan alokasi kira-kira

Tabel 5. 7 Alokasi Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD

2024 2025 2026  GRAND TOTAL
SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI _ Aportioning  Apportioning ___ Apportioning__ Apportioning
% X

IMPLEMENTAS| -y s iy s R ze

Sasaran Strategis 1, Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Pemyandang Disabikitas. 3036458668 099 3008267309 101 0MSAIBL 099 LB 100
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Knghungen tanpa hambatan bagi Penyandang Disabiftas 754386011 05 755800082 05 75739882 05 SIS 05
Sasaan Strategis 3, Pefindungan hak dan akes politk dan keadan bagi Penyandang Disshiites  487,923,399.00 1588 536,715,73890 1800 59038731279 1945 161502645068 1.7
Sasaran Strategis 4, Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabitas 2834 009 337046741 031 33046241 04t 9EI5MM oM
Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif 201,524 435.20 656  201,846,249.45 677 201,995,038.64 666  605,365723.19 656
Sasaran Strateghs 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandng Disabiktes 1951,305,422.38 6351 192537747009 6459 1,925,369,044.41 63.44 5,802,051,94.88 6354
Sasatan Sirategis 7. Alses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disebiitas 30069946237 1272 27604996922 926  216,049,969.2 910 94279340080 1037

sampai 9,08 milyar untuk implementasi ketujuh sasaran strategis ini. Bila
*dibandingkan dengan beberapa daerah lain, jumlah alokasi dalam RAD PD
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Provinsi NTT berbeda sangat jauh. Misalnya terhadap DKI Jakarta yang
mengalokasikan 50,4 triliun untuk RAD PD selama 3 tahun sejak 2024 -
2026, Provinsi NTT hanya mengalokasikan < 0,2% dari jumlah itu.

Grafik 5. 1 Alokasi Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD
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Dari tabel 1 terlihat bahwa Sasaran Strategis 1 (SS1) mendapat
alokasi berturut-turut 30,3 juta (2024) dan 30,1 juta (2025 dan 2026).
Relatif tidak ada perbedaan besaran alokasi yang berarti selama 3 tahun
ini. Jumlah alokasi kumulatif bagi SS1 selama 3 tahun ini adalah 90,7 juta.
Jumlah kumulatif ini kira-kira 1% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh
sasaran strategis.

Sasaran Stategis 2 (SS2} mendapat alokasi berturut-turut 7,5 juta
setiap tahunnya sampai dengan tahun 2026 dengan sedikit kenaikan di
setiap tahunnya. Jumlah alokasi kumulatif bagi SS2 selama 3 tahun ini
adalah 22,7 juta. Jumlah kumulatif ini kira-kira hanya 0,25% dari grand
total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis.

Sasaran Strategis 3 (SS3) mendapat alokasi berturut-turut 487,9 juta
(2024) meningkat menjadi 536,7 juta (2025) dan 590,4 juta (2026) dengan
kumulatif rencana alokasi selama 3 tahun ini adalah 1,62 milyar atau kira-
kira 17,7% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis. Jumlah
rencana alokasi pada SS3 ini menjadi jumlah rencana alokasi terbesar
kedua dibandingkan rencana alokasi pada sasaran strategis lainnya.

Sasaran Strategis 4 (SS4) mendapat alokasi berturut-turut 2,8 juta
(2024) dan 3,3 juta (2025, 2026). Jumlah alokasi kumulatif bagi SS4 ini
adalah 9,6 juta atau hanya 0,11% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh
sasaran strategis.

Sasaran Strategis 5 (SS5) mendapat alokasi berturut-turut 201,5 juta
(2024), 201,8 juta (2025), dan 201,9 juta (2026) dengan sejumlah kenaikan
*_kecil di setiap tahunnya. Jumlah alokasi kumulatif bagi SS5 ini selama 3
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tahun adalah 605,4 juta atau 6,66% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh
sasaran strategis.

Sasaran Strategis 6 (SS6) mendapat alokasi berturut-turut 1,95
milyar (2024) dan 1,93 milyar (2025 dan 2026). Jumlah alokasi kumulatif
bagi SS6 ini selama 3 tahun adalah 5,80 milyar atau 63,8% dari grand total
3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis. Ini menjadi jumlah alokasi terbesar
pertama dibandingkan dengan keenam sasaran strategis lainnya.

Sasaran Strategis 7 (SS7) mendapat alokasi berturut-turut 390,7 juta
(2024) lalu turun menjadi 276,1 juta pada tahun 2025 dan 2026. Jumlah
alokasi kumulatif bagi SS7 ini selama 3 tahun adalah 942,8 juta atau
10,3% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis. Ini menjadi
jumlah alokasi terbesar ketiga dibandingkan dengan keenam sasaran
strategis lainnya.

Tiga Sasaran Strategis yang mendapatkan alokasi anggaran besar
berturut-turut adalah SS6, SS3, dan SS7. Bahkan secara fiaktual, lebih dari
60% perencanaan penganggaran telah dialokasikan untuk implementasi
SS6. Perbandingan besaran alokasi anggaran dapat dilihat pada grafik 5.1.

5.4.3. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 1

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa lebih dari 90% jumlah alokasi
anggaran dalam SS1 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan
Il. Hanya 6% dari rencana alokasi anggaran di SS1 ini yang diatur untuk
mendukung Kebijakan I. Tabel 5.8 juga memperlihatkan variasi alokasi
anggaran dalam setiap strategi implementasi yang tidak terlalu besar setiap
tahunnya; tetapi perlu menjadi perhatian bahwa tidak ada anggaran yang
dialokasikan untuk mendukung strategi implementasi 4 dalam Kebijakan II.

Tabel S. 8 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 1

2024 2025 2026 GRAND TOTAL
SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI Apportioning Apportioning Apportioning Apportioning
ez td X techadag
IMPLEMENTASI A e e e = e g
Sesatan 0 dan inkdusif begi Disabilitas, 30,364,546.68 30,182,673.29 30,115,211.81 90,662,431.78
¥eb akan T dan K, Dats dang| tas Lintas Sektor 132280106 436 1071833.97 686 2087166 12 693 S.481 80115 605
Memye ienggaraian pendataan Penvandang Disabiitas diseuruh setor di tngkat
1 pusat dan daerah
2 Mepkuka n perrantauiin dan evaiunsi pendataan Penyandang Disabl tas
Kebiakan ivPelibatdn Penyandang Dsabitas daam Proses Petencansan dan Penganggirar  29.041.74562 9564 2811083932 9314 2802804569 9307 8518063063 9395

Menyusun mekansme forum tematik disabi|:as dalam proses Perencanaan dan
3 penganggaran

Mengoptimakan pembinaan oieh Pemerintah kepada Pemerntah Daerah tentang
4 inkjusifitas Penyandang Disab:tias daiam Perencanaan dan perganggaran

Mengntegraskan sudsabitas daiam penyusunan Rencans Pembangunan

Jangha Panjng Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daer sk

Renana Strategs Perangkst Daerah dan Rencanaker a Pemerintah Duersh
S Provnsi NT™ serta dokumen penganggaran
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5.4.4. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 2

Tabel 5.9 menunjukkan lebih dari 50% jumlah alokasi anggaran
dalam SS2 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan III.

Tabel 5. 9 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 2
2024 2025 2026 GRAND TOTAL
SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI Appurtianing Bieashaing Apportioning Appostioning
X & Xrerhadap
IMPLEMENTASI iy = TRV e - T
Sesatan jtrateps 2. o tanpa h bagi Oisabilites 7,543 862,31 1.558,000.92 - 1.573,988.18 22,675851.31
Kebiakan | Penngkaten P e1qanan dan Pasinas Pu lik yang mudsh dskses bagj Penvandar 1.46562045 1943 1841683 16 1437 167963037 218 4986 93417 2199
8 hon mater | tentang terhadap [sudisabiimas(senstinitas
7Mengembangkan standar operss onal penyedisan fasilta s dan ayanen publii
B Memastkas indkator S.onder Pepyansn Mnima. sesuai dengan prinsip
9 Me hSBNIKEN DeMONTBLAN 3" EvRILES | DEIBkS HB2 N pentyed 3am Byandn pubik
Keb. akan 1z Akses Permuk iman yang Terangkau den Mudsh Dakses bag: Penvardang Disabilcas
10Men ingkathan dullungan peaye dir permuk man yangisydk, werangiau den
11 Mendorong Pemerintah Datr sh untuk menetapkan Persuran Daersh mengens.
Kebskan % Penyediasn Layanan Transportasi Putk yang Mudah Dakses den Rawsh Disst 4935996 19 6543 3807.464 50 5038 4215486 35 5566 1295894763 $715
11Menyed akanprasarana sacara den iaydnan transportas| beserta
13Menyeen ggaraken pelathan tentang standar peiayanan yang responsfdan
Kebi.aan 77 PenyediaanSstemKomunkas: dan nformas) Pubik yang Mudsh D akses_ Ande 298,977 00 396 35651 17 497 452298 54 597 112691382 497
14Meayusun keb: aken ope! -y k kasi dan informas
1SMeringeatkas kapastas i lrtas Ogiam nformag
843268 47 1118 153321540 2029 1226572132 1619 3603.056 19 1589

Berturut-turut presentasi jumlah alokasi anggaran untuk mendukung
Kebijakan I, Kebijakan III, Kebijakan IV, dan Kebijakan V adalah kurang
lebih 22%, 57%, 5% dan 15%. Tabel 5.9 juga memperlihatkan jumlah
variasi alokasi anggaran setiap tahunnya untuk setiap Strategi
Implementasi yang variatif. Namun, tabel 3 juga memperlihatkan bahwa
tidak ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung strategi
implementasi 6, 10, 11, dan 15. Lebih lanjut, strategi implementasi 9 justru
hanya dapat diberikan anggaran pada tahun 2024 saja dan tidak ada
alokasi anggaran di tahun 2025 dan 2026.

5.4.5. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 3

Tabel 5.10 memperlihatkan lebih dari 99% jumlah alokasi anggaran
dalam SS3 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan I. Proporsi

Tabel 5. 10 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 3
2024 2025 2026 GRAND TOTAL
SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI Apportioning Apportioning Apportioning Apportioning
x X 3
IMPLEMENTASI Y R i e i
Sasaan Strategh 3 Pelindungn hak dan skses pofitk dan keadllon bagi Renyandang Disabitas  487,923,399.00 536,715,738.90 590,387 312,79 1,615,026,450.68
Kebjekan © Menjamin sk Politik secara Penuh bagi Penyandang Disa bta s untuk Berpartis 487 381 93604 98 55612012964 9989  589,732,14261 999 161325420809 8e
6 rijusfitas bag g Disab |itas daam setwp tahapan
peme evggardir pe mihs n umum tarpa diskriminas.
[ .3 keterwk ian 0sab 125 danm potk
Keb,akan - Perl.adungan Penyandang Dsab . itas dar | kekerasar, ekup0tas dan pencisnta uTsae 009 026206 009 $4L89C 20 009 1482360 79 009
b
Kebjakan 4. Pen nghatan cesadaran akan perindungan terhadap tindak kekerason bagi P 9361982 002 10298180 o0 11327958 002 309,881 6C 002
.}
Lo e AN QSIS peun o geoime
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alokasi anggaran yang relatif kecil untuk Kebijakan II dan Kebijakan III
berturut-turut adalah 0,09% dan 0,02% setiap tahunnya selama 3 tahun.
Setiap strategi implementasi untuk mendukung masing-masing kebijakan
di dalam SS3 ini telah mendapat alokasi anggaran di setiap tahunnya.

5.4.6. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 4

Tabel 5.11 meperlihatkan lebih dari 75% jumlah alokasi anggaran
dalam SS4 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan I. Namun

Tabel 5. 11 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 4

2024 2025 2026 GRAND TOTAL
SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI Apportioning Apportioning ___ Apportioning Apportioning
L] x
tedelzy

IMPLEMENTAS| SRS R R . 2

Shsiean Strategis 4 Pemberdoyasn dan kemondaien Penyendang Disabilites 287433142 331046741 33046741 961521004
Nebi aran  Vieringhakar Kapasilas (9,anan Heb mitas. 030 Rehabil s oieh Lombaga don b 243154288 8461 44547856 725% M4 508S6 2% 132289980 761

Wennghatkan umish layanan habiiitaes: dan rehat i¥tas - yeng sudah

Kebi ian 11 Menagkathan dukungen 6an kacastas pendampiag masyarakat da am me skt a2V 1539 RME 2744 s 273 98N8 34

terlihat bahwa ada perbedaan presentase jumlah alokasi anggaran yang
cukup besar di setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Provinsi
alokasi anggaran untuk mendukung Kebijakan II adalah kurang lebih 23%.
Seperti halnya pada Kebijakan I, terlihat adanya perbedaan presentase
jumlah alokasi anggaran yang cukup besar di setiap tahunnya selama 3
tahun berturut-turut pada Kebijakan II.

5.4.7. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 5
Tabel 5.12 memperlihatkan bahwa 99% dari jumlah alokasi anggaran

Tabel 5. 12 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 5

2024 2025 2026 GRAND TOTAL
SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI Apportioning Apportioning Apportioning Apportioning
IMPLEMENTAS| LM Ee TN EE T R
Susaran Strategis 5. Bronerni tnidhusit 20152043500 201,846,149 45 201,995,038.54 0512329
Kebiakan b Rertong goberaan inkiusif pada K/, Pemd, BUN 12265723 006 12065723 006 12265722 0% 36797170 006
19 Meusun modu/ peilk "Wn sensitwias disabiitas yang dgunatan sebaga
Kebiokan I Viempe-'uas akses lapangan ker o bag) Pemandang Dsadiiitas untukmenngka 20140177797 9993 20172350222 9994 20187238140  993¢ 60499775159 9994

20 Menyusun penduan G standar operasional ketenagaierjasn disabiitas bag
21 Memastitan penyediaan skomodas yang 'ajak bagi peker;a Perwandang
22 Menngkatian jumdh kememer:an/iembags, Pemerntah Deerah, Baden Usaha

g HrL5 0as) haan untik mendubung Penya ndang Dsabites
23 Meaksanskan pementauar Can evaud 3 terhadap peaksana an pedoman don

dalam SS5 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan II. Tidak
ada perbedaan yang besar alokasi anggaran di setiap tahunnya selama 3
+ tahun berturut-turut pada Kebijakan II. Setiap strategi implementasi untuk
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mendukung masing-masing kebijakan di dalam SS3 ini telah mendapat
alokasi anggaran di setiap tahunnya.

5.4.8. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 6

Tabel 5.13 memperlihatkan bahwa lebih dari 90% dari jumlah alokasi
anggaran dalam SS6 setiap tahunnya adalah untuk mendukung

Tabel 5. 13 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 6

2024 2025 2026 GRAND TOTAL
SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI Apportioning Apportioning Apportioning Buortioniog
IMPLEMENTAS| e e o e T T L T
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Kebijakan II. Kebijakan I, III dan IV berturut-turut mendapatkan presentase
alokasi anggaran 7%, <0,01%, dan 0,33% setiap tahunnya selama 3 tahun
berturutan. Dari 9 strategi implementasi, ada 2 strategi implementasi yang
tidak mendapat alokasi anggaran selama 3 tahun berturutan yaitu strategi
implementasi 29 dan 30.

5.4.9. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 7

Tabel 5.14 memperlihatkan bahwa lebih dari 60% jumlah alokasi
anggaran dalam SS7 setiap tahunnya adalah untuk mendukung
implementasi Kebijakan III. Kebijakan I dan IV berturut-turut mendapatkan
presentase alokasi anggaran 35% dan 1,5% setiap tahunnya selama 3
tahun berturut-turut. Tidak ada alokasi anggaran yang ditetapkan untuk
mendukung implementasi Kebijakan II.

Tabel 5. 14 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 7

2024 2025 2026 GRAND TOTAL
SASARAN STRATEGIS DAN STRATEG! Apportioning Apportioning Apportioning Apportioning
x x =
| IMPLEMENTASI — v n R s
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5.5. Hubungan Kapasitas Fiskal Daerah dan Alokasi Anggaran
Mendukung RAD PD Provinsi NTT

Dari penjelasan di atas, sepintas terlihat bahwa kapasitas fiskal
Pemerintah Provinsi NTT secara nyata akan “mempunyai ruang leluasa”
dalam konteks rencana pembiayaan di dalam rencana anggaran ini.
Kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2024 - 2026 adalah berturut-
turut Rp 2,03 triliyun, Rp 1, 76 triliyun dan Rp 1,79 triliyun. Sementara itu
proyeksi apportioning anggaran dalam RAD PD berturut-turut adalah
Rp 3,07 milyar, Rp 2,98 milyar, dan Rp 3,03 milyar.

Jadi nilai uang proyeksi apportioning masih jauh lebih kecil dari
kapasitas fiskal riil daerah. Oleh karena itu, kami mengusulkan beberapa
catatan berikut ini:

¢ Mengacu pada kerangka pendanaan dalam RPD 2024-2026

Tabel 5. 15 Hubungan Kapasitas Fiskal Daerah dan Alokasi Anggaran
Mendukung RADPD Provinsi NTT

PERBANDINGAN KAPASITAS FISKAL DAN PROYEKSH
PEMBIAYAAN RADPD

mKapasitas Apportioning RADPD

- R
= ™ [

2024 20256 2026 TOTAL
TARUN

Kerangka pendanaan ideal adalah mengacu pada RPD 2024 - 2026.
Namun, dalam prakteknya, belum semua perangkat daerah lingkup
Pemerintah Provinsi NTT yang menyelesaikan penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD 2024 - 2026.
Sehingga, tidak semua Renstra dapat kami jadikan acuan dalam alokasi
penganggaran RAD PD ini. Sebagai alternatif, kami memilih KUAPPAS
sebagai acuan alokasi penganggaran RAD PD.

e Perencanaan Penganggaran “gelondongan” dan telah dilakukan
apportioning

Penyusunan RAD PD ini menggunakan anggaran yang tertera dalam
Program-Kegiatan-Subkegiatan di perangkat daerah. Jadi, secara
penganggaran jumlah uang yang tertera masih bersifat gabungan beberapa
aktivitas di dalam subkegiatan itu. Artinya, penganggaran ini tidak spesifik
menunjuk kepada dan mengacu dari aktivitas yang langsung terkait

% dengan penyandang disabilitas. Dengan kata lain, Perencanaan Program-
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Kegiatan-Subkegiatan dalam penyusunan RAD PD ini mengambil anggaran
yang masih bersifat “gelondongan”. Idealnya, alokasi anggaran
teridentifikasi sampai pada level aktivitas sehingga semakin terlihat terang
pelaksanaan integrasi kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam sistem
Perencanaan dan Penganggaran, namun ini tidak dimungkinkan karena
RAD PD adalah dokumen perencanaan strategis yang berimplikasi terhadap
isi RAD PD yang tidak menguraikan program kegiatan sampai ke tingkatan
aktivitas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu dilakukan apportioning
dengan memasukan perhitungan proporsi jumlah penyandang disabilitas
(8.381 orang, Dinsos Prov.NTT 2023) terhadap jumlah penduduk di NTT
(5.466.290 orang). Nilai apportioning adalah 0,15%. Apportioning dilakukan
hanya pada level Sasaran Strategis dan Kebijakan sehingga diperoleh nilai
uang yang relatif dapat diterima sebagai komitmen anggaran minimum
dalam setiap Sasaran Strategis yang perlu untuk dipenuhi oleh perangkat
daerah pengampu.

¢ Penganggaran bersumber APBD

Sumber pendanaan untuk RAD PD ini diasumsikan hanya bersumber
dari APBD Pemerintah Provinsi NTT dalam periode 2023-2026. Ini
menjelaskan mengapa proporsi anggaran spesifik disabilitas terkesan
sangat minimal. Dalam implementasi tahunannya, RAD PD dapat saja
mendapatkan asistensi pembiayaan dari sumber pembiayaan lain yang
diperbolehkan aturan, misalnya dana Corporate Social Responsibility (CSR),
lembaga mitra, dan atau APBN.

e Mengidentifikasi pembiayaan “wajib”

Kami menyadari bahwa belanja wajib dan prioritas (misalnya, belanja
untuk pemenuhan SPM) belum “dipisahkan” dan diidentifikasi di dalam
RAD PD ini. Ini penting untuk dilakukan supaya bisa mengetahui mana
anggaran dalam RAD PD ini yang justru juga sudah mendukung
pemenuhan SPM atau sebaliknya mana anggaran untuk mendukung
pemenuhan SPM yang justru juga mengintegrasikan kebutuhan
penyandang disabilitas.

e Momen penyusunan RAD PD mendukung penyusunan Renstra
Perangkat Daerah 2024 - 2026

Muatan dalam diskusi penyusunan RAD PD ini juga menjadi muatan
yang dipakai untuk menginformasikan proses penyusunan Renstra
perangkat daerah. Dalam artian itu, perangkat daerah yang belum
menyelesaikan  proses penyusunan Renstra  perangkat daerah
menggunakan RPD 2024-2026, justru dapat secara praktis menemukan
pilihan subkegiatan untuk Renstra perangkat daerah. RAD PD ini justru
“‘menginformasikan” pillhan subkegiatan yang prospektif untuk

¥dimasukkan ke dalam renstra.
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¢ Pendanaan indikatif

Kerangka pendanaan di dalam RAD PD harus dibaca sebagai
kerangka pendanaan indikatif. Artinya, program-kegiatan-subkegiatan yang
dipilih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sebagaimana
dimaksud di dalam analisis kesenjangan telah disiapkan dan kerangka
pendanaannya juga telah direncanakan. Jadi sudah ada dalam
perencanaan. Dengan kata lain, ruang komitmen Pemerintah Provinsi NTT
untuk penyandang disabilitas telah diinisiasi secara bersama melalui
penyusunan RAD PD ini.

Keenam poin ini menjadi catatan penting untuk membaca
*Perencanaan dan Penganggaran dalam RAD PD 2024-2026.
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BAB VI

PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, evaluasi adalah
rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk
Penyandang Disabilitas (RIPD), Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas
(RAN PD), dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi
dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

tingkat pusat dan tingkat daerah.

Untuk itu, maka berdasarkan pasal 8 ayat 5, maka perlu dibentuk Tim
Koordinasi Penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas Provinsi yang bertugas
untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi
kegiatan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas.

Sama halnya dengan proses perencanaan dan penganggaran terhadap
program Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas yang tidak terpisah dari proses perencanaan dan penganggaran
nasional dan daerah, maka proses evaluasi juga merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem evaluasi pembangunan nasional dan daerah. Sehingga
tata cara evaluasi dalam pasal 23 menjelaskan bahwa evaluasi terhadap
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan
daerah dan dilakukan dengan membandingkan antara target capaian Rencana

Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), Rencana Aksi Nasional Penyandang
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Disabilitas (RAN PD), dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD)

Provinsi dengan:

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
provinsi.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi.

Pasal 25 menjelaskan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan seluruh
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan evaluasi atas dokumen
perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan
mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi
paling lambat akhir bulan Februari dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi
Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi
atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Kemudian hasil
evaluasi tersebut disampaikan kepada Gubernur serta diteruskan kepada Menteri
cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang
Disabilitas (RAN PD) untuk menjadi bagian Dokumen Evaluasi Perencanaan dan
Penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas paling lambat pada
akhir Maret tahun berikutnya. Dari hasi evaluasi tersebut akan menjadi
rekomendasi dan dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang

4 Disabilitas (RAD PD} tahun berikutnya.
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Tabel 6. 1 Format Pemantauan dan Evaluasi

No.

Strategi
Implementasi

Target
Capaian

Kegiatan

Indikator
Capaian

Bidang

Kodefikasi
SIPD

Program

Kegiatan

Sub-
Kegiatan

Dinas/Badan

yang
menangani
urusan

Pagu Realisasi | Realisasi
Anggaran Pagu Kinerja
Tahun

Keterangan

RAD PD NTIT 2023 | 108




BAB VII
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara
Timur merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berpihak
pada penyandang disabilitas yang disusun secara partisipatif antara
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT bersama Organisasi Penyandang
Disabilitas se NTT. Penyusunan dokumen ini merupakan rangkaian
pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk memahami
sejauh mana perbedaan kondis, persoalan, harapan dan kebutuhan
penyandang disabilitas. Di awal proses, proses integrasi isu penyandang
disabilitas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di provinsi NTT.

Dokumen ini bukan dokumen terpisah dari sistem yang sudah ada dan
bukan juga penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk penyandang
disabilitas tetapi bermaksud untuk mewujudkan anggaran yang lebih
berkeadilan. Tujuannya untuk mengurangi Kkesenjangan yang dialami
penyandang disabilitas dan memberikan ruang partisipasi untuk bisa
menyampaikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam sistem perencanaan
dan penganggaran di Provinsi NTT.

Dokumen ini dibuat untuk memastikan komitmen dan keberpihakan
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pernyataan anggaran untuk
disabilitas yang akan dievaluasi setiap tahunnya oleh Tim Koordinasi
pelaksanaan RAD PD Provinsi NTT.

PJ. GUBERNUR A TENGGARA TIMUR,

=

T E————
KO NOTO SUS

= Paraf Koordinasi 3 Paraf Hierarki =
Plt. Kepala Bapperida Prov. NTT | Sekretaris Daerah “
Kepala Bidang PPM Bapperida '% Asisten Perekonomian dan
Prov. NTT 1] Pembangunan f___
Fungsional Perencana Muda Kabag. Peraturan
g' Perundang-undangan "
I Kab /Kota




Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

No ‘m;:';:::m Target Capalan | No | Kegiatan | No 'f:.':f Bidang Kodefikasi SIPD Progam Keglatan Sub-Keglatan Keterangan :'::{‘! B::I':::" EEAEtE
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning
|Sasaran gis 1. P dan InklusHf bagl Penyandang Disabilitas. 19.804.488.469 30.364.547 | 19.685.866.266 30.182.673 | 19.641.866.266 30.115.212
bij; k Pengumpulan dan Har i Data F Lintas Sektor 862.762.700 1.322.801 1.351.300.000 2.071.834 1.361.300.000 2.087.166
1 yelenggarakan yandang Disablilitas dl seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah 731.367.500 1.201.300.000 1.211.300.000
Menyelenggarakan  |Tersedianya profi| 1 P 1 ||Tersedianya Urusan 2|12 04)102 |01 TPROGRAM Fﬁyelenuaraan Fasiiitas| terkart Tidak Spesifik 479.200.900 750.300.000 750.300.000
pendataan tahunan profi tahunan sistem Pemerintaha PENGELOLAAN | Pengelolaan Pengelolaan Informasi | Disabliitas
yandang P di penyandang informasi profltin Wajib yang INFORMASH linformasi Administrasi
Disabiiitas d seluruh |Disabilitas h Tidak ADMINISTRASH asl penduduk
sektor di tingkat berdasarkan bagt setiap Penyandang  |Berkaitan KEPENDUDUKAN |Kependudukan
provinsi, kab/kota Pedoman sektor di Disabliitas Dengan ST 2l0el 10z |02 Provinsi = —T TiaaK Spesitik 277.266.600 05,000,000 205,000,000
dan desa Penyelenggaraan tingkat Provirsi NTT | Pelayanan ? Ilan T At
Sistem Data daerah Dasar- -
i Bidang Administrasi
Disabilitas bagi Administrast Kependuchkan
setiap sektor di Kependuduka
| Provinsi NTT. n dan 2012104)1.02 ] 03 Komunikasi, informas| | Tidak Spesifik
Pencatatan dan Edukasl Kepada Disabllitas
Sipii Pemangku
Kepentingan dan
Masyarakat
2)12{04) 10205 Penyelenggaraan Tidak Spesifik
Pemanfaatan Data Disabintas
Kependudukan Dinas Kependudukan
2| 12| 04| 1.02 | 06 Kerjasama dengan Tidak SpesMk_ dan Pencatatan Sipil
Org DI
Kemasyarakatan dan
Perguruan Tinggl
2]12| 04| 1.02 | 07 Pemberian Konsultasi |Tidak Spesifik
Penyelenggaraan Disabilitas
Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan
2[12] 0S| 1.01 | 01 [PROGRAM Penyediaan Profil | Penyediaan Data Tidak Spesifik 10.000.000 11.000.000 11,000,000
PENGELOLAAN penduduk; Kependudu D!
PROFIL Provinsi
21208 | 101 | 02| EPENDUDUKAN Penyusunan Profil | Tidak Spesifik
Data Perkembangan | Disabilitas
dan Proyeksi
kependudukan serta
Kebutuhan yang lain
Urusan 2 [14]0z | 101 | 11 |PROGRAM Pemaduan dan | Advokasi dan Tidak Spesifik
Pemerintaha PENGENDALIAN | Sinkronis asi Sosialisasi Disabilitas
n Wajib yang PENDUDUK KeblJakan Pembentukan Rumah
Tidak Pemerintah Pusat | Data Kependudukan d
Berkaitan dengan Kampung KB untuk
Dengan Pemerintah Memperkuat Integrasi
Pelayanan Daerah Provinsl | Program KKBPK dan X
Dasar - dalam rangka Sektor Lain P Kependudulfan
Bidang Pengendalian a0 Pgvicatatan Sipl
oy i, Liursinas




P indikatlf
'm;:'::fml Target Capaian | No | Kegiatan | No '"&":" Bidang Kodefikas| SIPD Program gl Sub-Kegi :T:;/:::::a:: N
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportianing
Pen:u duk Penduduk Pembinaan dan Tidak Sx.pesmk
dan Keluargs Pengawasan Disabilitas
o el Penyelenggaraan
Pencatatan dan
Pelaporan
2 |14 02 | 1.02 | 06 |PROGRAM Pemetaan Penyusunan Profil Tidak Spesifik
| PENGENDALIAN | Perkiraan Kependudukan, Disabilitas
PENDUDUK Pengendallan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan
Penduduk dan Pembangunan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Daerah |Keluarga
Provinsl
Urusan 2| 20|02 | 101 | G [PROGRAM Penyelenggaraan | Membangun Tidak Spesiik
Pemerintaha PENYELENGGARA |Statistik Sektoral Statistik Disabll
n Wajib yang AN STATISTIK d Lingkup Daerah |Sektoral
Tidak SEKTORAL Provins| |Penyelenggaraan Tidak Spesifik
|Berkatan Otortsas! Statistik Disabilitas
Dengan Sektoral di Daerah
|Pelayanan 5566z [ 1,01 |06 | Koordinasi dan Tidak Spesifik 5.000.000 25.000.000 35.000.000
Dasar- Sinkronisasi Disabilitas
Bidang Pengumpulan,
Statistik Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data Dinas Komunikas|
Statistik Sektoral dansifaamatia
Provinsi NTT
Urusan 212102 PROGRAM
\[Pemerintaha PENYELENGGARA
n Wajb yang |AN PERSANDIAN
Tidak UNTUK
lBerk:Ran PENGAMANAN
Dengan INFORMASI
Pelayanan
Dasar-
Bidang
Persandian
Tersedianya data 2Pengembang 2ferselenggara 1 (06|04 | 10108 [Rehabliitasi Sosial |Fasilitasi Pembuatan Spestfik 4.900.000 5.000.000 5.000.000
pilah provinsl an nya Dasar Penyandang |Nomor Induk | Disabilitas
tahunan k P s Kep dukan bagl
Penyandang pemutakhiran rutin untuk PROGRAM Terlantar dl Dalam |Penyandang
Disabilitas rutin data data pilah REHABILITAS) |Panti Disabilitas Dinas Sosial
pilah untuk [tahunan untuk SOSIAL
reny 8 Y L3
Disabllitas Disabilitas di
Provins) NTT
10604105 o8 Rehabilitas! Sostal [Fasilitasi Pembuatan  [Tidak Spesifik 5.000.000 5.000.000 5.000.000
bagl Penyandang |Nomor Induk |Disabilitas
Masalah Kependudukan, Kartu
Kesejahteraan Tanda Penduduk. Akta
Soslal (PMKS) Kelahiran, Surat Nikah,
Lainnya di Luar dan/atau Identitas
HIV/AIDS dan Anak bagl Penyandang
NAPZA ¢ Dalam  |Masalah
Panti Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar
HIV/AIDS Kewenangan
Provinsi




Strateg] indikator Dinas/Badan yang Pagu Indikatif
Capaian K Bidang Kodefkasi sub
Imptementasi Taeget g ety Capalan k20 Program = = menangant Urusan
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning
Urusan | 2]12]02] 101 01| PROGRAM lay Penetap. Tidak Spesifik
Pemerintaha PENDAFTARAN | Pendaftaran Teknis d Bidang Disabilltas
n Wajb yang PENDUDUK | Kependudukan Pendaftaran Penduduk
Tidak Berdasarkan Kebijakan
Berkaitan Nasional
Dengan
2f12j0z|101 j02 Pendataan Penduduk | Tidak Spesifik
Esaifs Non Permanen dan | Disabilitas
Blldang Rentan Administrasi
Administrasi Kependisiukan Titas
Kependuduka Ixabupaten/xota
Po"da" dalam Satu Provinsi.
Sipil 2]12|02|101f03 ||Penataan Tata Kelota |Tidak Spesifik
||Pendaftaran Penduduk
Skafa Provinsi
2|1z |02 | 101 [oa {Pemanfaatan Data | Tidak Spestfik
Peristiwa Disabilitas
Kependudukan Dinas Kependudukan
2 [12foz] 102 o Penyelenggaraan |Fasiitasi Terkalt Tidak Spesifik | 920 Pencatatan Sipil
P . duduk |Disabi
Kependudukan
2 1202 |1.02 jo2 i Terkait |Tidak Spesifik
daft; Penduduk | Disabik
2 1202 [1.02 |03 |Komunlkasl. informasi |Tidak Spesifik
[dan Edukasi Kepada Disabilitas
Pemangku
Kepentingan dan
Masyarakat terkait
Pendaftaran
Penduduk.
212 OT 1.02 o5 Pemberian Konsuttasi |Tidak Spesifik
Penyelenggaraan i
Pendaftaran
Penduduk.
Urusan 7 |20|02 | 101 |01 [PROGRAM  |Penyelenggaraan |Koordinasi dan [Tidak Spesific
Pemerintaha PENYELENGGARA Sektoral D
n Wajib yang AN STATISTK d Ungkup Daerah |Pengumpulan,
Tidak SEXTORAL |Provinsi Pengoiahan, Analisis,
inerkaltan dan Diseminasi Data
Dengan Statistik Sektoral. BPS
Peiayanan
Dasar-
Bidang
[Statistk




Strategl " Indikator - Dinas/Badan yang Pagu tndikatif
Implementasi Terpet Cpaiia. | ity - Kegiintan) Capalan Bl Kpciefitas] 780 e b = menangani urusan
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning
Urusan 2 |14 |02 | 1.02 | 07 |PROGRAM F Penyedi D Tidak Spesific
|Pemerintaha PENGENDALIAN | Perkiraan Penyelenggaraan Disabtiitas
n Wajib yang PENDUDUK Pengendatian Pendataan dan
Tidak Penduduk Pemutakhiran Data
Berkaitan Cakupan Daerah  |Keluarga
Dengan Provinsi
Pelayanan Dinas Kependudukan
Dasar - dan Pencatatan Sipil
Bidang
Pengendalian
Penduduk
dan Keluarga
Berencana
Urusan 2 | o8] 05] 1.01 | 02 |PROGRAM Pengumpulan, Penyediaan Data Tidak Spesifik
Pemerintaha PENGELOLAAN  |Pengolahan Gender dan Anak Disabilitas
n Wajib yang SISTEM DATA Anatisis dan Provinsi
2| 08] 05 1.01 | 02 | GENDER DAN Penyajan Data  |penyajian dan Tidak Spesifik
ANAK Gender dan Anak |pemanfaatan Data Disabilitas
dalam Gender dan Anak
Kelembagaan dalam Kelembagaan PEERA
Data o Tingkat | pata Provinsi
Daerah Provinsi
Penguatan Pokja PUG
Lintas Sektor {Dicari
nomenklatur SIPD)
- —
Melakukan pemantauan dan evaluasi P d 131.395.200 150.000.000 150,000.000
Tersedianya 3 |Peny Ter y Urusan 2 |12 |02 | 1.01 |05 |PROGRAM Pelayanan Penyusunan Tata Cara |Tidak Spesifik
laporan tahunan laporan hasil laporan hasit [P h PENDAFTARAN [P Perencanaan, C
hasil p p n Wajib yang PENDUDUK P
||pemantauan dan dan evaluast dan evaluasi  |Tidak Pemantauan, Evaluasi,
||levaluast yang pend Berkaitan Pengendalian, dan
\[mencakup Penyandang Penyandang  Dengan Penyusunan Pelaporan
k D D i oleh |Pelay [Adminduk terkait
data terpilah oleh perangkat Dasar- Pendaftaran
||Penyandang perangkat daerah. Bidang Penduduk.
||Disabllitas, daerah, Administrast
Kapend 2 (1202|102 [oa Penyelenggaraan |Koordinasi Berkala | Tidak Spesifik 131.395.200 150,000,000 150,000,000
kesesuaian data ndan i
Pendaftaran antar tembaga Disabilitas
fengap Pgrfcaawn Kependudukan Pemerintah dan
p.enyelenuaraan Sipil Lembaga Non
sistem data e
fempieh Kewenangan Provinsi
disabilitas serta terkalt Pendaftaran
pengeynaannyd |Penduduk.
dalam -
Perencanaan dan 2 11202 (103 |02 Pembinaan dan [Pembinaan dan ITidak Spesifik
{|penyusunan Peng: P terkalt Disabi
program dan Peny g8 P ft Penduduk
keglatan deh Pendaftaran
perangkat daerah 2 [12]02 | 103 |02 | duk Bimbingan Teknis | Tidak Spesifik
dan lembaga terkai.t Pendaft: isabi
mitra. |Penduduk




No Im:::::; . Target Capaian | No | Keglatan | Mo 'm' Bidang Kodefkasi SPD Program Keglatan SubKeglatan Keterangan r::::‘ B:::":::‘ Pap tocliaet
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning
2 [12]04] 101 | 01 |PROGRAM TPenataan rPenyusunan Tata Cara |Tidak Spesifik
PENGELOLAAN P Per Disabil
INFORMAS) Informasi P
ADMINISTRASI A P Evaluasi,
KEPENDUDUKAN penduduk Peng dan
Penyusunan Pelaporan
Adminduk terkait
Pengeiolaan Informasi
Administrasi
| Kependudukan.
2 [12f0a] 101 [a2 Penyusunan Tata Cara | Tidak Spesttik
g Data Disabi Dinas Kependudukan
Kependudukan yang dan Pencatatan Sipil
|Bersifat Data
Perseorangan, Data
Agregat, dan Data
Pribadi di Provinsi dan
Kabupaten Kota,
212|04]|1.02 j04 Penyetenggaraan [Koordinasi Berkala Tidak Spesifik
|Pengelolaan antar Lembaga [ il
Informasi Pemerintah dan
|Administrasi Lembaga
Provinsi Kewenangan Provinsi
2]12]04]1.03 01 dan dan Tidak Spesifik
g terkart L
] Informasi
Informasi Administras
A " Kep K
Kependudukan
Provinst
21204203 |02 ﬁlmblngan Teknis Yidak Spesifik
terkait P [ i
Informasi Administras
Kependudukan dan
Pendayagunaan Data
Kependudukan,
Urusan 2 [1a [02 | 1.02 |02 |PROGRAM P , [Tidak spestfik
Pemerintaha PENGENDALIAN  |Perkiraan dan Disabi
n Wajd yang PENDUDUK Pengendalian Pengolahan Data
Tidak P Ki L
Berkaltan Cakupan Daerah |Berbasis Keluarga
Dengan Provinsi
Pelayanan
Dasar-
|Bidang
Pengendalian
Penduduk
dan Keluarga
|Berencana
[ ilitas dalam Proses dan Penganggaran yang Inkiusif bagl Penyandang Disabilitas 18.941.725.769 29.041.746 | 18.334.566.266 28.110.839 | 18.280.566.266 28.028.046
3 dan 715.031.640 474.073.842 474.073.842

Menyusun mekanisme forum tematik

dalam proses P




Pagu Indikatif
Im::::;l Target Capalan | No | Kegiatan | No |$.:: Bidang Kodeflkasi 58D Program Sub-Keg :m::::‘ 5
2024 Apportioning 2025 Apportloning 2026 Apportioning
Ter 4 |Peny 4 |7 ya |unsur 5 (0102 ] 1.0 | 03 [PROGRAM G Tidak Spesifik 36.630.556 32.852.199 32.852.199
forum tematik mekanisme pedoman Penunjang PERENCANAAN | Perencanaan dan Pubtik Di
|disabilitas dalam forum pelaksanaan  |Urusan DAUAN | Pend;
proses tematik forum tematik |Pemerintaha | 5 |01 |02 | 1.01 |05 |DAN EVALUASI Pelaksanaan Tidak Spesifik 646.401.084 409.221.643 409.221.643
Perencanaan dan disabilitas disabilitas n- Bidang PEMBANGUNAN Musrenbang Provinsi | Disabilitas
|penganggaran. datam proses dalam proses |Perencanaan DAERAH
Perencanaan perencanaan s fo1fo2f 102 |ax Analisis Data dan |Analisis Data dan Tidak Spesifik Bapperida Prov. NTT 32.000.000 32.000.000 32.000.000
dan dan Informasi Informasi Disabiiitas
BE: penganggaran Pemerintahan Perencanaan
n daerah daerah Daerah Bidang  [Pembangunan Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Mengoptimatkan pembinsan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang dalam dan penganggeran
[Tersedianya Sa. |Penyusunan S5 |Pemerintah . = Tidak Tersedia
Peraturan peraturan |Provinsi dan
Daerah/kebijakan Daerah/kebija Kabupaten/Kot
yang mendukung kan yang a memilik!
pemenuhan hak mendukung Perda/kebijaka
Penyandang pemenuhan n yang
Disabititas sesuai hak mendukung
dengan Undang- Penyandang P h,
Undang Nomor 8 C hak
Tahun 2016 sesual |Penyandang
tentang dengan LU [
Penyandang No. 8 Tahun sesual dengan
Disablittas 2016 tentang UU No. 8
Penyandang Tahun 2016
Disabilitas
Mengintegrasikan fsu disabliitas dalam Rencana P langka Panjang Daerah, Rencana Jangka h Daerah, R gkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 18.226.694.129 17.860.492.424 17.806.492.424
Daerah Provinsi NTT serta dokumen panganggsran
Terfaksananya 6 |Pengembang | 6 |[Seluruh Urusan wajb | 1 102 02 | 1.02 |18 |PROGRAM Penyediaan Koordinasi dan Tidak Spesifik Dinas Kesehatan 957.913.600 902.316.320 902.316.320
program dan an program Perangkat yang PEMENUHAN Layanan il ProvinsiNTT
kegiatan dan kegiatan Daerah berkaitan UPAYA Kesehatan untuk  |Penerapan SPM
P P g |mer: dengan KESEHATAN UKP Rujukan, Bidang Kesehatan
inklusif n Inklusif idan pelayanan PERORANGAN UKM dan UKM Lintas Kabupaten/Kota
Disabikitas df a ganggarka |dasar - DAN UPAYA |Rujukan Tingkat
seluruh seluruh n kebutuhan [Bidang KESEHATAN |Daerah Provinsi
Perangkat Perangkat Disabilitas |Kesehatan MASYARAKAT
faian. il i Unsur 5 [o1 |03 [ 101 |01 [PROGRAM  [Koordinasi Koordinasi [ridek spesific 77021200 71.825.822 71825822
et A maan |Penunjang KOORDINASI |Pen d Y Dok D
. Urusan DAN |Bidang Perencanaan
Pemerintaha SINKRONISASI an dan 8! Daerah
:::f::ﬁ::?" n - Bidang PERENCANAAN  (Pembangunan Bidang Pmerintahan
Perencanaan PEMBANGUNAN |Manusia (RPIPD, RPIMD, dan
DAERAH RKPD)
50103101 52“ Asistensi Penyusunan [Tidak Spesifik 114.133.400 108.938.022 108,938.022
Dokumen Disabriitas
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Pemenintahan




Strateg!
Implementas]

Target Capaian

No

Keglatan

No

Indikator
Capalan

Kodefkasi SPD

Program

Dinas/Badan yang
menangani urusan

Pagu indikatlf

2024

Apportioning

2025

Apportioning

2026

Apportioning

Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan

Tidak Spesifik
Disabllitas

Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD,
RPIMD dan RKPD)

Tidak Spesifik
Disabilitas

Asistensl Penyusunan
Dok

Tidak Spesifik
o

Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
8idang Pembangunan
Manusia

Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pernbangunan
Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan
Manusia

Tidak Spesifik

| Disabiiitas

{Koordinasi

Tidak Spestfik
b

dan Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan
Manusia

[Koordinast
Perencanaan
Bidang
Perekonomian

Daya Alam}

Koordinast
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah

dan SDA (Sumber |Bidang Perekonomian

{RPJPD, RPIMD, dan
RKPD)

Tidak Spesifik
Disabilitas

100.004.900

94.809.522

94.809.522

238.462.301

283.266.923

283.266.923

50.591.400

45.396.022

45.396.022

494.804.622

494.804.622

670.812.301

665.616.923

665.616.923

390.710.468

384.649.193

384.649.193




Strategi
Implamentas|

Target Capalan

Keglatan

Indikator
Capaian

Kodefikasi SPD

Program

Dinas/Badan yang
menangan! urusan

Pagu Indikatif

2024

Apportioning

2025

Apportioning

2026

'| Apportioning

102

102

(i)

102

03

102

«f

102

—
103

103

Asistensi Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
|Bidang Perekonomian

Tidak Spesifik

/|Disabihitas

Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian

Tidak Spesifik
Disabilitas

Koordinasi

Tidak Spesifik

Perencanaan
Pembangunan Dagrah
Bidang SOA (RPIPD,
RPIMD, dan RKPD}

| Asistensi Penyusunan
Ead

Tidak Spesifik
s

| Perencanaan

| Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang SDA

|Pelaksanaan

Tidak Spesifik

Blcah

¢ dan
Evaluas! Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang SDA

Iloordlnasn

|Koordinasi
P Dok

Tidak Spesifik
i

Bidang

Perencanaan
b Daersh

Kewilayahan

dan

| 8idang Infrastruktur
(RPIPD, RPIMD, dan
RKPD)

Asistensi Penyusunan
| Dokumen
|Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur

Tidak Spesifik
Disabilitas

400.000.000

393.938.7225

393.938.725

192.355.234

189.293.959

189.293.959

195.355.234

189.293.959

189.293.959

200.000.000

193.938.725

193,938.725

89.938.725

89.938.725

771.222.535

765.161.261

765.161.261

50.000.000

43.938.726

43338.726




Strategi
implementas|

Target Capalan

No

Keglatan

Indlkator
Capaian

Bidang

Kodefikast SIPD

Dinas/Badan yang
menangani urusan

Pagu indikatif

22024

Apportioning

2025 Apportioning

2026

Apportioning

Pelaksanaan
|Monitoring dan
|Evaluasi Penyusunan
| Dokumen

| Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur

Tidak Spesifik
Disabilitas

Koordinast
Dok

Tidak Spesifik

i L4

Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
(RPJPD, RPIMD, dan
RKPD)

Asistensi Penyusunan

Tidak Spestfik |
Mg

Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan

Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daersh
Bidang Kewilayahan

Tidak Spestfik
Disabilitas

200.000.000

193.938.726

193.938.726

385.611.266

379.549.993

379.548.993

25.000.000

18.938.726

18.938.726

100.000.000

93.938.726

93.938.726

Unsur

| Penunjang
Urusan

| Pemerintzha
n- Bidang

| Keuangan

PROGRAM

PENGELOLAAN

KEUANGAN
AERAH

[Koordinas dan
Penyusunan
Rencana Anggaran
Daerah

Koordinas) dan

Tidak Spesifik
Hei ¥

Peny KUA dan
PPAS

Koordinasi dan

Tidak Spesifik

Disab

Perubghan KUA dan
Perubahan PPAS

Koordinasi,
dan

Tidak Spesifik
5

Verifikasi RKA-SKPD

Koordinasi,
y dan

P

Tidak Spestfik
=

Verfikasi Perubahan
RKA-SKPD

Koordinasi,

dan

Tidak Spesifik
ih

Y
Verifikasi DPA-SKPD

Pembinaan

Tidak Spesifik
P

Daerah
Kabupaten/Kota

429.638.827

429.638.827

429.638.827

466.832,511

466.832.911

416.832.911

50.000.000

50.000.000

50.000.000

108.634.301

108.634.301

108.634.301




Strategi
implementasi

Target Capaian

No

Kegiatan

No

Indikator
Capalan

Bidang

SIPD

Dinas/Badan yang
menangani urusan

Pagu Indikatif

2024

Apportioning

2025 Apportioning

2026 Apportioning

101

0z

101

o]

02

101

a2

101

10

101

1

101

12

101

102

02

1.02

Koordinasi dan
P Peraturan

Tidak Spesifik
o

rEny
Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Koordinas dan
Peny Peraturan

Tidak Spesifik

Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

Koordinast dan
Penyusunan Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

Tidak Spesifik
Disabilitas

Koordinasi
Perencanaan
Anggaren Pendapatan

Tidak Spesifik
Disabilitas

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Belanja
Daerah

Tidak Spesifik
Disabilitas

Koordinast
Perencanaan
Anggaran Pembiayaan

Tidak Spesifik
Disabilitas

|Pembinaan

Tidak Spesifik
L

Per N
Penganggaran Daerah
Pemerintah Provinsi

rl;emblnaan

!Evaluasl Rancangan

Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

Daerah
tentang APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

Tidak Spesifik
Disabilitas

|Evaluas! Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD Kabupaten/Kota
dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten/Kota

Tidak Spesifik
Disabilitas

2.848.972.669

2.848.972.669

2.848.572.669

3.322.749.154

3.322.749.154

3.072.749.154

1,020.713.940

1.020.713.940

1.270.713.940

80.000.000

80.000.000

50.000.000

50.000.000

60.000.000

50.000.000

$0.000.000

60.000.000

50.000.000

534.855.500

538.000.000

539.000.000

505,570.900

508.000.000

510.000.000




Stratogt
Implementasi

Target Capalan

Kegiatan

Il kastor

Kodefikasi SIPD

Program

-8

Dinas/Badan yeng
menangani urusan

Pagu Indikattf

2024

Apportioning

Apportioning

2026

Apportioning.

102

102

ol

1.02

0

102

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran

||Petaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Tidak Spesifik
Disabilitas

Asistensi Pengelolaan

Tidak Spesifik

|kabupaten/Xota

Regulasi
Bidang Keuangan
Daerah

Tidak Spesifik
Disabiiitas

Konsuftasi dan
Koordinasi Pembinaan
Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
|Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

Tidak Spesifik
Disabilitas

[Konsuhasi dan
Koordinasi Pembinaan
Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD Kabupaten/Kota
dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten/Kota

Tidak Spesifik
Disabilitas

Bakeuda Prov. NTT

502.371.800

509.000.000

510.000.000

569.597.000

570.000.000

§70.000.000

100.000.000

100.000.000

105.000.000

100.000.000

105.000.000

110.000.000

100.000.000

105.000.000

120.000.000




Strategl
Implementasi

Target Capalan

No

Kegiatan

No

indikator
Capaian

Bidang

Kodefikasi SIPD

Program Kegiatan

Sub-Keglatan

Keterangan

Dinas/Badan yang
menangant urusan

Pagy Indikatit

2024

Apportioning

2025

Apportioning

2026

“Apportioning

1.02

11

102

12

104

106

Konsultasi dan

Tidak Spesifik

Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Petaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
APBD

Kabupaten/Kota

Di a

Pembinaan
Impl Sistem

Tidak Spesifik
=

Informasi
Pemerintahan Daerah
Bidang Keuangan
Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Konsolidasian
Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan
Statistik Kevangan
Pemerintahan Daerah

Tidak Spesifik
Disablitas

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntans! dan
Pelaporan
Keuangan Daerah

Penyusunan Analisis
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Tidak Spesifik

Peng: Data
dan implementas!
Sistem Informasi
Pemerintah
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

dan
Analisis Data Bidang
Keuangan Daerah

Tidak Spesifik
Disabilitas

100.000.000

105.000.000

120.000.000

100.000.000

105.000.000

106.000.000

100.000.000

115.000.000

116.000.000

309.457.002

309.457.002

309.457.002

Urusan
Pemerintaha
n Wajib yang
Tidak

| Berkaitan
Dengan

101

Dasar-Bidang
Pemberdayaa

n Masyarakat

2|

101

PROGRAM | Pembinaan dan
ADMINISTRAS! | Pengawasan
PEMERINTAHAN |Penyelenggaraan

DESA Pemerintahan
Desa

Fasiiitasi Penyusunan,
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengawasan
Pembangunan Desa

Tidek Spestfik
Disabilitas

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa

Tidak Spesifik

|Disabiiitas




Strateg) Indikastor 22 o Dinas/Badsn yang Pagu indikatif
el Target Capalan Kegiatan Casaiety Bidang Kodefkas| SIPD Program L menangani urusan
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026
dan Desa 2|13|04/105 |14 Pembinaan dan Tidak Spesﬁk - - =
Peng; atas D!
|Penetapan Rancangan
|Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
| Kabupaten/Kota
dalam Pembiayaan
Desa
Pembinaan dan [~ 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pengawasan
Penetapan Pengaturan
2 13] 04 101 por BUM Desa I'“ Spesifi
& A
Lembaga Kerja Sama
antar Desa
PROGRAM Pemberdayaan Fasilitasi Penataan, Tidak Spesifik 100.000.000 100.000.000 100.000.000
PEMBERDAYAAN |tembaga | Pemberdayaan dan [
LEMBAGA y Pendayag
AT |yang Berg 3
AN, LEMBAGA d Bidang Lembaga
ADAT DAN Y y
MASYARAKAT Desa | Desa/Kelurahan (RT,
2131 05| 201 D001y ;M ADAT  [dan Lembaga Adat |RW, PKK, Posyandu,
Tingkat LPM, dan Karang
Daerah Taruna), Lembaga
['¢ /K Adat D "’
serta dan Masyarakat
Pemberdayaan Hukum Adat
Masyarakat
Hukum Adat yang [peningkatan Kapasitas |Tidak Spesifik OPMPD Prov. NTT 125.000.000 125,000,000 125.000.000
Y + Disabil
|Petakunya tukum |y ompaga
Adatiyang | xeMasyarakatan
Sama dalam | Desa/Keurahan T,
Daerah RW, PKK, Posyandu,
2|13] 05| 201 poo |Kabupaten/Kots | pa, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Fasliitasi Penyediaan  [Tidak Spesifik - - -
Sarana dan Prasarana |Disabilitas
|tembaga
| KeMasyarakatan

|Desa/xe0urahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat




Strategl
implementas]

Target Capalan

No

Keglatan

Indikator
Capalan

Kodefkas! S5IPD

Program

Dinas/Badan yang
menangant urusan

Pagu Indikatf

2024

Apportioning

2025

Appartioning

2026

Apportioning

05

201

201

D00

Fasilitas|

Tidak Spesifik

Peng gan Usaha
| Ekonomi Masyarakat
dan Pemerintah Desa
dalam Meningkatkan
Pendapatan AsHl Desa

Faslitas) Tim
Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan
Gerakan
Perberdayaan

Mas yarakat dan
Kesejahteraan
Keluarga

D

T S — S N ————

Tidak Spestfik
Disabilitas

365.000.000

272.106.286

246,860,232

284,939,010

365.000.000

365.000.000




Fagu Indikatit

yang
menangan! unsan 2024 Wl 2025
4.920.288.511 7.541.862 4.929.510.184

955.912 945 1465520 1.201.190.100

Indikator Capalen Bideng Kegistan Keterangan

ﬂmn £ Paningkatan Pelayanan den Fasilitas Publik yang mudsh diakses bagi Perwandang Disabilitas
6 |Memasukkan mates| tentang datan program pendidiian den pelat han Aparatur SipH flembaga dan Daersh
7 [Penyusonan modul/ 7 [Tersedisnya modul/kurskuksm

|

Tidak Spesifik

Terselengganny?

dan Pelatihan

disabilltas bagi
seturuh Aparatur

sensitivitos disabilitas
datam program pendid kan
dan pelatihan bag sehwuh

isensitivitas disabiditas dalam
program pendidiken dan
pelatihan bag seduruh Aparatur
Sipil Negara Pemesintah Daerah,

Unsue Panunng Urusan | 5 ]| 3| 2 0203 | 2 [PROGRAM "gembangs Toens

Pernerimahan - Bidang

o]

(Canter
Koordinas: den Xerja Sama
Pelaksanaan Dkixt

[Disabiitas
Tidak Spesifik
Disabiites

Sipil Negara
kemanterian/lembag
a dan Pemerintah
Daerah.

(Aparat ur Sipil Negara

—t
P il Dnatati, 8  [Program pendidikan dan 5 Jaf 2

pelatihan Aparatur Sipk Negara
Pemerintah Daerah 5 f3f 2
menggunakan modul/furikulum

sensii.vitas disabilfeas. s 120 2

[Perngwatan Kapasias  [Tidek Spesith
Kinerja ASN Disabilitas
[Pengeloaan Admirisirasi  RTidak Spesific
Diklat dan Sertifikasi ASN [Disabiitas
82 n Pandidiken ak
Laniutan ASN Disabidtas
Fasllitasi Sarofikasi
Jabatan ASN
Evaluasi dan
Sertifikasi Jabatan ASN
Panyusunan Stand ar ik
Parangkat .
Pemerintshan Dalam
NegeriKompetens: Tenis
Umum, inti, dan Pilhan
bagi fabatan Administ rasi
Penyslenggara Urusar
ipemenntahan Koncuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

I |

+

Disabilitas

S |

Gnsw Panunjang Urusan 2 [PROGRAM
-Bidang Teknis
Penddikan dan Pelstitan SUMBER DAYA
MANUSIA

s |4] 2 [ote1]3 [Penvelenggaraan

Kompetensi Texnls Umum,
Inti, dan Plihan bagi
Jabatan Administrasi

Pemerintahan Lmum

|[Pembinsan,

Fasiltasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pela poran

Teknts Umum,
inti, dan wahan bagi
Jabatan Adrministrasi
Urusan
Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemertahan Lmum

[Sentifhas,  [Peteksanaan Sernfkast
&

Provinsi dan

S (4] 2 [0202]3]

- =
s | 4] 2 Joicz]e Pengelolaan Tidek Spesifik

Terags

dan Sumber Belapr

Petaksanaankerja Sama [Tidek Spesifih

Antar Lembara- [Disabiitas

Pemusunan Standar Fidak spesiih

Perangiat Pembeinaran | Disabilitas.
Dalam

S|4 2 [0202]5]

af o

s [a] 2 [0307]




No. | Strategi Implementasi

Target Capaian

Bidang

Kodeffkasi SIPD

0102

7

0102

Sub-Kegiatan

Penyelenggaram

| Tidek Spesific

Kompetenu bagi Pimpnan
Oaer oh, jabatan Pmpinan
Tinggi, Jabatan
Fungsional,
[Keperimpnan, dan

Oings/Baden yang

[Pembmnaen;
Pengonrdinasian,
Fasiasi, Pemantsuan,
Evaluzsi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifkas;
Pengelotannkelembagaan
dan Tenaga Pengembang

Sumber Beiajdr, an Kerja
Ssma, serta
Pengembangan

i Pimpinan
Oaarsh, labatan Pimpinar
s, X 3 E
|dan Prajabatan

Tidsk Spesih
Disabiil as

dsn
[Pangembangan stander
operasional dan
penyedaan layansn puobk
terkait infrasiruktir yang
mudah diskses oleh
Perryandang Disabilltas

i
g

1.108.000.000
—

bugi Pomymmlieny |
standar 2

Urusan

den (asiitas fayanen publik

terkak Infrastrukiur yang mudah

diakses oleh Penyandang
Disabitas

Wailh Yang Berkaitay
Dengan Pelaysnan Dasar
Bidang Pekerjaan Umum
dan Penatasn Rusng

01.01

Jpe maavximan

01 01

01.01

01.01

PERATAAN

Kawasan Strategn
Daersh

|infrastruit ur Kewsasar
| Permws kiman i Kawasan
Stratagis Daerah Provinsi

Pemanfastan dan

Todwk Speshk

[intrastrukt ur Kawasan
imen a1 Kawssan
trategis Deerah Provingi

Pengendalion
nirastrukt ur Kawasan
|[Permukimend | Kswasan
|Strategis Deerah Provinsi

[Tidok
[Dissbilies

Pembinaan

[Tk Spesific

infrast ruktur Kawasan
Permukiman d| Kawasan
Stratagit Dsensh Provinsi

Penetapan dan

Perencanten,

TTdak Spesiic

0101

01.01

0.0

[Strategis Daersh

Gedung urtuk
Kepentngan Strategs.

[Ginas PLPR Provin |
NTT- Bidang Cipta
Karys-Seksi Penataan
Bangunan Gedung
den Ungungen

1 [PROGRAM
PENATAAN
[BANGUNAN DAN

UNGKUNGANN YA

[Dsabins fon |
dan Disabiltas
Sevsorik

100,000 000

100.000.000

100.000.000

100 000.000

100.000_D0C

100 000,000




" : yang
Stratagiimplementasi Target Capaisn No. Kagistan No. Indikator Capaian Bidong KM-I.SI'D Program Kegiatan Sub-Kegiatan Ketarangan o = o E p F;
1 [3] s foror]2 Supervisi |isabittas Rsik [ Dirws PUPR Provins: d 100.000.000 100,000,000
PenatsanyPemedibaraan  |dan Disabittas NTT- Sidang Cipta
dan Sensorik | karya-Seksi Penataan
Bangunan Gedung
e
1 [3] 9 Josor]z
T [3] 9 [o01]4
T3] 9 [os03]5]
1 ]3] 9 w01 Tl Diras PUPR Provinsi
Bangunan d2n Disabiktas. NTT- Bidang Cipts
iLingkungan Kepaca Sensorik Karya-Seksi Penataan
Kab/Kata Bangunan Gedung
dan Lingkungan
T3] [o201]7] 25 Fok PUPR Provinsi 200.000000 700.000.000
[Penataan/Pemetitaraan  [den Disablbtas NTT
[Bangunan dan tingkungan [Sensorik
T3 | 0 [0103 |3 |ProcRAM [Pervetenggoraan Penyusunan Rencana, Spesifik
PENYELENGGARAAN lialan Provinsi [xebijakan, Strateg: [Oisabiiitas.
DALAN [Pengembangan laringan
Jalan serta Perencanzan
Teknis Penyetenggaraan
Jsakan dant Jembata
1 [3 ngunan lsian fidak Spestik
bisitas
13 an ek Spesi
it as
143 witast jalan Spasifik
isabiitas
13 Pemelinarasn Berkaila ok Spesifik
falan »s
103 Pemeltharaan Rutin jaisn [Tidsk Spesifik
113 Panangguisngan Spesifk
Bencana/Tanggap Darurat
T [3| D (o501 ]2 [Pemantauan can Evauasl [Tidak Spesifik
Penyelenggaraan .
1 3] Jorer|2s [Pengawasan Teknis Spesifih
Penyelenggaraan piltas,
Jalan/ jerbata %
13 iPenetapan Rencana  [Pelaksanaan Persetujuan Spesifk || Dinas PUPR Provins! ] ?
Tata Ruang Wilayah  [Substansi, Evaiuas: dan Disabiiitas NTT-8idang
PENATAAN RUANG  fdan Rencana Rinci  |Peneta pan RTRW Provinsi Penataen Huang dan
Tata Ruang Provinsi Pengembangan
Wilaysh
- S
1 3] jaada|z2 Petaksangan Persetujvan [k Spesifik Dinas PUPR Provirst
Substansi, Evaiuasi don  |Disabiitas NTT-Bidang
Peneta pan RRTR Provinsi Penaman Ruang dm
Pengembangan
infrastrukr Wikayah
1 (3] 12 fozo1|3 [Penetapan Kebiakan  [Tidak Spesifik | Oiras PUPR Prowinsl | 100.000.000 200.000.000 100.000.000]
dalam rangka Pelaksanaar |Disabiiitas NTT-Bidang
Penataan Ruang Periataan Ruang dan
Pengembengan
nfrastuktur Wiayah
T3] 2 [moz]1] [Koordirasi don TRoordias dan Spesitk | Dinas PUPR Provimsl
L i i NTT-Bidang
Perencanaan Tata  [RTRW Provinsi Penataan Ruang dan
Ruang Pengembangan
Wikayah
7§32 [ol02]z2] [Koordirasi dan T Speoic | s PLPR Provin - 3 =
i NTT-Bi dang
[RRTR Provinsi Penataan Rusng dan
Pengembangan
Infrastruktur Wikyah
1 f3 12 jorozfz [Evovasi Rancangan Tidak Spestfik | tnas PUPR Provinsi | 250.000.000 306.000.000 200.000.000
Peraturan Daerah tentang |Disabi itas NTT-Bidang
RTRW dan RRTR Penataan Ruang dan
Kabupaten/Kota Pengembangan
infrastrukter Wiayeh




yorg

No. b/ i No. Na. Indbkator KodeEkasi SPD
Strategl implementasi argat Capaian Kagiston Capslan Bideng Program Kegiatan Sub-Kegiatan Ketarangen
1 |3 12 |o102]4 Peningkatan Peran [Tidok Spesifik Dinas PUPR Provirsi of
Masyaralat daiem [Disabiitas NTT.Bidang
Penataan Ruang Penatasn Ruang dan
Pengembengan
Infcastruktue Wikaysh
Urusan Pemerintahan T [4] 5 02011 jPRoGRAM
Wajl Yang Berkaitan PENINGKATAN
Dengan Y: Dasar T 125 1011 7 SARANA
Bidang Perumahan dan [DAN UTH ITAS
Kawasan Permucman UMUM PSU)
T[4 % [0ei]3]

Urusan Pemerintahsn 2[5 2
(Wajib yang Tidae
Serkaitan Dengan T 150 2
[Peiayanan Oasar -Bdang
Perhubungan
— e
Urusan Pemerintahan 2 Jixf 3 X ROGRAM Pencegahsn G DLMC (UPT 5.000.000 5.000.000
Wil yang Tidsx PL NGENDALIAN Pencemaran dan/atz s {Uingkunga s +#dup Provins, fosisyanan yang Laboratorium
Berkaitan Dengan PLNCLMARAN ebih raman Lingkungan)
Pelayanan Dasar - Bideng DAN/ATAU Hidup jdisabiivas
lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
W [Forsedanys Aksesibias bag  JUrusan Pemerintahan T [1] 2 0103 | [PROGRAM TPengeiciaan [Pambangunan swana  [Paningiatsn | Oines Pendidion dan| 100000000
| isabifttas di SLB [disabilitas o Sevolah Luar Biasa | Waiis yeng berkaitan PENGELOLAAN khusus dan utiftas loeaya nan Kebudayean Provinsi
dengan Pendidian Desar - PENDIDIKAN sebolah [disabiftas yang NIT
[Sddang Pand'dian ramah
forgku g
T [Mernastikan indikator Standar Pelvanarii 5.000.000
= Treseh 3 rinsip T 13 ] 9 01017 [PROGRAM TMiordorng Trox Spesite
layaran kebutuhan nondiskriminatif terhadep [Minimum di Pemerinitah Deevan [W ajibmng Berkaits PENATAAN /P
dasar yeng mudah Penyandang Dissbiiitas vang mengakomodir prinsip iDengan Petayenan Dess’ - BANGUNAN DAN jdan Lingloungen di Bangunan dan Lingkungan
icinkses can dalarm Standar Pelayanan nondiskrimintalf terhadap [Bideng Peker2an Umum LINGXUNGANNYA Kawasan Strategts
jnond sknminatit Minimal il Pemerintah [Peryandang Disabiitas dan Penatasn Rusng [Daarah Provirsi den
erhadep [Pseab Lintas Deerah
Penyandang [Kabupaten/Xota
st e e Ea N e Tanen
Pomenntahan - Bidang DAN Qidang
Perencanaan dan Daemh
PERENCANAAN Kewitayshan |Bicang nfeast nktur
PEMBANG UNAN (RPID, MO dan RKPD}
N RN R B Assiewsl
Dokumen Perencanasn Pisabidtas
Pembangunar Perangiat
Daersh Bidang
fnfrastruldur
S 112 [0503]3 | AMorRorng [Tdak Spesti
dan Evohuasi Penyusuren  [Dissbiites.
[Dokumen Perencanaan
Pembengunan Perangrat
Daersh Sidang
profrastrukt ur
S f1 3 [0203]¢] Koordinasi Pelaksanaan [TIdak Spesifi
Sinergitas dor Pisablitas
|[Hammonisasi Perencara ga
[pembangunan Daerah
|Bidang infrastruktur
S T3 [203 |5 g
Pembangunar Daerah
Bidang Kewilsyahan
[RPIPD, RPIMD dan RKPD)
S T3 [o103 [e|
Pembangunan Peranga
Dawrak Sidang
Kewilayshan
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Pagu indikatil
¥ g yorg
Strategi implementast Target Capaisn No. Kegistan No. Indikator Capsian Bidang Ketarangsn Sosi ] = ==
|Tidtak Spesific
Disabiittas
Tidok Spesik
Deabiias
[Tersedanya sandar | 10 JAsictensi dan Supervisi | 11 [Terseleaggaracys Asbtens tan | Urusan Prrmenntahon Tidek Spesifik
dan pedoman bag [penerapan Standar Supervisi panerapan Standar Waijib Yang Berhaitan
peiayanan Palayanan Minimal bidang Petayanan Minimal bidang Dengan Pelayaran Dasa‘- Tidak Spest
penanganan Bencara o Pemerintah Bencana di Pemerintah Daerah | Bidang Perumaten dan Disabiitas
kebencanaar bagi Daeran Kawasan T Speue
Penyancang Dissbiitas
Disabilitas sesual
dengan ketentuan
Standar Pelayanan |nu. Spesifik
Minimat [Disabivtas.
Tidak Spesifik
[Disabittas
[Videk Spestfik
Disabiinas
Unsur Penun;ang Unisan [Fidek spestic
Pemenrtahan Bidang
Perencanaan
PERE NCANAAN dan Pembangunan  |Bidang Newilayahan
PEMBANGUNAN Monusia (RPIPD, RPIMD dan RXPO)
T2 [Tervedianya siandar can [Unsan Pemerintahon 7 ]0101 | 4 |PROGRAM Penyelenggaraan  |Peambinasn [Tk spesifk
|pedomen petayanan prasarana, | Wagh Yang Berkaitan peda
sarana dan utitas Permukiman | Dengan Pelzyacan Dasar- [PERMUaMAN Permuldmen di Lnfrast rukt ur Kawasan
bagi Penyandang Disabiitas Bidang Peker/san Unum Kawasan Strotegis Permuiiman o Kawasan
sesual dengan ketetuan Standar |dan Penataan Ruang. Daerah Strategls Daerah Provinsi
Petayaran Minimal Provinsi
eraky kan C W %t A Urusan 7 [0103 |a [PROGRAM F [Sras Pondidian don 500,000 5,000,000 5.000.000
[veriikasi aksesivilieas bag) bagl disabilitas i Sekolah uar  |Wajib yang beriaitan [PENGELOLAAN Pendidian dusus dsn manajeme semiah Kebudayaan Provinsi
| Disabiicas & Sekotah Luar Basa dengan Penaidikan Dasar- JPENDIDIAN pendidian khaus NTT
asa Bidang Pendiditen
ummWM%ﬁnﬁﬂ: mudah diakses oleh Besandane Oisabilitss 70444 445
Torsclenggaranys iy n Gan evaluast Wmuwn 7 [0301] 5 [PROGRAM  [Fasias Reformas  [Fesian Peningiatan [ Tiak Spesiik
pemantauan dan temadap kusitas iayanan pubii yang Pemerintahan  Siciong PENATAAN Bokrasi dan Petayanasn Publk Deabiias
evalumsi terhada o |petayanan publik yang berkelanjit an bag) disabittas  [Sekretarat Daecah Gnena
kusalitas pelaysnan mudah diskses bag! [sesusl hasll evaluasi pelaysnan
[publix yang mudah [Penvandang Disabiiitas toubiik (PermenPANRS No. 17
diskses bagi [Fahun 2017)
i 4 [Terselenggaranva pemantauan  [Urusan Pemenntahan 7 [ozo1 nguan
o ldan evaiuasi terhadap kusitas  [Wajo Yang Berkaitan NGELOLAAN Tanah untuk Ar =
pelayanan publix yang mudah W‘:hvwm Dasar- IMBER DAYA AR [Baku Pambsngunec.Sumun Air Tanan untok A Baby
idiakses bagi Penyandang Bidang Pekerjaan Unum
itas i Daerah [dan . 9 0101 | 6 [PROGRAM Penveienggaraan T Spesitk
PENATAAN [ Penataan oan i
BANGUNAN DAN  [ldan Unglumgan 6 [Lingkungan Kepada
LINGKUNGANNYA  |[Kswasan Strawegis  [Pemerintah Kao/Kota
Daerah Provins dan
Lintas Daerah
[Kabupsten/Xota
[rerseiengarara T2 [Peyus unan laporan aud® | 15 [Tersedtanya laporan sudit 9 o017 [Tioek spesit
audit ternadap herhadsp bangunan dan terhadap bangunan dan fasiblas Bangunan v an :
bangunan dan rasiitas pubkik yang mudah bbubiik yang mudsh diakses bag: joa [pangunan dan tingkungan
[fasiiitas public yang diskses bagi Penyandang Peryandang Disabiitas Linghungan o
mudsh giakses bag Kawasan Strategis
[Penyancang Daesa
Disabilitay Provinsi dan lintes
Doerah
Kabupaten/Kota
Perencanasndan  [Pemyusunan Rercana Aksi PO FO.44 445
PENGELOLAAN ¥ asieasi ®
PERBATASAN [Fisik, Pemarintahan,
[Ekonomsi can Kesra di
[Kawasan Perbatasan.
225.458.500 91.150.100 185,495,500
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Fagu indiianit
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No. | Stratepi implementasi |  Target Capaian | No. Kegiatan No. indikator Capatan Bidang Kodefikasi SIPD Peegsem Kegistan Sub-Keglatan Ketaramgan | T pre e i
Tersslenggaranys Pelsksa naankaj usng Tersedianys (aporan atau berita |Unsur Pendukung Urusan PROGRAM & Pengadian  [Peringkaten Biro Pengadaan 35668.300| 16.547.600 30.668.300
Kaji uiang dam {review) paket-peloet acara hasil kajl ulang paket-paket | Pemerintahan - Bidang KEBUAKAN DAN Pengadasn Barang Barang dan Jasa lstensi bagi Barang dan lasa
yang Sekretar at Daerah PELAYANAN dan Jma. Setds Provingi NTT
berbagai produk yang akan berproses skan berproses tender/seleisi |PENGADAAN fasilites pubih {uxpes)
perencansan yang tender fseleksi sudah sucsh mematu hi ketentuan bagi BARANG DAN JASA lyang ramah bag)|
axan dipioses memat uhé ketent uan bagi penyandang disabillas penyandang
wah disabittas
memenuhi
katentusn hdum
tau standar yarg
berisiu bagi
i [Pemantavan dan evak Gan[Onsur 8 Unsan [PROGRAM Pengriosan ‘Pemantauan Gon evelvasi Biro Pengadamn 95.321.800 31,433,800 75.348 800
pemantauan dan terhacap pelaksanaen evaluas! terhacap pelsksanasn | Pemerintahan -Bidang KEBUAXAN DAN Pengsdasn Barang ipengadaan barang dan atensi bag! Borang dan Jasa
avalussi terhadap fisk fosiiitas pembanguasn feik fasiites Seloretariar Daerah IPELAYANAN dan Jasa jasa |pemenuhan Setda Provinsi NTT
pelaksanaan pubiik yang ramsh bagi publik yang ramsh bagi PENGADAAN tasilitas publih (UxPB))
fisik dang Dissbiittas Peryandang Disabilitas BARANG DAN JASA yang ramah bagi
fasilitas publix yang [pewandang
ramah bagi disabiftas
|Peryancang (semuaragam
| Osabilitas disabibitas)
[PubHiasi produk UMKM | Terselerggaranrya Melskukary memiasitas | [Teriskananya pandnyangan | Unsur Pendukung Urusan [PROGRAM [Fongeloaantayanan |Pengeotasn Sstem [Membanty Biro Pangadasn 94478400 43.208.700 79.478.400
dl e katalog dan 1oko pubkixasi atau Pprociuk. produk: produk UMKM dari pars | Pernerintahan - Bids ng DAN Secara Pengadaan Secara [pemasaran dan Barang dan ja3
dering | penamyangan produk [produk UMKM dari pars penyandang disabitas die- Sekretariat Deersh PELAYANAN Dekt roné (LPSE) Elekironik peningisten Setda Provinsi NTT
prodik UMKM dari dnablitas die- kstalog dan loko daring PENGADAAN pendapstan (L)
| pervenoeng katalog den 1oko daring BARANG DAN JASA bap
|disabitas die-
katalog dan toko |disabititas
: Akses Permukimanyang T Gan Mudeh DL iy Disabliites
10IMeni mmgmgmmmwmm Perwandane Disabititas, term: tor) dan listrik hasi Py Disabilitas
Tersediinya 13’ [Pengembangan kewasen 16 [Tersedianya permudman vang | Urusan Pemarintshan 415 1.01 PROGRAM Urusan 'T’myodlun Prasarana, Jricek Spasitic
2 yang yang mudah mudah diakses oleh Penyandang | Wejib Yang Berkaitan PENINGKA TAN Penryelenggaraan PSU [Sarana, dan Utilites [Disabiitas
mudsh ciakses oeh diskses oleh Penysndang Disabitites Dengan Peizyaran Dasar- Umum di Permuiiman
meliput jalan, Bidang Perumahan dan [DAN UTLITAS untuk Menunjang Fungsi
Disabliites. Akses rusng publi {ruang Kawasan Permuimen UMUM (PSU) Permu kiman
meliputl jalan, ruang tarbuia hifau dan tempat
publix (rusng ibadah), serta sarana
verbuks hijeu dan dan
tempat idadah), dasar (air, sanitasi, serta
Serta sarane sty
prasaranadan
infrastuktur dasar
{aw, sanitasi, serta
enorg dan Hstrik)
[Versedianya fasiitas. | 14 |Pengembangan progran [ 17 [lerseienggacanya program | a1 6 [o101] 1 [PRoGRAM [Sertimbass don Koordinas: dan [Toek Spesii
pembiayasn fasilitasi pembiaysan fashi tasi pembiayaan perumahan i bagi Orang ||Sinks onusast Penarditan  [Disabistas
perumashan bag! e han bagi bag Penyandang Disabilttas PELAYANAN atau Badan Hukum [ Sertfikasi den Registrasi
Disabittas SERTIF IKASL, |vang Metaksanskan | Pengembang Perumshan
Disabilites dengan KUALIFICASY, | Perancangan dan dengan Xusiifizast
memenfastan [KLASIFIKASI, DAN Rumah
program perumanan BIDANG [serta
yang memberikan DAN Sarana dan
prioritas dan/atau [KAWASAN |Utiktas Umum PSU
kemudehan bag! PERMUKIMAN | Tingkat Kemampuan
Penyandang |
Disabilites.
2] 5 o101 ] 3 |PROGRAM TUrusan !m Soms Spesiti
AN Py
SARANA I:SU ki
Tercapoinya 15 [P B [ie vera a5 [mo1]2 Woordhasl den Lu« Sesifk
peninghatan jumiah pokicy datam cangka layak berdasarkan affirmatve dalamrangka [Disabiitas
i _ ipolicy bagi Penyandang Penyediaan Prasarana,
Dsabilras yang layak bagi Penyvandeng | disa bitkcas Sarana, dan Utititas
tnggatci Umum Permukiman
peemukiman yang
layak.

| 11 [Messernag Pemerintah Deersh untuk menetephss Persturan Daerah m ansenal Samgurse. sk [ay) menecokan standsr bangunan vena mudsh diskses oleh




No. | Strategi treplementast Target Copsian Ne. Kagiston No. Indikater Capaian Bidang Kodefikasl SPD Program Negiatan Sub-Kegiatan Ketarangan Y . 1
= menangani srusan 024 Acportiening 2028 Apportioning 2026 Apportioning
Te 16 9 Peraturan Deersh 4 s Joon| Perencanasn Pevyediaan [Tidek Spesifk
Pefaturan Daeran Deerah rmengenal mengenal bangunangedung PSU Permuldman |Oisabinas
mengena: bangunar yang veng
gocng yang imenerapkan SLANGar bengunan yeng mudah diskses
menerapcan slandar lbangunan yeng mucah oleh Penyandang Disabllitas
bangunanyang dinlnes olzh Penyendang sesusi Paraturan Menterl
mudah diskses ovh Disabiftas sesuai Pekeriaan Umum dan
Peryanciang. [Peraturan Meneri Persmahan Rakyat.
Disabilitas sesus’ Urnusm dan
Peraturan Mentert |Perumanan Rakyat
Peberjaa n Umum
[dan Peru mahan
e
T o e o oo M Ol R O~ I T ) L T
- ——
12 prosarana, sarane, don layanan m yorg mudeh diakses den remah dsabiites 3194375568 7453.320.004 1728442085
Tersedianye 17 [Pengewbngan ketjakan | 20 [Tersecianye hebyakan don [Urusan Pemerirtanan 5] 2 o011 [PROGRAM [Penetapen Aencana  [Peiaiaansan Penyusunan [Spesifc Tines Perhubungan | 1-100.000.000
kabijakan dan den standar operasional [standar operasiona! layenan Wajh yong Tidex PENYELENG GARAAN  [indub Jaringan LLAI  [Rencana Induk Jaringan  |Dissbiitas.
standar lyanan i pubiik, belk darat,  |[Berkaitan Dengan LALU LINTAS DAN Provirs LLAJ Provinsi
lsysnan trarsportasi pubik, bak darst, laut, lsut, maupun udara yang mudash U Desar -Bidarg JALAN
[publit, bak darat, maupun wdera yeng. [diskses dan ramah disabiites. [Pechubunga LLA)
laurt, Maupun udars [rudeh dishses don rameh
iy "““n_"““ 18 [Pengembangan hebgakan | 21 [Terselenggar snva sousisasi w1z [oer |3 Aotk Gon Inspeksl [Peisksanaon Impei,_ [Soesint Dinas Perhidbungan | 100.000.000 100 000000 100000000
5 sosiafisasi kabijalan dan [kebjekan dan standar eselamatan LA 6 [Audit dan Pemantauan [Disabitas.
standar operssional operasions! layansn transportasi Jalan [Sistern Managernen
layanan tramportasl publik, baik darat, leut, Maupun [Keselamatan Perusshasn
[pubik, bak darmt, teut, udara yang mudah diskses dan [Angiitan Umum
[raupun uders yeng rameh dissbitss Deerah -
[ bt G i 154 2 Joroe |1 v [Feromuan Keogiian  [Kegioon 10k
plstiiys peiayanan Anglatan  [Perkotaan untuk Angtulan [iaiam Neraie 5
yang = [|danRXPD 2024
iMelompaul Batass 1 [Provingt
Tl 2 Joioo |2 | (satu) Oaersh [Sowaliast Gon U Cobe  [Kepaten Baak
e
jdatam fsatu) Dnersh (penetapankawassn daiam Renstra
rovinsl [|peskotaan untuk Angkutan [dan RKPD 2025
[Periotsan Kewenangs 5
B2 [0 |1 ] [Kegietan tak
[rercartum
[daiom Renstra
lan 2D 2026
150 2 120 |2 Kegiatan tidsk
faamhenstra
[dan RKPD 2027
[Tersedionya 19 ‘W prasarans, 'eucdunya prasarana, ssfana, | 3 Olnas Pachubungan
[prasarans. sarara, [sarana,dan laysnan [dan layanan iransportasi beserts Phabiitas
jeantayanan kramporsasl beserta [ketergkapannya yang 2 | Bpesiac Dinas Perhubungan | 876577 942 376597 876,577,942
beserta L [Paabidas.
helengkapanays yang Imudah disises dan rameh [Daerah, dan swarsta yang mudah = < —
yorg iakses dan rameh disabilites. ¥ pestar Oinas wbungan
Pemerintah, phseienggareksn
Pemarintah Deersh, Pemernintah Daerah dan +—
S s i 0 w Dinas Parhabunga =
Irocsh ¢ pkses cen rsstine,
framan disabirtas ———
Spaci s Perhubungan | 0600 000 50,000 000
Disabias
T Tidak Spesiic
TR
7| Spestt
= Plsabiitas
E]
| | itas
4
Pisabiitas.
] Pengeiolaan Termnal
Tige A
7|
7




Strateg) Implementasi

4 yorg
Kodefikasi SIPD Program Kegiatan Sub-Kegiatan Keterangan = 2008 2008
15 0604 | 4 Rehabiltas! dan
Pemeliharasn Termina
Tipe A{Fasiiitas Utama
idan Pendukung)
[ 0106 1 | Persetuuen Hasd netapen Kebijakan Tata [Spesit Dinas Perhubungan
Analisis Dampak Latu [ Kelota Ancal st i
15 0106 3| Lintas {And ala i nas! dan Spesific Dinas Perhabungan '100.000000 100000000] 100.000 000
utuk Jatan Provinisi | Sinkromsasi Penitaian as |Dsabittas
Andolain
15 0106 4 | Pengawasan Pelaksanaan [Spesifx Dines Pechubungan 15.000.000 30.000.000
Rekomencast Disabistes.
Andalatin
[ 0307] ¢ | Pelaksanatn Inspeksi,  [Spestn Dines Perhubungas | 100 000.000 700 000000
|Audit dan Pemantausn | Dissbitas
Urit Petaisana Uj Bertots
Kendarsan Ber motor
(3 o107 3 | [Feimksansan mspecst,  [Spesit Twes Pechubungas | 100.000.000 700000 000]
[Audie don Pemantauan  [omsabintas
Terminal
5 0107 ¢ | Pewaanean specsi, | [Spesthc Dinas Pechubungan | 100,000,000 100,000,000
(Audht don Pemercouas  [Disabiitas
PemenuhanPersyar atan
sn
Kompetensi Pengemudi
Kenda rsan Bermotor
Provinsl
(3 o107 [ 5 | ninpecs,  [opesin Diras Perubungan | 100.000,000 100000,000 100.000.000
Audit don Pemartaua n Disabiitas.
Sistem Manajemen
Anglaitan Umom
i 0108 | 1| [Pomredinm Anghten [P anyadiom Anghatn— [Spesitk Dinas Perhubungan | 298 797.624 505742 142 826.664 083
Umum untuk Jasa Urmuen unt ok Jesa Disabiitas
Orang ghutan Orsng dan/atau
dan/atsu Barang Barang Antar Kota
[Antar Kota dalern 1 | datem 1 (s8%u) Daerah
(s0tu) Daersh Provinsi [proviny
(3 0108 [ 2 | [Pangendaten dan Dinas Perhubungar | 100.000.000 100.000.000 100.000.000
[Pengawason Ketersec sar [Disabiitas
[Angkutsn Umum untuk
Jasa Anglostan Orsng
[don/atau Barang Antar
ota dalem 1 {satu)
Proviest
15
[PENGELOLAAN
YARAN
3 0109 | 2 xgunar Peisouten D Sensork Divat Pertabungan 1 000000 | 78,000,000 28,000,000
w Regionsl Tua Netray
Pengumpan Regiorsl (Guideine,
usandg mruf
bradle di satiap
ruangan, contoh
S dekm
pegangan toliet
aca huruf brakie
Uiusan “todet”,
jdiruang tungeu
fac tuiusan
ratte “ruang
unggu®, 6N,
i3 0109 | 3 [Pengoperasian don  |Pengoperasian dan DSensori (Tol] || Dinas Perhubungan 56.000.000 70000000 76:000.000]
: Runeing Teks
Regional
[Pengumpan Regional
5 0109 4 [Pangawasan [Pengawasan F&B (Tuna || Dinas Pevhubungan #4.000.000 $8.000,000 '98.000.000
s3)
Regonsl m/bidang
Pengumpan Regional Hancreet
s 0301 1 Penvedionn Swans n Swana dan Spedih
PENGE | OLAAN don Prasorara Prasarana
i indara/L apangs n Udara
-
3 0|2 0 d
ndara/Lapangan Udara




= Paguindhatt
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No. | Stratagi implementast | Target Capaian | Na. . Kagistan No. Indikator Capsian Bideng Kodefiusi SPD Progrem Kegiatan Sub-Kegiatan Keverangan . = . o ==
2 [15] 4 Josor]1 PevediasnSarana  [|Penvediasn Srans dan . g ¢ B
dan Prasarana Prasarans Disabiites
Bandara L apangan Udars
7 (5] ¢ Jod01|2] me Tidak Spesfi . E .
Bandara/Lapangsn Uders [Dissbiitas
20 lvommblwn Fi] Tm;np reguisi potongan Tidak Tersedia B B
iregulss|/kebiiakan harga dan/atau kemudahsn
bagl
ftransportasi darisektor
lpemerintahan dan svasta
jag) perryanding
idisabilitas
0 [Peringtatan ndes T4 [Fhemingratrs Wodeks sty [Urusan Permeriiahon 7 5] 2 Dinas Parhubungan
fkusitas fasiines pejalan [faslitas pejaian kaki yang rameh | Waid yang Tida Julan di [iatan d laian Provinsi [Olsabiitas
fkaki yang riman disablinas dissbiicas pads jalan nasionsl  [Berkaitan Dengan LA LINTAS DAN  [iston Provins!
Ipada jatan nasional di kot [Petayenan Desar -Bidang ANGUTAN JALAN
foesar (10K0ts) dan kota Perhubungs 4 LAn
imetropoitan (13 kota)
| (et s+ e ey S st = 1) - B sobies b e el 2 T
Peryusunes modd dan | 25 i 6 Unsor Penunjang Wusan | 5 | 4] 2 01012 Spesita Divas Perhubungan
o0 kurfulum kuriulum pelatihan bagh kurikulun pelathan bag! petugas [Pemenntahan. Bidang Toknis  [Peangitat Pambelsiaran  [Disabittas
pelatinan bag) petugas layanan layman transportasl publik, bak [Pend dikan dan Peistihen SUMBER DAYA Pemerinahan Datam
petuges aysnen ftransportasl publik, balk derat, But, Maupun udera yeng MANUSIA NegeriKompetens | Texns
transportas! pubik, [deral, lar, maupun udera responsit dan sensitl terhadap lumurm, int| dan Pithen
foalk darae, laut, jyang responsif dan sensitif kebutuhan Penyandang |bagi sabatan Administrasi
naupun udars yeng ebu tuhs Penyelenggars Urvsan
lresponsi dan sensit i Peryandang Dissbiltas. [pemerntabankoriuren,
erhadap kebutuhan |Perangicat Daerah
Penyancang |Penunjang, dan Urusan
Olsabitites |Pemerintahan Umum
2 B petatihan 76 [Petugas ayenen tansportal  [Urusan Pemenrtahen 7 [5] 2 0108 %
peiatihan taysnan Joyenan yang responsif publi, belk dacae, leut, maupun  [Wago yang Tidar
lyang responsit asn jdan sensitl terhadap udara mengiiauti petatihan [Berkaitan Dengan LALU LINTAS DAN {Tpe B
sensitf terhadap kabutuhen Penyendang laysnan yang responsil dan [Petayanan Desar - Bdang 2 15| 2 'S JANGKUTAN JALAN Terminal Kapasias s,‘n-a-‘
=huwhen Disabilitas begi petugss sensitf terhadapkabutuhan Perhubungs Ay Penumpang Tie A Pengtiols Terminal  [Disabliims
F&m
Disabibtas bagi pubii, dak derat, taut, 7 (5] 2 [0e0e]2] fuan Hasl Yapasias  [ipesitt % 000.000 B 000000] | 25000000
perugas pyanen [ravpun uders. Anshis Dampek Laku  [Peniial Andata o |paabimas
Rransoortasi publk, |irvtas (Andalainy
ook darat, o, Lk sadan Provinsi
freupun udara S
2 5] 2 foio7 |1 nspelsi Kapashas  [pesifik
gﬁm LLA G [Mudhor dan inspektor LA [Dissbivtas
abijakan TV: Penvedisan Sirtem Nomunikawl den Iformast PublTh yeng Wudsh Diskses, Ancal, dan Responsil tefhedap Kebutuhan Fenyendeng Disehiftss 195000000 | 298977 |  245.000.000 375638 | 195000000 452299
T herwyusu n kebljakan den Sandar operationsl layanen Lomunikasl dan informasi pulblik yang mudah Gakscs, andel, 0 respomsi! Lerhadep kebutuhan Pemyandang Disabitias 195.000.000 245,000,000 795,000,000
Tresedanya T2 Penyusonan pedoman 7T [ersedianya pedoman layanan [ Musan Pemennishen 7 [16] 2 0101 |1 PROGAAM Tenaciolean informas’ [Parmasan Keogakan TGk Spestik
hebijokan dan loyanan den dan informasi public [Wallb yang Tidax PENGELOLAAN fan Komunikes) Publik [Tetnis Bidang informay  [Diabinas
ktandar operasionsl jotormasi publix melelu Imelaiui website yang mudah  [Berkatan Dengan AN Daeran etcasi Puoiic
fayarsn komondas prebsite yang mudah Hiakses, andal. dan responstf Pelavonan Dasac -Bdarg PUBUK [Provinst
kan informas! publik Diskses, andal, den Perhadsp kebutuhan Penyandang [Komuniasi den
Irela ul website yang responsit arhadap nformatks
frudah d skses, kebutuhen Peryandang
bnds | darresponsit Disabittas
herhadag kebuturan
Peryancang
Disabifitas
Nersedumysayarar | 35 Fengembangsn oyenan | I8 [T ervedianyaleyanan komundas 7 |82 forot|e | Pengwiotaan Konten can ™ Diskominfo 7.000 000 36 000 000 #0000 000
kormunikasi cen komuniasi dan informesl Mdan infarmasi publik yang mudah Peencansan Media dan
jnformas ipuolik yang bublik yeng mudah iakses, andai, dan responalf Komunias [Puobi fel
udah d akses, fhokses, andsl, dan kerhadap kebutuhan penyandang nera den twk)
anda j dan resporsit fesponsif terhadsp Hisabilitas . m—— _'__._
U esnanioeovendig T Gaskomanio 50,000,000 60 000 000 70000 000
penyandang birsabilitas pensorik tul e
pisabitas Drabiftas Orkominto 30.000.000 40000000 50.000.000
Bensorik {netra
fantul) can
bsabiitas
prteiett ua
1) Diskomirio 30 600,000 E] 20 000 000
pensorik(retra
|idn tud} den
lpaabettas
praviaktua




me T .
No. | Strategl implamentasi I Target Capoian No. Kagistan No. Indikatar Capsian Bideng Kodefikasi SIPD Program Kegiatan Sub-Kegiatan Keterangan — T i App r— e
Htas Dhsiomito 2sm'| as.ooo.ooo!
sensork (netra
dan Tun),
|otabitas
intelektual dan
disablitas sk
60 2 [0101]5 Mediz Tidak Spesif
ubhik Disabiitas
6] 2 [0101]6] Pclayanan inarmasi ias = Drkomnlo 25.000.000 | 30,000 000)| 35.000 000|
[Pu ik sersorik (tull)
dan Disabiltas
Irtelextual
s Drsomnto 75,000,000 25000000 75.000.000]
Sensorik (tu)
dan Deibiites
Intelektuai
6| 2 Jo101] 7| Coyanan Hubungan Media Speshk
6| 2 |oLo1] 8 Spesitix
Disabiitas
- -
6] 2 |0L01]9 ook Spesifik
%[ 2 [0101 |13 [Tidok Spesitik
Sarana dan Prasarana Disabiitas
Pendu kung Informasi dan
Publk
Daersh
Provinsi
i n a5 Pervandant Dlsabiftas Galam menasios Inormas] publi melahi pemaniastan teknol
s ersedianya 7 [Penyusinan kurku wm 79 [Tersedianya kumkulum pelatihan 6] 2
Kurikuhum peiatihen |petatiran sistem teknologi siste teknologi dan informasi T 2 Fenguatan Tota Kelola  |Tidak Speshk
sistem teknoogi dan |don informasi publk bagi [publik bagi penyandang [Komisi informasi df Daer sh [Disabiitas
Jinformas: pudlik dag |pervandang disabitas disabilicas
penyandang %[ 2 [oiot [z | |Penvelenggaraan Tidek Spesik
disabiitas Hubungan Masyarakst,  |Disablitas
Media dan Kermitrasn
|[Tersedionya 77 |Pengadsen pelathan 30 [Terselenggaronys pelatinan [Ticak Tersedia
petatihan sistem sistern teknologi dan sistem tekmologi dan informasi
|teknologi dan informasi publik bagl [|prubbk bagi penvandang
informas; puolk bag’ penyandang (|disabilitas
Meryiun keolakan dan mudah Gakses. andal, dan syeporel erhada Clsabiitas
16 Tersedianya layanan Pengembangan layanan lersedianya layanan Urusan Pemerintahan 11| 3 Jo102 | 1 [PROGRAM Informast Pewusunan [TTH o
|kotmunikasi can komunikasi dan informasi idan informasi publik yang mudah | Waiit yang Tidak JAN dan/atau JPeringatan Pencemaran  [SOP
informes! publk yang [pub yang mudah diskses, andal, den respansif | Berkatian Dengan PENCEMARAN Ikerusakan Lingkungan fdan/atau Kerusakan pesiaansan
mudah dikses, dhakses, andal dan Lerhadap kebutuhan penyandang |Petayanan Dasac - Bidang DAN/ATAU Hidup Lingku ngan Hidup pace  |Sasialisasi
andal, dan responsf responsif techadap dsa bibtas tingkungan Hidvp KERUSAKAN (K egiatan udak
terhadap kebutu hen kebutuhan penyandang rinvGKUNGAN HIDUP Jrercantum
|penyandang disabiltas dalam Renstra
{Arah 1] 8 0101 | 3 [PROGRAM T TR T T T BIFK
[PENINGKATAN Pendidian, Petatihan, [Penyutuhan dan sop
, dan
PELATHAN DAN  JLiogkungan Hidup  lHidup Tingat Daersh  [Penyuuhan
PENVULUMAN htuk Lambaga Provinsi ixegtatan tidax
HIDWP ¥ iercantum
JUNTUK MASYARAKAT [ingkat Daersh danm Renstra
Proviny dan RKPD 2024)
11| 8 [0101 |3 [PRoGRAm fenagarasn onKes308 g [Penyusunen B J ]
AN , Pelatihan, [Meluargs datam lsop
PENDIDIKAN, dn Penyuihan Peningkatan Kuaktas peisksanaan
PELATHAN DAN Lingkungan Hidup ungkungan  Penyuuhan
PENYULUHAN Lrtuk Lembaga Hidup Kegiatan tidax
INGKUNGAN HIDUP [eMasyarakat an tercantum
JUNTUK MAS YARAKAT [Tingkat Dserah ldaam Rensira
Provins! ldan RIPO 2024)
11| 10 0501 | 1 [PROGRAM Porryelesaan BPeangelolaan Pengaduan L‘mwwm DI
PENANGANAN Pengaduan techadap [sop
punGADUAN Masyarakat di Bidang [PPLHProvingi lpeaksanaan
LINGKUNG AN HIDUP [Pertindungan dan lpengadusn yang
Pengelotaan framah
Lingkungan Hdup lihsabiitas
(PPLH) Provinsi Kegistan tidak
[tercartum
daaen sgzany




| Pagu indiarl
= a vorg
No. | Strategi inplamentast Target Capsian No. Kegistan No. Indiktor Capaian Biderg mn- SPD Program Kegiatan : Sub-Kegiatan Ketasangsn s P 2006
3 % 0105 | 5 [PROGRAM Peiaksanaan Koordinas, SIkronisas  |Panyusunan DO
[PENGELOLAAN dungan Hutan dil dan sop
HUTAN Huten Uindung dan
Hutan Produkst g2n Kebakaran Huten dan ||Sosialisasi
Lahan |(xegiatan uds
Jrercantum
deiam Renstra
3 |28 0103 | 5 [PROGRAM [Pengeiolaan Kawasan [Penguatan Kapasitas dan Fenyuwmn DK
Bernitat Eksistem | Pember dayane sop
SUMBER DAYA ALAM |Penting, Daersh |Masyarakat di Kawasan | pemberdayaan
HAYA ' DAN ||Penyangga Kawasan | Bernitai Ekosistem Penting |masyarakat
EKOSIS TEMN YA Suaka Alam dan Kewensngan Daerah dengan target
Kawasen Pelestarian | Provins: 0%
Alam [penyandang
disabistas
(Kegiaten udak
tercantuem
o il
" [Mernaiatian oeiayran 1kaan Dias Keavtipas Gon Perporits by Provirsi mas 3 Dwerah Provinsl NTT
17m EM Didang miring bagi | Urusan Permerimtahan 2 % 01.09] 9 [Program Penunjang | PemeSharasn barang | Pemelharasn Mehsbiiiay |Cota Fiik (luns | Dinas Kearspan Gon 2.500.000] 2500 000]
e, dia. Bidang Perpustaksan Urusan Pemerintahan | milk daerah gedung kantor dan daksa)
Perpustakasn Povingi Deerah Frovinsi unsan [ ram/bideng Prov NTT
NTTkepeda pemerintahan daersh miring
ersedianya guiding blodk |y 3,000, 3000 000
bertekstur timbul den berwarna penyandang
disabikss
‘erscdianya Iental ruang baca [eheolins | 3.000.000 3000000
ramah dlaabiitas lants nuang
khusus
ersedianye Area Pack Khusis 2500 000| 2500 00G)
o tanghapt Marks parkiren untul
Jalen/Penanda (sksesibiiitas) penyandang
disabiiites
isrsedianya pegangsn perpustakaan 5.000.000] $.000.000}
landat disabaitas pengaman jalur landai Disabdlitas| ramah
deabiitas
Terlxsananye tan pegangan | ersacianys pegangan ambat rehabiltasi ] 73,000 000
Pegangan Rambat rambat Laysnan pads satiap skses lyanan gedung ka ntor
fryanan perpustakaan perpustalaan dan todet yangkondusip
perpustacaan ramah Disabitas dannyaman
diabilitas uetuk
peryandang
dsabibtes
IMeningkatkan [Teraisanays | Wpengada an Mejadenkurd| 1] ersedunya Meja dan Kursi Urusan Pemerincatan S 0107] 6 | Program Perunjang | Pengadaan baiang | Pengadaan peralaten dan [Dats Fak {luna | Dinas Kesrsgan dan ¥ 000 000] 35.000000]
Pelaydnan perpustaiias | Penyedisen ramah khusus disabilitas Bidang Perpustatass Urusan Pemerireshan | mitik Deerah masin isinaya dakss) meja dan| Perpustakaan
Oinas Kearsipan dan || Peraiatan Gedung disabilitas Oaerah Provimsi Penunjang Unusan hrsi Prov.NTT
Perpustakaan Provinsi || Kantor Raman Pemerinah Daerag
NIT kepads Penyanceng
pemustaks | Disabias
8 Daevah Provinsi NTT
Tertaisananys 2peng adaan Rak Buku 2 ersedianya rak buku raman 2 |2 oror| 9 Data Fidk (tuna 20000 000] 20.000.000]
Penyediamn mmsh perysndang disabilitas Daxsa) rak buku
Peralstan Gedung Gisabilites rama Disabilitas
Kantor Penysndsng
Disabilitas
Terta IPengadaan kursi roda 3T ersedianya kursi rods untuk 2 | 2 o107] 9 untuk Disabibeas 10,000,000 10.000.000]
pengadaan Sarma untak disabiliess fisk akses disabiitas sk ik
den prasarara untuk
penyanceng
disabilites
Terla cananys 4 rengadasn & nghat untwe 2 | 007 9 untuk 0 oooﬁ
pongadasn Sarans Raemah Disabilitas DisabiMas Fisk fisic
dan prasarans untuk
penyancang
disabilitas
S ersedianya putu 2kses oset e mor| o wonk 20.000000]
pengadaan Sarans toitet khusis {sksesibiitay) disabilitas (aksesibbita} penysndang
dan prasdrana untuk Disabiitas
penyandang
dsabilitas
Terlaxsananye €| Pengadaan pengeras suaal €T ersedionya akax ban dengar 2 | 2 o107] & ek 15.000000 socoood] |
Sarany theadset) untuk dissbiftas (sksesibilitas) penysndang
dan prasadng untuk Disabiil as
penyandeng
disabithas




Fagu Inkat
No. T i No. [2 No. indikator Capai Bide: Kodefthasi SIPD « i
Strategl inplemnantast avgot Capaian egintan Capaian ng Program Kegistan Sub-Kegiatan eterangan e = R 4 = r = =
elacanany wgadamn [~ 7 ersedianya a1k bantu dengar 2 &) 1 |0107] 6 untuk 10.000.000 wmo_|ooo
pangadaan Sarana ld/alat bantu dengar untuk Disabiitas Tull penyandang
can prasarara untuk ||Disabiitas.
penysndang
dsabiitas
3 Meningiat kan Terta ksananya 1Mo b Perpustakaan 1 ersedianya MPX bagi Urusan Pemer it shan 2 |23] 2 Jor02| |[Program Pembinaan |Pembudayaan Gemar | Mobil Per pustakaan ureuk DinasKearsipan dan 1.575.000 1575.000 1.575.000]
r |etiing Disabilitas Bida ng Perpustakaan Tingkat  [Kelling (MPK) ka.
Dinas Kearsipan dan membaca Tingkat |O2er sh Provinst [Disabiiitas ProvNTT
Perpustakaan Provinsi  |Daerah Provins NTT
NTT kepada
di Daerah ProvinsiNTT
223 (02 [1.01 IProgram Pemoinasn Dokl depost  [urtuk inas Kearsipan dan 0,600,000 ] 50.000000
deposit penyandang Perpustakaan
[Disabititas Prov.NTT
000.000| 643268 1.000.000.000] 1.533.215] 800.000000| 1226572
T3] 6 [0L.01]1 [PROGIAM Ponetapen dan [Perencanaan, Tdsk Spesfik
[PENATAAN [Disatikes
Gedung
GEDUNG uniuk
Strategis Daersh
Provinsl
T3] 8 [0001]2] Ticak ik
Disabiftas
T3] 8 [oor[3 Tidek Spasitik
Disabibias
N EEE O Disatikos Dicas PUPR | 100.000.000 160,000,000 100.000.000
Fistk dan ProvinsiNTT-
Disabidtas Bidang Cipta Karys.
[Sensorik Seksi Penataan
Bangunen Gedung
dan Linglungan
N e
[Disabittas
T {3] 8 [0101]1 [PROGRAM Rencana,  [Disabiias Dias FUPR | 100.000.000 100.000.000 100.000.000
IPENATAAN Paraiaan Bangunan [Kebijakan, Stralegi dan  |Fisik dan ProvinsiNTT-
[BANGUNAN DAN  |dan Lingkungan di  |Teknis Swmlem Panataan [Disabiltas Bidang Cipta Karys
LINGKUNGANN YA [Kawasan Straisgis  [Bangunan dan [Sensork Seksi Penataan
Daerah Provinsi dan |Lingkungan di Kawasan Bangunen Gedung
Lintas Daerah Strategis Davrah den Lingkungan
Kabupeter/Kota Provinsi den Lintas
[Dasrah Kabupaten/Kota
T3¢ o2 [Spersi Disatitias Dines FUPR B 00000000 100006000
[Penatasn/Pemelnaraan |Fisik dan ProvinsiNTT -
[Bangunan can Dissbiltas Bidang Cipts Karys.
den Lingkungen
T3 [Penataan Bangunen dak Spesifik
can [Disabiltas
113 Bangunan [Tidek Spesifik
joan Lingiungan [Disabiftas
113 n [Tidak Spes ik
[Mas yarakat dalam [Disabilias
[Penataan Bangunan
dan Lingkungan
1 [Fomtinaan Tekns . |Dissofas Dinas PUPR r B E
[Penataan Bangunan Fisik dan ProvinsINTT..
can Linglargan Kepada [Disabiltas Bideng Cipta Karys 4
[Pameriniah KabiKota  |Sensorik Seksi Penatsan
| Bangunan Gedung
dan Lingkungan




F: Pagu Indlkatlt
Indikator Capaian Bidang Kodetikas: SIPD Program Kegistan Sub-Kegistan Ketarangan e 2004 e e 2006
T3] ® [orot]7 Monoring Disabitas Dinas PUPR n 200,000 000 300,000,000
PenataanPemeiiharsan |Fisik dan Provinsi NTT
Bangunan cen Disabiltas
Lingkungan Sensorik
T (3] 12 [01.07] Polakeanamn Tidek Sposiik | Dines PUPR - f E
PENYEL Teta i, [Disabiktas ProvinsiNTT -
AAN PENATAAN  IRuang Wiayah dan |Eveluasi dan Penetapan Bideng Penataan
RUANG [Rencana Rinci Tata |[RTRW Provinsi Ruang den
[Ruang Provinei Pengembengen
Infrastrukiur
Wilsyah
T 13| 2 |0101]2 |Pelaksanaan Tidak Spesik | Dines PUPR 4 = 7
Persetjuen Substans., |Dissbiltas ProvinsiNTT -
Evesiuasi dan Penetapan Bidang Penataan
RRTR Provinsi Ruang dan
Pengembengen
Infrastrukr
Witayah
T3 [oroT| 5] Kebiakan | Ti0ek Spesiik | Dines PUPR | 100.000.000 700,000,000 [
calem tangka Disabitas ProvineiNT T~
Pelaksanaan Penatasn Bideng Penatsan
Ruang Rusng dan
Pengembangan
Infrastrudur
Wilayah
T3] 2 [002] 1] Iiwa-.a.n TKoordinast den 70k Spestik | Dines PUPR T r
Sinkronisasi Sinkronisas! Disabiltas ProviesiNTT -
Tela RTRW Bidang Penataan
iRuang Provinel Rusng den
Pengarmbangan
Infrasirukr
Whayah
T [3] %2 [0T0Z)2| [Koordinasi dan ik | Oinas PUPR " B
Sinkronisasi Disabitas ProvireiNTT -
[Penyusunan RRTR Biang Penataan
Provesi Rusng den
Pangembsngan
Infrastrukeur
Wiayah
TI312 [0102] 3] [Eotasi Rancangan  [Tidk Speeik | Dmas PUPR 250,000,000 300,000,000 700,000,000
Peraturan Daerah Disabiltas. ProvingiNTT -
tantangRTRW den Bidang Penataan
[RRTR Kabupsaten/Kota Ruang dan
Pangsmbangan
Infrasiruker
Wilayah
T13[ % (01024 ] |Poringratan Peran—— |Tek Speskik | Dnae PUPR 5 7
y daiam Disabilas ProvingiNYT -
Ponatasn Ruang Bidang Penataan
Rusng den
Pengembangan
Infrasirukns
Wis yeh




Matriks R Alsl Daersh Penyandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasl, Kodefikasi, dan N ki P Pemb Daerah Provinsi
Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitss
No. lm:‘:':::i' = Target Capaian No. Kegiatan No. '2:::::‘ Bidang Kodefikas! SIPD Program i Sub-Kegk ge ::z:::i':::: PRt
220 [ apporioning | 2025 | Agpertioning [ 2026 | Apportoning |
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politk dan keadlian bagi Penyandang Disabilitas 313.235.389.179 | 487.923.399 | 350.058.928.097 | 536.715.739 | 385.064.820.907 | 590.387.313
||[xebijakan E Menjamin Hak Politik secera Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi 317.882.234.000 | 487.381.936 | 349.670.457.400 | 536.120.130 | 384.637.503.140 | 589.732.143
16 | Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Dl dalam setiap P lenggaraan pemillhan umum tanpa diskriminasi, 317.777.234.000 349.554.957.400 384.510.453140
Tersedianya akses bagi 28] Penjangkauan hak 31| Seluruh Unsur 8.01.03.1.01.0004 | PROGRAM Perumusan Petaksanaan 10% undangan 317.777.234.000 349.554.957.400 384510.453.140
| Penyandang Disabllitas phiih bagi penyandang | Pemerintahan PENINGKATAN | Kebljakan Teknis |Kebijakan DiBidang [kepada penyandang
yang memiitki hak piih Penyandang disabilitas Umum- PERAN PARTA! |dan Pemantapan |Pendidikan Politik, [disabilitas saat
untuk dapat Disabilitas dalam memiliki hak | Bidang POLITIK DAN Pelaksanaan Etika Budaya Politik, | sosialisasi pemilu
menggunakan hak penyelenggaraan pilih dan Kesatuan LEMBAGA Bldang Pendidikan | Peningkatan
pilhnya dalam setiap pemilihan umum. terdaftar Bangsa dan PENDIDIKAN Politik, Etika Demokrasi, Fasilitas
tahapan daiam DPT Politik MELALUI Budaya Politik, Kelembagaan
penyelenggaraan PENDIDIKAN Peningkatan Pemerintahan,
pemilihan umum tanpa POLITIK DAN Demokrasi, Perwakilan dan
diskriminast, PENGEMBANGA | Fasifitasi Partal Politik,
N ETIKA SERTA | Kelembagaan Pemilihan Kesbangpol
BUDAYA POLITIK | Pemerintahan, Umum/Pemilihan
Perwakilan dan Umum Kepala
Partai Politlk, Daerah, Serta
Pemilihan Pemantauan Situasl
Umum/Pemilihan | Politik Oi Daerah
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
17 | Meningkatkan keterwakilan Penyandsng Disabilitas dalam politik. 105.000.000 115.500.000 127.050.000
L k Ter ya akses bagi Penjangkauan Penyandang | Unsur 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, | Tidak Spesifik Biro Pem 100.000.000 110.000.000 121.000.000
inklusifitas bagl P dang Disabili ksesibil disabilitas Pemerintahan Sinkronisasi, Disabilitas
Penyandang untuk mengakses Penyandang mengakses Umum- Evaluasl dan Capalan
Disabilitas datam bantuan pendidik Disabilitas dalam bantuan Bidang Kinerja Kebijakan
mengakses bantuan |dan sosial. | bantuan sosial dan pendidikan Pemerintahan Kesejahteraan
pendidikan dan |pendidikan. dan sosal Rakyat Bidang
sosial. Pendidikan
Fasilitas|
PROGRAM Pengembangan
KESEIAHTERAAN| Kesejahteraan
4.01.04.1.02.0003 RAKYAT Rakyat Pel Fasilitasi, Koordinasi | Tidak Spesifik BlroPem 5.000.000 5.500.000; 6.050.000|
yat Pelayanan
e dan Sinkronisasi, Disabilitas
Evaluast dan Capalan
Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan
Rakyat Bidang Sosial
bijakan II: Perlind P d i dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dalam proses peradilan dan tashapan proses pelak p 292.094.079 447.843 321.303.487 492627 353.433.836 541.890
18 | Mengembangkan Tersedlanya akses Penyusunan Tersedianya Unsur 4.01.05.1.01.0001 | PROGRAM Penyusunan Sub Kegiatan Tidak Spesifik BiroHukum 50.491.925 55.541.118 61.095.229
standar bantuan hukum bagi kebijakan standar standar Pemerintahan FASILITAS| DAN | Keputusan Fasilitasi Disabifitas
pemeriksaan yang  Penyandang Disabilitas prosedur prosedur Umum- KOORDINASH Gubernur Penyusunan Produk
meliput! kualifikasi  yang berhadapan pemeriksaan yang pemeriksaan || Bidang Hukum HUKUM Hukum Penetapan
leenuntut umum, dengan hukum layak bag! peraditan yang layak




e :"’“" Target Capaian No. Kegiatan ':_‘P":;:' Sidang Kodefikasi SIPD Program gl Sub-Kegh g mm:: Puginiedt
: 24| gporioning | 205 2626 | Apportioning |
penyidik, hakim, penyandang bagi Perad flan | 4.01,05.1.01.0002 Tidek Spesifik 231.602.154 254.762.369 280.238.606
petugas disabilitas, Penyandang Sub Kegiatan Disabilitas
pemasyarakatan, termasuk || Disabilitas Fasiliasi
pendamping perempuan dan meliputt Penyusunan Produk
disabilitas, anak kualifikasi Hukum Pengaturan I8iro Hukum
pendsmping hukum, Penyandang penuntut [4.01.05.1.02.0002 | Fasilitas! Bantuan K} Fasiitasi Tidak spesifik 70.711.540 70.711.540 70.711.540
advokat, dan Disabliitas yang mum, Penvek . Oieabil
penerjemah; berhadapan dengan penyidik, Mas;hh Non Litigasi
prosedur hukum. hakim, dan HAM lero Hukum
pamarikeaan; s RN 10502.1.020001 |PENEGAKAN Peningkatan Tidak Spesifik Satpol PP 5.000.000 5.500.000 6.050.000
fasilitas dan layanan pemasyar akat PERATURAN gangguan Ketenteraman dan | Disabilitas
vang fayak bagl. o, DAERAH ketenteraman dan | Ketertiban
peradilan pendamping PROVINS| DAN  |ketertiban umum |Umum/Penegakan
Penyandang disabiitas, PERATURAN fintas daerah Peraturan Daerah
Disabilitas. pend - GUBERNUR kabupaten kota [|dan Peraturan
huum, dalam satu daerah | Kepala
advokat, dan provinst Daerah/Penanganan
penerjemah; as pelanggaran
prosedur Peraturan daerah
pemertksaan; dan peraturan
fasiltas Kepala Daerah
dan fayanan
yang —
layak bagi 1.05.02.1.01.0016 | PROGRAM Penianganan atas Tidak Spesifik Satpol PP 15.000.000 16.500.000 18.150.000
peradtian F ATAN Pelanggaran Disabilitas
Penyandang |XETENTERAMAN Peraturan Daerah
Disabilitas A fso Peraturan
dengan KETERTIBAN Gubernur
melibatkan UM
organisasi
Penyandang
Disabilitas.
It Peningk [ akan perfind terhadap tindak kekerasan bagl Penyandang Disabilitas 61.061.100 93.620 67.167.210 102982 73.883.931 113.280
Menyelenggarakan |Tersedianya media yang _rPenyedlaan media Tersedianya JUnsur 20803 1.01 0001 |PROGRAM |Pencegahan Advokasi Kebijakan [Tidak Spesifik DP3A 51.061.100 67.167.210 73.883.931
dan memberikan Informasi informasi media yang  |Pemerintahan PERLINDUNGAN |Kekerasan dan Pendampingan |Disabilitas
kampanye pubitk Pelindungan terhadap Petindungan memberikan jUmum- PEREMPUAN terhadap Layanan
melalul berbagal tindak kekerasan bagi terhadap tindak informasi |Bidang Perempuan Perlindungan
media tentang Penyandang Disabilitas kekerasan bagi Pelindungan |Perempuan Lingkup Daerah  |Perempuan
Pelindungan Penyandang terhadap dan Kabupaten/Kota [Kewenangan
terhadap tindak Disabilitas. tindak Perlindungan Kabupaten/Kota
kekerasan bagi kekerasan [Anak
Penyandang bagi Tidak Spesifik DP3A
Disabilitas. Penyandang Penyediaan Layanan |, o
Disabilitas Rujukan Lanjutan
bagt Perempuan
Korban Kekerasan
yang Memerlukan
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota




Strategl
implementasi

Target Capaian

Kegiatan

indikator

Bidang

Kodefikasi SIPD

Program

Dinas/Badan ysng
menangani urusan

Pagu indikatif

2024

Apportioning

2025 Apportioning

2026

Apportioning

Penyedlaan Layanan
Pengaduan
Masyarakat bagl
Perempuan Korban
Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Tidak Spesifik
Disabilitas

DP3A




Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabili tas

Dinas/Badan
8 P Indika tif
No. .“::::'?:.ﬁ Target Capatan || No. Kegiatan No. Iindikator Capaian Bidang Kodefikasi SIPD Program Kegiatan Sub-Kegi yang g 9 ik
urusan
L 2004 riioni 2025 Apportionin 2028 rtionin:
T = = == __L'l._.-.-...‘.‘EHTTL
Sasaran Strategis 4 Pemberdayaan dan k g Di 1.874.712.072 2874337| 2.188.300.000 3.370.467 | 2.198.300.000 3.370.487
Kebijakan L Mtn’ngﬂltﬂnn Rlpllsll-tlylnlrl Habili tasl dan Rehabiiitas oleh Lembaga dan Masyarakat 1.586.171.572 2431.943 | 1.595.000.000 2.445.479 | 15985.000.000 2.445.479
18 [ Meningicatian jumiah Tercapainya 33 | Pemberi Eyanan habiiitasi 36 |Terselengguranya wyanan Urusan Pemenniahan 1 | 06 04 |104} 0001 | PROGRAM REHABILITAS] TRehabiktas: Sosiat I Dinas Sosial (UPT 260085 2682 581 080 000 581.080 €00
tayanan habiitas! dan  |peninglatan jumiah dan rehabiftast habiitasi dan rehabiftasi yang [Wajb yang Berkaitsn 11 06 04 1103 0002 |SOSAL KESEJAHTERAAN 260695 262 150000 D00 150 000000
Irehabiitasi yang sudah  |tayanan habiitasi dan menggunakan kurkukm dan menggunaken kurikubm dan  Dengan Pela yanan T 106 04 1104 0008 {SOSAL TUNA 5000 000 = 000000 2000000
L yang pedoman habiiitasi dan [pedoman habiitasi dan Dasar - Bidang Sosial ==} INETRA DAN - —
e = rehabiitasi = i | 06 04 107 0004 KARYA WANITA DI 260695 262 85000 000 85 000000
habilitasi dan rehabitasi |kurkuium dan masyarakat. mas yarakat _ termasuk 1 | 06| 04 1 0] ooos KUPANG)
berbasis masyarakat pedoman habiftasi penyeienggaraan penyediaan
e e 260,605 262 100006000 100,000.000
berbasie masyarakat, 1 | 06 | 04 [1.01] 0006
260 895 262 208620 000 206.920 000
1 | 06| 04 [101) 0007
5 000 000 180 000 000 160.000.000
1| 06| 04 |101| 0003
5.000000 90000 000 £0000.000
1§.057] D et poote 5.000.000 70000000 70000000
—_ AR
1 jroe ) paijLogjoott 5000 000 120000000 120000.000
1 | 06| 04 |101] 0012
260 895 262 16.000000 10000 000
. i kan di gan dan kap: pend g y dalam bagi p ilitas dan 288.540.500 442395 603.300.000 924989 | 603.300.000 924989
Memperkuat kapasitas | Tersadanya JPengustan desa| | ing desa |Urusan [PROGRAM PEMBERDAYAAN |Pemberdayaan Fasiitasi Penataen, [Ticak Spesific Dinas
pendamping (seperti pendamping untuk yang mampu meteioian ‘Wajd yang Tidek LEMBAGA Lembaga Pemberdayaan dan Disabiltas Pemberdaysan
pokerja sosial, kader mas yarakat yang Penysndang Disabiitas dan bagt itan Dengan TAN, Panda yagunaan Masyaraiat Desa
pamberdk yasn mampu mmn_ Keluarganya. Disabilitas dan kekuarganya Pelayanan Dassr-Sidang LEMBAGA ADAT DAN ang Bergerak Katsmbagaan Lembaga
T e iy pencanihomilag) res oy MASYARAKAT HUKUM ADAT |di Bidang Kebaaqracakatal
desa, din  |Penymdang yarait danDesa | 5 | 43 | o5 (204 0002 b mbeiciaani e Lo amyan (R 100.000000 100000 000 100,000 000
icarang tarune) daiam Disabiitas dan ’ RW _PKK, Posyandu,
- dan Llembaga Adat LPM, dan Karang
bagi Penyandang kebutuhan. (Tingkat [ Taruna), Lembags Adat
Disabiitas dan Daerah (Desa/Kelurahan dan
keluarganya. Kabupaten/Kata jMas yarakat Huium Adat
o [Paningkaten Kapasias  [Tidak Spesifik
Lembaga isabiti
Hukum Adat varg  |Desa/Kelurshan (RT,
2 |13 |05 20140003 [Masyarakat RW.PKK, Posyandu, 125000000 125.000.000 125 000 000
Pelakunya Hukum LPM, dan Karang
Adat yang Taruna), Lembaga Adat
Sama dalam Daersh dan
= [Mas yarsiat Hukum Adat
Fasiftasi Penyediaan Tidak Spesifik
Sarana dan Prassrana  [Dicabiitas
2 |13 |05 |201{0004 - 14 =
2 || 13 | 05 [2013] 0005 272.106286 246,860,232.00 284,939,00000
PKX dalam Dsabilitas
Penyeienggaraan
‘Gerakan Pemberda yaan
2 | 13 || 05 12030009 Masyarakat dan 365.000.000 365 000.000 365.000.000
Kesejahteraan Ksluarga




Dinas/Badan

Strateg = k Pagu Indikatlf
o Target Capaian | No. Kegiatan No. indikator Capaien Bidang Kodefikasi SIPD Program Kagiatan Sub-Kegiatan gal yang M_.
plamentes u — —
fal 224 [Agoorionina| 205  [Appodioning| 206 | 1o
URLISAN Fengarusctamean Gender | Pengusian dan | Pangembangen Tidak Spesihk Oirs
PEMERINTAHAN dan day Irformasi
BIDANG Perempuan Lembaga Penyedia |dan Edukasl (KIE) PP Perempusn dan
| PEMBERDAYAAN 02 |10 00os Layanen dan PA Kewsnengan Perindungan Ansk ]
PEREMPUAN DAN 2 Jioe L Pemberdeysan | Provinsi
PERLINOUNGAN ANAK Perempuan
Kewsnangen
Provinsi
(Advokasi Kebijalcan den | Tidak Spesifik
torhadap Laysran
yang
o Provinei
2 | oa | 03 |10] 0002 Pihek Linglap
Daersh Provinsi dan
Lintss Dasrsh
| KebiKots
T I e 1 il
Layenen Ruyukan  |Pengedusn Masyarskat | Dicabiltas
Laryutan bagi bagi Perempuan Korben
i Kekarasan yang Dwerah Provinei dan
2 | 08 03 10:¢ 0001 | Memerhuian Lintas Dearsh Kab/Mota
Koordinesi
Owerah Provinel den
Lintas Dserah
Kab/Kota
Pangelolasn Sistem Duta | Pengumputan, Penysdiaan deta gender | Tidak Spesfik
Gender den Anak Analsis Provinsi | Disabiikas
dan Penyajen Dsta
Gender den Anak
2 | 08| os 105 oo m"“"m
Daerah Provinsi
t_ 3 000,000 aawl 3,300,000
WMMM)IWM Penguatan Jejaring Antas | Tidak Spesifik
pengambangan Lembege Disabibitas
lembaga penysdia || Layanen
lsyansn peningkatan | Kusiitas Midup Anek
2| 08 061030004 kusiitas houp anak | Kewenangan Provinel
| n den Lintes Daerah
provnel | xabota
Program Perindungen l?-m Koordnast den Tidak Spesiik
Khusis Ansk
torhadep  Ansk Kekerasan Terhadep
yang Melbstian | Anak Kewensngan
2 ) 08 07 105 0002 pars Pihek Lingap |Provinei 1
Deerah Provinss
den Lintas Deersh
| Kmbupsten/Kota
URUSAN TProgram Peryaderan |Potakeanean Koordinesi | Tidak Spesifik Dinas Kepermudeen
PEMERINTAHAN Kapasitss deys saing Pemberdeyasn dan |Strategis Linles Seldor | Dicabiitas can Olstrage
BIDANG KEPEMUDAAN keperdensn
DAN OLAHRAGA Pemuds dan Pelayanen Kepemudsan
meiaiul tm
provinsi
Provine
2|10 1o1nou ":“7""‘""":"' 25000000 100 000,000 100,000 000
Rencare
Akl DaeratvVRAD Tinglast
Provinet
F_oommd, Sirkgonisasl_ | Tidak Spesifik
dan Penyelenggarsan | Daabiitas
|Pengembangan
Kewirausshaan Pemuds
219 02 |Log oors [ o Wiraueana e 260 540500 500000 000 500,000 000
Tingkat Provinsi
URUSAN PROGRAM Pangembangan Fa'-wumm Tiak Spesifik Dinas Partwisata
PEMERINTAHAN SUMBER |Kapasitas Pelaky Profesi & Disabiitas dan Ekonomi Krestl
BIDANG PARIWISATA 3| 26| 05 {107 0003 DAYAPAHWSA;IADAN Ekonomi Kreat¥ Bidang Ekonomi Kreetif 12227 853000 17888778058 17888778058
EKONOMI KREATIF




Dines/Badan Pogu Indiketit
Target Cepeian Kegistan Indikator Capaian Bidang Kodefikas! SIPD Program Kegiatan Sub-Kegi g yang
urusan HE=. = e - T
URUSAN PROGRAM PENDIDIKAN Lathan Peningkatan Pemsheman| Tidak Spesifik
PEMERINTAHAN DAN LATHAN bag |dmn
BIDANG KOPERASI PERKOPERASIAN Koperssi yang Perkoperasian seits
USAHA KECIL, OAN | Whia: Kapasitas dan
MENENGAH 21705108 m-yl:;.nh Kompetensi SDM 25000 000 96.421.900 90.421 900
Ksbupaten/Xota Koperasi
delam 1 (satu)
Deacah Provinel
TPROGRAM IZ Tidak Spesifik
PEMBERDAYAAN USAHA  |Usaha Kecil yang  |dan Pengetahuen UMKM | Dicabittas
|, USAHA KECIL | dhipbascan Metaiul serta Kapesitas dan
DAN USAHA MKRO Pendatean Kompetensi SDM UMKM e "
% o s Usahe Kedll den
2| 17| 07 [101 Porran Menengah 25 000 000| 202 195 850| 202 195 850
Kelembagaan den
| Xoordnesi Dengan
Para Pemengiu
Kepantingan
PROGRAM Pangembengan [ Produks! dan [ Tidak Spestic
PENGEMBANGAN UMKM  |Ussha Kecil dengan | Pengoishen, Pemesarsn, | nuabiias
1 | Sumber Manusia
2|17 08101 OVIP."M"".““S'. .M.DID."..““ 215,000 000, 8174095 850 517 4895 850
Ussha Menjad Teknologh
Ussha Menengsh




Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabliitas Provins! dan Pemetaan Kiasifikasi, Kodefikasl, dan N:

b

Daerah Provinsi

Sasaran, Strategis 8. Ekonomi Inklusif
DinesSaden
Kodefikasit®rD Propram Nagpatan Sub-egietan ub-Te yong g
I} urusan — —
TTo [e=] 0] & [Poisksaneen Lathen | Proses Pelssanesn Tidek Spesi | Oines Tenaga Kade |
PELATIHAN KERUA | Karja berdasarianiisster | Pendidican den Peletihen Otsabiia den Transmigrast
OAN Pencan
PRODUKTMTAS Kerje Bordanarican Kinsier
TENAGA KERAA Kompatens! £0.000.000 £0.000.000 0,000,000
131.359.089.000 | 201401778 | 131.560.084.000 | 201.773.992 | 201.872.38
T[] 0] 2 |PROGRAM Poltyman Ariarkere & | Peryelenggarsen Uk Fenysinggersen und isyenan desbier” a1
Layanan Olssbitas mowuk ssbagal sVEGREPUS Kagisien
TENAGA KERUA teje” yang|
dulam Aencens Sirslegs Deerah
Dines Koperse: T enega Kerje dan
Provinel Nusa Tengesrs Toms Diwstilnes | DN TonagaKade
g e Spees Gan Tranamigre | 190-000.000.000 130.000,000.000 130,000.000,000
fpendanasn yang ade adaish kar
‘Pendeneen kegintan peiryenen erder kerje &
daersh
=] 137 ogiien Gon Wb ogheian T4 0RK 300
£l ' Toriodimyo ctengsr ponyedicon | @ | Torsodaryasiondar [ Linman Wb | 7| &7 [ 08 | 107] 101 [ PROGIRAM Pormptoncgarean Pengowoen Togien Gon 5 kegieian IV
ekomedesl yeng eyek begd | akomodesi yang ieyak beg! stander bangunan serana yong [ yerg PENGANASAN | Pengowesen |Paiakzsoneen Norme | dengan pemetaan bappenss newun sl
mn-pm pekarie Pectysndang Disabiitass den prasaraneden loysk bogtpotara | Dergen Peteyanen Deser TENAGAKERMA | Katsnagakarjoon Ko @ Perssheen | capslen yeng menduamg capsien usame
e Ao Lo N s Thdan Spoem. :"":___"""“"' 280.000.000 260,006,000 260,000,000
porryandeng desbiiies A
Bnghngen Karje seloor
el R Fonegakan FRaum | Kngiotan Gan b Kogieien I Tah soma
@ mei | Tidek Spestic Dines Tenage Keda
capelen capaian idema Olasbittes dan Tranamigres! 00,000 9000000 Sa.000.000
|22 [ Meningkathanfmieh | 1 @ TR OT| O [ TO| 007 [PROGRAM | Kenauiansi Produidhiss | =
omonterontomasga Baden Usaha MEKk Dserah. den vosialsan, edkeel dan otusas yang yang Thdek Berkalan PELATHAN KERUA | pade pade Gengen pemelasn bappenes NEMUN s
Useha MISk Negers. Baden ey Pemeriish Dosrahierkal | Bidang Tenaga Keris wmuxrmn Y Tidok Speaific Otnas Tenoga
.| onsge
Usehe Milk Doorsh, den | knlenagaierjaan begi TENAGA KERUA Dissbmes mn--.:* TQ.000,3%0 TRo0gene TapeLa0
perusshesn swesls yang Penyandang Disabiliss Sesbbtss
melokaaneksn penduen den begl iopeds Boden
s Sk
Keteriagekerjean dlesbilles  [Torcapairyn peringhcatan kumieh | 39 | Pengewbengen sema & | Torsedara $og | Uneur Peraagang Urisen PROGRAN Pongotn Bersinen Reneema —
eon Beean dan worst - Cieng 5| os] 02 101] 01| KEPEGAWMAN | Pembertversion den Kebututun serds den SEpsain: Kepegewsian £0.000.000 65,000,000
Usaha Mtk Deersh yeng bagi Pemda dan BUMD yang DAERAH Iecmasi Kapegowsien | Jsmish Jabeten Uk | Osbites Deerah
etapkan beg) mesing. " - Ay e Ty~ —a Baden
©@us persen) Penyendeng Ponymndang Diebilas masing Dines Pemas L e Ll | 100.000 000 110,000 000
funmspepeen. | |Laseiiely I 1 (R ot
e 4] e S e 330 000 000 363 000 000 398 300 000
73 [ Beden Usshe WK Gasrah | Unaur Panduiang Urasen | # ] 01] 081108 O [Punguiciesn Kebgekan | Kaordinesl Wenev. ——
paling Selwstariat PEREKONOMAN | dnKoordines! BUMD der keaijekan Pengeisiean
Sodiit 2% (dus persen) Osersh DAN auo Peminecn con kbisten Tidak Spesif Biro Passkonomian
Ponyandang Disebitas dari PEMBANGUNAN Pandirien BUAD Oizabitiss dan Administresl #7860 000 96 632 000 20963 M8
Jumish pegewsl sisu pakere Pembangunen
meningkal setiep ishun
40 @3 | Porimatuan kil yang | Crusan Pemenrighen Waglb| 7| 01 | 03 10| D0y PROGRAM | [ Bongawesanges | WRQMIED 60 W eghlan o T Bpoaik Tinas Tenaga Kee|
perusshasn Twese yeng neenty bagt Bwests yeng yong PENEMPATAN Penempatan Tensge Pengacdetion| P TS GINDEN PAMEINEN DEDPINES NEMUNem | Disabilin don Trenemigrasi
1% 1% @alu persen) Peigyanan Ossar TENAGA Kerja Swaste (LPTKE) Target capeian yang menduiung capaien (Same
(8 peraen) Penysndang POER 1% Pertyundang Penyandang Divabiites deri | Bideng Tenage Kere dalam 1 (Sehy $0.000 000 #0000 000 $0.000.000 |
Olesbiitas deri jurwieh pegews! darijmiah Jniah pegwat stsu pexeria
oy ool steu pekera satip
I35 | Wendorong pertispest TeAzmoneyoEeenans don 41 | Sosstssl 0an edvoras 45| Jurieh sosiaises! den U Penduioung Unsean | 4 | 01] 0] 2011 OF || PROGRAM " Pengelcissn koordinesl | Koordneel Tidok Spostk
= dan begl BUMD dan eovokasi bagi BUMN dan | Pemarintahan - don Cisebites
BUMDterkal pecggunesn | Desra DAN pembinzon ponarizn Pendirian BUMD
penggunesn dene Tanggung Pongguneen dans Tenggung| | dene Tenggurg Jeweb Sesis PEMBANGUNAN | BUMD dan BLUD Provingl
Jowal> Sostel 78 Jova> Sosiel Linglungan'T ISt denKabupaterola 97620 00 96 632 000 20983 48
(Corporste Sestel UnglangenTsaL Sosiet
beg (Corporate Soslal begl Peryengang Diesbilas
Poryendeng Dissbites RosporehIRyCIR oy
Penyandarg Dissbiltes B0 Persimnomien
T aah | @ | Poryeiwren dene TISLCSR | 46 | Jusiah BUMD BLUD den (o u_u"zm @ Koordnas! Srentass Tk Sposi | poswengunen
Bettan Ussha MUk Dserah, den ot BUMN BUMO dan porusshann swaste yang dan Evebuset [
porussheanwaste yeng yong dene Pendrien BLUD
melaisenakan dens Tenggung monjengiay Tanggung Jewab Soskel
Joweb Sovist Lingleungen/T.SL. @nsbliies LinganganTsst. (Carporshe. 73309 000 71720 000 74.500.000
Corporste Sosiel Sosdet
| ReaponaibmtyCSR) untuk wniuk mendukang
monszamg Poryondang Penyandany Disepitias
Disablitas
34 || Nalekeanakan pemeriaven | T orseciarryateporen tafunen | 43| Peryusunen peleporen 4 | TersedarrysLaporan Unewr Poruryeng Uromen | (5| 03] 02] 101 04| PROGRAM Pengstaon Evalunsl Pongades ASH Tidak Spesi KD
den evauas! torhadep yang mencekup jumieh Kinerja berdesaricen CASN Pomerintshan - Sideng KEPEGAWAAN | Pemberhersian dan den Pengadasn ASN Otasbiles
pedomen den stander OAERAH Iforment Kepagewsian
stander Useha M8k Negare. Baden o dert BKN
kntonagakereen dissbltes | Usshe Mtk Desrah dan dieabitias ol bideng formas! Kweue desbilles
porusshesn rwasta yang olenKA.. yong seriet & KAD; 330 000 000 383.000.000) 399,300 000
dipantau lerkal kasesusian Pemda. BUMN BUMD dan
podemen
ander cperseicriel yang iniah dietapien
ketnegekeremn dissbiles




Matriks Rencana Aks| Daerah dang Provins! dan Kodefikasi, dan J b, Daerah Provinsi
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan Bagl Penyandang Disabiiitas
No m:::::ml Target Capaian | No | Kegiatan | Mo ':::‘::' " | Bidang Kodefikasi SIPD Program Kegiatan Sub-Kegiatan :r:{:::’;’;’: Faptiniints
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning
|Sasaran gls 6. Pendidikan dan pllan bagl L 1.272.688.380.539 1.951.305.422 1.255.777.550.322 1.925.377.477 1.255.772.050.322 1.925.369.044
Kebijakan i Me mperkuat Institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inkiusif bag) P g Disabll 137.031.795.622 210.099.259 70.822.928.600 108.586.805 70.817.428.600 108.578.372
25 |Mengadak T 44 |Pengad; 48 |Tenaga Urusan 1]01|02]10| 49 |PROGRAM Pengelolaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Dinas Pendidkan dan 25.000.000 8.213.865.846 8.213.865.846
| pelatthan /pendi pefatih dik Pemerintaha 3 PENGELOLAAN didi Khusts dikan bagi Satuan P Kebud:
dikan bagi jumlah tenaga {ayanan calon tenaga  |n Wajib yang PENDIDIKAN Khusus Badan Keuangan
tenaga pendidik, calon pendidikan | pendidik, dan |Berkaitan Daerah
pendidik, calon [tenaga pendidik, inkiusif bagi tenaga Dengan i1jorjo2f10] SO Pengembangan Karir Pendidk dan 25.000.000 3.037.956.801 3.037.956.801
tenaga dan tenaga calon tenaga kependidikan |Pelayanan 3 Tenaga Kependidikan pada Satuan
pendidik, dan | kependidikan pendidik, dan bagi peserta | Dasar - Pendidikan Khusus
tenaga yang memiliki tenaga didik Bidang
kependidikan | kompetensi pendidik Penyandang |Pendidkan [T [ 03] 04] 10| 01 |PROGRAM P Perhi dan P Pendidik 5.500.000 5.500.000
tentang layanan | dalam memenuhi Disabiitas 1 PENDIDIK DAN [ Pendidik dan dan Tenaga Kependidikan Satuan
pendidikan kebutuhan meningkat TENAGA Tenaga Pendidikan Menengah dan
inklusif dari Penyandang setiap tahun KEPENDIDIKAN | Kependidikan Pendidikan Khusus
tingkat Disabliitas di Lintas
Pendidikan lingkungan — Kota - -
acgis Dot Libvoian, 1jojo4|10} 02 A 2 Penataan Pendistribusian Pendidik E 5.500.000 5.500.000
Y 1 dan Tenaga Xependidikan Satuan
daser, Booins) Pendidikan Menengah dan
meRaRgal, day Pendidikan Khusus
pendidikan
in,
26 |Menyediakan | Tercapainya 45 |P 29 (T y
fasilitas dan ¥ Peraturan
layanan belajar |jumlah daerah Peraturan Daerah o
mengajar yang | yang memiliki Daerah tentang. tingkat
mudah diakses |Peraturan pendidikan Provins! dan
dan penyediaan | Daerah yang inklusif bagi Kabupaten/Ko
dasi yang g Peny g ta tentang
layak di seluruh |tentang Di pendi
tingkatan pendidikan inkiusif bagl
pendidiken bagi | inklusit bagt Penyandang
Penyandang Penyandang Disabititas
Disabilitas. Disabilitas
T Y 46 g 50 |Tersusunnya | Urusan 1|o01f02) 0] 51 |PROGRAM Peng! P gaan dan 1.825.000.000 16.383.870.521 16.383.870.521
standar atas kebijakan standar atas | Pemenntaha 3 PENGELOLAAN Khusus 3! Sekotah F
fembaga terkait standar lembaga n Wajib yang PENDIDIKAN Khusus
pendidikan yang P didik Berkaitan
inklusit bagi pendidikan yang inkiusif | Dengan 1forjozfrof s2 Pengelolaan Dana BOS Sekolah 14.300.000.000 15.730.000.000 15.730.000.000
Penyandang inklusif bagi Pelayanan 3 Pendidikan
Disabil Peny. "3 Peny g | Dasar- Khusus
{ketersediaan Disabilitas Disabilitas Bidang 1lajoz] o] s3 Peningl Kapasitas Peng 242.400.752 242,400,752
sarana sesual dengan | Pendidikan 3 Dana BOS Sekoleh Pendidikan Khusus
prasarana, ketentuan
:Tf:n:::d‘dlk' rsn'::g::al 1] 03] 10| o1 |PROGRAM Penetapan Penyusunan Kompetensi Dasar
i pelayanan 2 PENGEMBANGA | Kurikuium Muatan | Muatan Loka Pendidikan Khusus
. N KURIKULUM | Lokal Pendidikan
sesual dengan Minimal, s -
ketentuan 1joije3j10j| 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal
mengenai 2 Pendidkan Khusus
:::::y:an 1joajo3jiof o3 Penyediaan Buku Teks Pelajaran
2 Muatan Lokal Pendidikan Khusus
Minimal.
1jo1j 05| 1.0 01 |PROGRAM Penerbitan izin Penilaian Kelayakan Usul Perizinan
2 P JALIAN |F Khusus | P i Khusus yang
PERIZINAN yang D oleh Masy
PENDIDIKAN Diselenggarakan




Strategi
Implementasi

J Indikator v Dinas/Badan yang Pagu indikatif
Target Capalan | No | Kegiatan No e Bldang Kodefikasi SIPD Program Kegiatan Sub-Keglatan N
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning
Tercapainya 47 |Penyediaan 51 [Llembaga Grusan o1]e2[10] o1 |PROGRAM Peng Pemb Unit Sekolah Baru DAK DAK DAK
peningkatan fasilitas belajar pendidikars Permnerintaha 3 PENGELOLAAN | Pendidikan Khusus |{USB)
jumlah lembaga mengajar yang yang n Wajib yang PENDIDIKAN
| pendidikan yang mudah diakses menyediakan | Berkaltan o1j02)10} oz Penambahan Ruang Kelas Sekolah DAK DAK DAK
|menyediakarn oleh fasilitas Dengan 3
bel Pel
ikt ;:L': :en\(a‘ndang resisy Da;y:nm 01i02(20) 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala DAK DAK DAK
mudah diakses yang mudah |Bidang 3 R
enyandang. diakses ey o1f02|10| o4 P gunan Ruang Unit DAK DAK DAK
Disabititas sesuai Penyandang 3 Sekolah
dengan Disabilitas
ketentuan sesual dengan 01)02|10)| 05 Pemban gunan Perpustakaan Sekolah DAK DAK DAK
mengenai Standar 3
Standar Pelayanan
Pelayanan Minimal 01]02)110| 06 Pembangunan Ruang Serba DAK DAK 0AK
Minimal. meningkat 3 Guna/Auta
h
setiap:tahy orfoz|10| @ Pembangunan Asrama Sekolah DAK DAK DAK
€
o1joz)10| 08 Pembangunan Sarana, Prasarana 120.831.795.622 27.149.384.680 27.149.384.680
3 dan Utilitas
|[Sekolah
o1fo0z|10]| 09 Pembangunan Fasliitas Parkir DAK DAK DAK
B
otjo2)10| 120 Pembangunan Kantin Sekolah DAK DAK DAK
3
ajo2|lo| 12 Pembangunan Ruang Laboratorium DAK DAK DA
3
01j0210| 13 Pembangunan Ruang Orlentasl dan DAK DAK DAK
3 Moblitas
01|02§10| 14 Pembangunan Ruang Bina Persepst DAX DAK DAK
3 Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
o1|0z|10| 15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk DAK DAK DAK
3 Tunagrahita (C)
o1j02j10| 16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan DAK DAK DAK
3 Bina Gerak
untuk Tunadaksa (D}
o1|{oz|10| 17 Pembangunan Ruang Bina Pribad) DAK DAK DAK
3 dan Sosial
untuk Tunalaras (E)
01(02(10) 35 Pengadaan Mebel Sexolah DAK DAK DAK
3
o1/02]10| 36 'Fengadaaan Alat Rumah Tangga DAK DAK DAK
) Sekotah
o1j02i10| 37 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DAK DAK DAK
|
01(02(10| 38 Pengadaan Periengkapan Peserta DAK DAK DAK
3 Didik
ojoz|10]| 39 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah DAK DAK DAK
3




Strategi ] indikator 1 Dinas/Badan yang Pagu indikatif
No e e o) Target Capaian | No | Kegiatan i Kodefikasi SIPD Program Kegiatan Sub-Kegiatan L S
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning
1 [oi]oz a0 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga DAK DAK DAK
Peserta
Didik
(O Rord 44 Penyediaan Blaya Personi| Peserta DAK DAK DAK
Didik Pendidikan Khusus
01|02 45 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga DAK DAK DAK
Siswa
0§ o0z a6 Penyelenggaraan Proses Belajar dan DAK DAK DAK
Ujfan bagi Peserta Didik
01§ 02 48 Pembinaan Minat, Bakat dan 25.000.000 54.450.000 54,450,000
Kreativitas Siswa
Tercapainya 48 [Penjangkauan | 52 (Sekolah yang 01§03 04 |PROGRAM Penetapan Pefatihan Penyusunan Kurikulum
peningk yang PENGEMBANGA | Kurlkuium Muatan |Muatan Lokal Pendidikan Khusus
jumiah sekolah didik N KURIKULUM  [Lokal Pendidikan
yang pelatihan dan pelatihan Khusus
‘ el (suig o105 03 |PROGRAM ]-Pen o IC
Hencicin: d ktnsif erbitan lzin Pembinaan Pendidikan Khusus yang
il 3 PENGENDALIAN [Pendidikan Khusus |Diselenggarakan oleh Masyarakat
p y "3 terhadap
|tentang C |Penyandang PrAIZBAN Yang
PENDIDIKAN Diselenggarakan
|xesadaran
terhadap bagi tenaga Pl (agyoalci]
Penyandang 0102 47 [PROGRAM Pengelolaan Penylapan dan Tindak Lanjut
Bisabiltas bag] tenaga PENGELOLAAN  |Pendidikan Khusus |Evaluasi Satuan Pendidiken Khusus
tenaga pendidik, kependidikan, PENDIDIKAN
tenaga dan peserta
kependidikan, didik
dan peserta meningkat
didik. setiap tahun
Kebljakan Il Memperkuat upays pangurang } dalam dicik ] dan i 1133.444.695.622 |  1.737.814.861 1179.774.621.722 1808.848.617 1179774620722 | pussuiuanns
27 T 49 rl’ Y 5-3 Tt o1 02 TPROGRAM Penetapan Penyusunan Sllabus Muatan Lokal Dinas Pendidikan dan 25.000.000 7.250.000.000 7.250.000.000
kriteria pedoman pedoman pedoman PENGEMBANGA |Kurkulum Muatan |Pendidikan Khusus | Kebudayaan
Inondiskriminasi |supervisi yang supervisi supervisi yang N KURIKULUM  |Lokal Pendidikan
dan tnk pendidik ; Khusus [Kanwil Kemenag
dalam dokumen |vanabel inklusif lintas variabel — Is — 1(Keag )
supervisi yang [nondiskriminasi sektor nohdBkmina 01|08 01 |PROGRAM Penerbitan (zin Penilaian Kelayakan Usut Perizinan
berkaia [dan inklusifitas i dan PENGENDALIAN |P Khusus [P d Khusus yang Pappe rida
dilakukan ke bag! Penyandang [inklusifitas PERIZINAN yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
|sekolah/madras |Disabilitas dalam bagi BENDPIKAL Diselenggarakan
ah, perguruan  |mengakses Penyandang oleh Misyarakat
tinggi, dan pendidikan. Disabilitas
I ldatam 0|05 03 [PROGRAM Penerbi tan Izin Pembinaan Pendidikan Khusus yang
pendidikan mengakses P ALAN |P Khusus [Diselenggarakan oleh Masyarakat
keagamaan pendidikan, PERZINAN yang
i PENDIDIKAN Diselenggarakan
oleh Masyarakat
o1 | 02 47 |PROGRAM Pengelofaan Penyiapan dan Tindak Lanjut
PENGELOLAAN | kan Khusus i Satuan Khusus
PENDIDIKAN
28 [Melaksanakan |Tercapainya iSO—'Feﬂ«asan [Seiuruh orjoz PROGRAM Kegatan 252.221.975.000 278.151.874.000 278.151.874.000
Isupervist peningkatan sekolah yang Penyandang PENGELOLAAN  [Pengelofaan
berdasarkan  [jumlah sekolah ! isabi PENDIDIKAN  |Pendidikan P Dana BOS Sekolah Mener
pedoman yang menenma peserta didik mendapatkan Sekolah Menengah




No 'm:::::;si Target Capaian | No | Kegiatan | No '2:::;:’ Bidang Kodefikasi SIPD Program Kegiatan Sub-Kegiatan :::f‘ mﬂ gy y
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning
S ity e Pt Lpspet = 2 1Joi[oz2]10 pengelolaan 252.246.975.000 278.151.874.000 278.151.874.000
nondiskriminasi | Penyandang Disabilitas pendidi P e
dan Inkiusifitas | Disabilitas. format Dasar - 4 e ;w = D'ana BO5: Sekclah
s Bideny Kejuruan =i | L i
Penyandang P
Disabilitas 1jor1jo2j10 Peng |Pembi gaan dan 1.825.000.000 16.383.870.521 16.383,870.521
dalam - L Khusus 3] Sekplah
meneakses Khusus
29 |Memberi Tercapainy 51 | P jangh 55 [Seturuh anak | Urusan 1|oi|m|10 PROGRAM | Kegiatan 120.831.795.622 27.149.384.680 27.149.384.680
g peningh anak Disabilitas |disabilitas Pemerintaha 1 PENGELOLAAN P g Sarana, Prasarana dan
batas usla bagi fjumiah anak yang masuk ke tanpa batas  [n Wajb yang PENDIDIKAN Pendidikan Utilitas Sekola
Penyandang disabilitas yang sekolah reguler usia dapat |Berkaitan Sekolah Menengah
(Dlsaizkliag ageg- | giasuk bey sekiilo masukils || J0engan 1loi]oz10 Pengelolaan 252.246.975.000 278.151.874.000 278.151.874.000
idapat mengikuti |reguler. sekolah Pelayanan ’ r £ |
pelajaran sesual reguler Dasar - Sekolah Menengati lihtas ;koh
kemampuannya Bldang Kejuruan
, bukan sesuai —
ustanya, Tercapainy 52 [Penjangk 56 |Seluruh siswa [Urusan 1forjo02|10 PROGRAM Kegiatan 252.221.975.000 278.151.874.000 278.151.874.000
peningkatan siswa disabilitas Pemerintaha 1 PENGELOLAAN  |Pengelolaan
jumiah siswa Disabi n Wajib yang PENDIDIKAN Pendidik Pengelolaan Dana BOS Sekolah Mener
disabifitas yang dalam program program wajib |Berkaitan Sekolah Menengah
jjeaaatia lifas ey fefen 121 . || |Dengan 1|afoz|10 Pengelolaan 1.825,000.000 16.383.870.521 16.383.870521
program waijib (dua belas) (dua befas) Pelayanan 2 e
belajar 12 (dua tahun tahun. Dasar- e e e e ]
et g Kejuruan Utilitas Sg:kola 4
Pendidikan
Kebijakan It. Memastikan inovast dan reformasl tata kelola kelembagaan pendidik latihan, dan yang tanggap ter hadap kebutuhan Penyandang Disabllitas 5.000.000 7.666 80.000.000 122,657 80.000.000 122.657
Tercapainya 57 |Perluasan 61 |Penyandang [Urusan 2070320 | 01 JPROGRAM Pelaksanaan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 5.000.000 80,000.000 80.000.000
peningk kup Di Pemerintaha 1 PELATHAN Petatthan [Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
ljumlah Penyandang lyang n Wajib yang KERJA DAN berdasarkan Unit  |Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
|Penyandang Disabilitas yang mendapat Tidak PRODUKTIVITAS |Kompetensi
Disabil yang P h Berkaitan TENAGA KERJA
d: k h. vokasi sesuai  [Dengan
|peiathan vokasi |vokasi sesual dengan minat [Pelayanan 2 lo7 |03 |20 | 02 [PROGRAM Pelaksanaan R_oordinasl Lintas Lembaga dan Kerja
sesuai dengan minat dan dan bakamya [Dasar- 1 PELATIHAN Pelatihan |sama dengan Sextor Swasta untuk
minat dan bakat meningkat  |Bidang |KERJA DAN berdasarkan Unit [Penyediaan Instruktur serta Sarana
bakatnya. setiap tahun  [Tenaga Kerja PRODUKTIVITAS [Kompetensi |dan Prasarana Lembaga Pelatihan
TENAGA KERIA Kerja
V. Membuk patan bagl Disabilltas di bidang seni dan olshraga. 2.206.889.295 3.383.637 5.100.000.000 7.819.399 5.100.000.000 7.819.399
31 [Mendorong Tercapainya 57 |Penguatan 61 |[Terselenggara [Urusan 2 |13 | PROGRAM v - Dinas Pemuda dan
ingk pemahaman hya Pemenintaha PENGEMBANGA Olahraga
partisipasi pemahaman dan dan kapasitas penguatan In Wajb yang N DAYA SAING
P eny g kementerian/le pemahaman  [Tidak KEOLAHRAGAAN Dinas Pendidikan dan
L ianflem mbaga, dan dan kapasitas |Berkattan Y
dalam berbagal [baga, dan Pemerintah Kementerian/ [Dengan
kompetisi Pemerintah Daerzh dalam Lembaga, dan [Pelayanan
bidang seni dan |Dzerah dalam rnengembangk Pemerintah  [Dasar-
olahraga di mengembangkan lan potensi Daerah dalam [Bidang
tingkat daerah, |potensi d g g id
i, dan yandang IDisabilitas i kan potensi  [dan Ofah
internasional.  |Disabutitas di Ibidang seni dan Penyandang [Raga
bidang senl dan |olahraga Disabilitas di
otahraga. bidang seni
ian olahraga.




Strategi
tmplementasi

indikator Dinas/Badan yang Pagu Indikatif
Target Capaian | No | Kegiatan No ol Bidang Kodefikasi SIPD Program Kegiatan Sub-Kegiatan menangant
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning
T P 58 |Pe Jangk: 62 ||Terlak ya | Urusan 219]03 |10 PROGRAM Pembinaan dan Penyeicnggaraan Kejuaraan Pekan 735.629.765 1.700.000.000 1.700.000.000
peningkatan program program Pemerintaha 2 NGA b Paralimpik Provinsi dan Pekan
Jumlah program pengemb: pengembanga |n Wajb yang N DAYA SAING |Olahraga Paralimpik Pelajar Provinsi
pengembangan potensl n potensi Tidak KEOLAHRAGAAN | Pendidikan pada
potensi Penyandang Penyandang | Berkattan Jenpng Pendidikan
Penyandang Oisabilitas d Disabilitas di | Dengan yang Menjadi
Disabilitas di bidang senl dan bidang seni Pelayanan Kewenangan
bidang seni dan olahraga dan olahraga [Dasar- Daerah Provinsi
olahraga. Bidang
Tercapainya 59 |Penjangk 63 Yandang | 4an Olah 2190310 PROGRAM Pembinaan dan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan 735.629.765 1.200.000.000 1.700.000.000
taan Raga 2 PENGEMBANGA |Pengembangan Paralimpik Provinsi dan Pekan
jumlah Penyandang yang N DAYA SAING |Olahraga Paralimpik Pelajar Provinsi
Penyandang D KEOLAHRAGAAN |Pendidikan pada
Disabilitas dalam dalam kompetisi lenjang Pendidikan
g p bidang seni yang Menjadi
kompetisi bidang bidang seni dan dan olahraga
seni dan g gk Daerah Provinsi
olahraga. setiap tahun
Tercapainya 60 | Pelaksanaan 64 |Terlaksana 2119|0310 PROGRAM Pembinaan dan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan 735.629.765 1.700.000.000 1.700.000.000
peningk L rutin bagl 2 P NGA Paralimpik Provins| dan Pekan
jumlah fasilitasi di bidang seni P N DAYA SAING  |Olahraga Parahimpik Pelajar Provinsi
kompetisi bidang dan olahraga Disabilitas di KEOLAHRAGAAN |Pendidikan pada
seni dan olahraga bagl bidang seni Jenjang Pendidikan |
bagi Penyandang Penyandang dan olahraga yang Menjadi
Disabii Disabi Kewenangan
Daerah Provinsi




Matriks Rencana Aksi Dasrah Penysndang Disabilitas Provinsi dan Pemaetaan Kiasifikasi, K dan P Daarah
Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemnerataan L Bagi
Strategi Keteranga BinasiBadan Pagu Indikat
No. Target Cap No. ) No. | indikator Capaian Bidang Kodefikasi SIPD Program Sub-K ymg - =
implemantasi n mensngani 2024 Apportioning 2023 Apportioning 2026 Apportioning
Saaaran Strategis 7. Akses dan p y bagi 254.823.896.724 | 350.699.462 | 180.046.436.730 | 276.049.069 | 180.048.436.730 | 276.049.969
L Ke Penyedia L Untulk 1y 137.948.630.120 | 211.504.964 39.901.436.730 61.177.487 39.901.438.730 61.177.487
33 sicican indika tor © v P o dalam 138.171.177.320 36.848.238.650 36.846.238.630
Tersedianya 63 | Peniyusunan 67 |Tersusunnya Urusan 1 02/ 1.0 | 0slP Peny | -1 Tidak Dinkes
| pedoman pedoman padoman Pemuerintahan 2 PEMENUHAN Layanan h’chymn Spes ifik BKAD
| pelayanan pelayanan pelayanan Wajib Yang 1| 02| 02} 1.0 | 11| UPAYA Kesehatan untuk [Pengelolasn Tidak
| kesehatan yang yang yang i 2 KESEHATAN uKp Pelay
akomodatif bagi » bagi bagi o PERORANGAN UKM dan UKM
Penyandang Penyandang Pelay Dasar DAN UPAYA Tinghkat y
Disabilitas sesuaj Disabilitas Disabliitas sesuai |- Bidang 4| 02| 02) 1.0 | 43 KESEHATAN Daerah Provinsi | Pengeiolaan Tidak
Standar Keschatan 2 MASYARAKAT Pelayanan Spes ifik
Pelayanan Pelayanan Orang
Minimal bidang i bidang dengan Masaiah
kesehatan. LI fen
1|02| 02| 1.0|18 | Koordinasl dan Tidak
2 Sinkronisasi Spesifik
apan SPM
| Bidang Kesghatan
Limtns
1/02| 02/ 1.0| 19 | Pembinaan Tidak
2 Pp—
u ! |1l
1| 02| 02 1.0 | 27 Pandampingan Tidak
2 Fasilitas Spesifik
Terlaksananya 64 | Penyadiaan ruang | 68 | Setiap proses Urusan 1] 02| 02| 1.0 | 20| PROGRAM Peny dan Tidak
keterlibatan P i bagl i Pemer 2 PEMENUHAN Layanan Penilaian Spes Hik
Penyandang | Penyandang fasllitas Wajib Yang UPAYA untuk | K b
Disabilitas daiam dalam P KESEHATAN UKP Rujukan, Puskesmas untuk
proses akreditasi proses ahreditasi kesshatan Dengan PERORANGAN UKM dan UKM Registrasi
fasilitas pelay L Yy Dasar DAN UPAYA
pelayanan kesehatan Penyandang -Bidang 1]02| 021 1.0 Ol e aewataN i A il it
S 4 MASYARAKAT Rumah Sakit Pengawasanserta | Spesifik
Kelas B dan Tindak Lanjut Disabilitas
Fasilitas Perizinan Rumah
Pelayanan Sakit Kelas B dan
. e kiis
1] 02/ 02 1.0 | 02 Tingkat Daerah Peningkatan Tata | Tidak
s Modnle I
1j0z[o2] 1.0[03 Prodosl Peningkatan Mutu | Tidak
Py Pelayanan Speaifik
Fasilitas Disabilitas
Tersedianya 63 | Pemnbangunan 89 | Tersedianya Urusan 4/02102]11.0|24|P Y P Rujuk| Tidak
| fasilitas Pemarintahan 2 P JHAN Layanan Spaesifik
pelayanan primer dan rujulkan pelayanan Wajib Yang UPAYA Kesshatan untuk Disabilitas
keschatan primer yang inkiusif bagi primer KESEHATAN UKP Rujukan,
dan rujukan yang Penyandang dan rujukan yang | Dengan | PERORANGAN UKM dan UKM
inkiusif bagi Dissbilitas inkiusif bagi | Polayanan Dasar DAN UPAYA Rujukan Tingkat
Penyandang Penyandang - Bidang KESEHATAN Daerah Provinsi
t.r.lu'-dlt-::no 66 | Soslalisasi Rumah | 70 | Tersedianya RS Urusan 1| 02] 10| 01|P ] Y P Tidak
Sakit yang milik Pemerintah | Pemarintahan 1 AN Fasili Rumah 8akit Spasifik
memiliki Sarana, Daerah Wajib Yang UPAYA Pelayanan, Beserta Sarana Disabilitas
Prasarana, dan KESEHATAN Sarana, iy YL
Alat Kesehatan Sarana, Dengan PERORANGAN Prasarana dan [ Pengadasn Obat, | Tidak
i i a, dan lay Dasar DAN UPAYA Alst Kesehatan |Bahan Habis Spesifik
sesuai standar Alat Kesehatan |- Bidang KESEHATAN untuk UKP Pakai, Bahan Disabilitas 11.518.926.420 1.425.000.000
inkuaif Kesehatan MASYARAKAT Rujukan, UKM Medis Habis
disabilitas sesual dan UKM Rujukan| Pakai,, Vaksin,
Toomamndecmabo PRENER - RETELFI S




S Target Kodefikas! SIPD - Sub-Kegl
Implemantasi n 2024 Apportioning 2028 Apportioning Apportioning
i Distribusi Al
Al lat Tidak
Kesehatan, Obat, |Spesifik
Habis Disabilitas
Pakai, Bahan 3.184.317.000 3.500.000.000
Modis Habis
Pakai, Vaksin,
Bl FLET ]
Pombangunan Tidak
Fasilitas w
Pengembangan Tidak
1 Pendekatan Spesifik
Kesehatan &
DTPK (Pelayanan
Kesehatan
Pulau, Pelayanan
1jo0z]02 1.0 | 10 Pengadaan Alat Tidak
1 Kesshatar/Alat  |Spesifik
Medik
Fasilitas Layanan
1|02/ 02} 1.0 | 11 Pengadaan Sarana | Tidak
1 o Fasilitas Spesifik
Lavanan Disabilitas
1j02j02f 1.0 |12 | Pengadasaan Tidak
1 | Prasarana Spesifik
Fasilitas Layanan |Disabilitas
1] 02| 02{ 1.0 | 20| Penyediaan Tidak
1 Telemedicine di Spesifik
Fasllitas Disabilitas
L=
1|02/ 02| 1.0 | Pengelolaan Tidak
1 | Pelayanan Spesifik
Dasar
Metalui
1| 02/ 02| 1.0 | 1T7PROGRAM y Tidak
2 L4 AN L Surveilans Bnaaifik
e
UPAYA K untuk | Peng Tidak
KESEHATAN UKP P 2.450.000.000 2.598.000.000
PERORANGAN UKM dan LM [Ebahaian e | Dienbiitkng
DAN UPAYA Rujukan Tinghat |Pengelalaan Tk 265.000.000 300.000.000
KESEMHATAN Daersh Provinal | P T
MASYARAKAT ERe o 350.000.000 £85.000.009
enaead il
| Remwstoisan Vi 4.841.000.000 8.471.000.000
Wl [ — .
Py Wikt 407.855.700 450.141.270
| Pengeiolaan Tidak
= e 1.000.000.000 1.200.000.000
Tradisonal,
Penge lolaan Tidak
Pabry. ¥ - 101.116.184.600 11.127.781.080
Pengeiolaan Tidak
Pelayanan Spesifik
K . Orang |Di 170.000.000 187.000.000




Strategi Keteranga Pagu Indikati
No. Target Cap No. Kegi No. | Indikator Capaian Bidang Kodefikasi SiPD Program Keglatan Sub-Keglatan yang
Implsmentasi n — 2024 Apportioning 2028 Apportioning 2026 Apportioning
Hoordinas| dan Tidak
Sinkronisasi Spesifik
Penerapan SPM Disabilitas 957.913.600 902.318.320
Bidang Kesshatan
Linkss
Pembinaan Tidak
Palaksanasn Spesifik 6.000.000.000 6.600.000.000
r—n-—_.m_“
Peningkatan Mutu | Tidak
Pelayanan Spesifik 730.000.000 203.000.000
1] 02| 02! 1.0 | 23| Penyedinan dan Tidak
2 Pengelolasn Spesifi
Sistem Disabilitas
Penmnganan
e LSt Sanarat
34 [Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu v a untuk Peningkatan k tensaa dalam v ramah 2.777.452.800 3.083.198.080 3.055.196.080
ghkatry 68 [P 72 | Terssienggaranya |Urusan 1/ 02] 03] 1.0 | 01]PROGRAM Tidak
tonaga kapasitas bagl program Pamerintahan 1 PENINGKATAN K Spesifik 801.709.500 551.880.450
kesshatan dalam tenaga p Wajb Yang KAPASITAS Sumber Daya Sumber Days Disabilitas
memberikan khusus layanan kapesitas tenaga |Berkaitan SUMBER DAYA Manus ia | i
Ilayanan ramah ramah [ dalam |Dengan 1) 02/ 03 1.0 | 02(yaANUSIA Kesehatan untuk |Distribusl dan Tidak
disabilitas. layanan ramah Pelayanan Dasar 1 KESEHATAN UKM dan UKP Pemerataan Spaaifik
disabilitas - Bidang Provinsi Sumber Days Disabllitas
Kesehatan e —_— £ AT
1/02|03| 1.0 |01 | PROGRAM P Tidak
2 PENINGKA TAN Mutu dan Kompaetensi dan | Spesifik
KAPASITAS i izab 1.775.743.300 1.853.317.630
SUMBER DAYA Kompetensi Sumber Daya
MANUSIA Telnis Sumber
KESEHATAN Daya Manusia Pambinaan dan | Tidak
i 500.000.000 4350.000.000
Tingkat Dasrah Sumber Daya Disabllitas
Provinsi i
1/ 02) 03| 1.0 | 02 Distribusi dan Tidak
2 Pemeratasn Spes ik
Sumber Days Disabilitas
Liftanunis
Kebljakan ). Pancegahan dan intervens! dinl iny snan bagi y g Disabilitas yang efektif dan komprehensif.
ERE keua) den repr yandang pada Y
Mani & 73 | Fasiltas Urusan 1[02[ 02 1.0 02| PROGRAM Peny Pemb: Tidak Dinkes
pelay Jumiah yang |Pemer 1 PEMENUHAN Fasilitas Fasilitas Spesifik
kesshatan kesshatan yang y Wajib Yang UPAYA
dan Yy seksual dan P KESEHATAN Sarana, Lainnys
reprodusksi pelayanan reproduksi bagl kesehatan Dengan PERORANGAN Prasarana dan
Penyandang | kesshatam Panyandang sekasual dan Polayanan Dasar DAN UPAYA Alat Kesehatan
Disabilitas seksual dan Disabilitas dl roproduksi - Bidang KESEHATAN untuk UKP
pada fasllitas | reproduksi 1y MASYARAKAT LT LLLULL)
peiayanan | Penysndang Disabilitas i L0 i Peny P Tersedia d|
kesshatan | Disabilitas & meningkat setiap 2 Layanan Pelayanan Leval Sub-
tasliitas hun otk K
Sk T UKP Rujukan, ¥husus
R UKM dan UKM
¥ 70 74 | Fasilitas Urusan 1/ 02| 02 1.0| 03| PROGRAM y Tidak
n layanan Jumiah pelay Pomer 2 PEMENUHAN Layanan Pelayanan Spesifik
deteksi dini | peiayansn y e yang |Wajib Yang 1| 02| 02| 1.0| 04 UPAYA K untuk | P Tidak
bag ibu, k eseshatan yang dini potensi y i 2 KESEHATAN UKP P ®
anak, dan menyediakan dieabliitas di layanan doteksi | Dengan PERORANGAN UKM dan UKM Usia
orang lay anan deteks i layanan kesehatan| dint bagi ba, Pelayanan Dasar| DAN UPAYA Rujukan Tingkat | Produktif
dewasa dini bagi by, anak, dan orang | -Bidang KESEHATAN Dasrsh Provinsi
terhadap anak, dan orang dewass yanp Kesshatan MASYARAKAT
potens! dewasa yang berpotensi
disabilitas berpotensi disabilitas
[{senerti disabilitas. meninakagetian




DinasBadan
MNo. Sicategl Target No. | indikator Capalan Bidang Kodefikasi SIPD Program Sub-Kegt Kateranga yong To ket
Implementasi n 2024 Apportioning 2028 Apportioning 2028 Apportioning
T y hak 75 |Terselenggaranya Urusan 2/14 /03] 1.0 |06 Tidak Dinkes
n sosialisasi, 1 PEMBINAAN Denasin Program, |Strategi Spesifik Dinas
serta dan reproduksi kampanye,serta | Wajib yang Tidak KEL den |Op PPKB
terhadap hak |pendidikan dan bagi Penyandang pendidikan dan | Berkaitan BERENCANA (KB) |Peiasksanaan |Promoasi dan
' P ih o pelatihan tentang | Dengan A y K
dan |hak kesshatan hak kesehatan Pelayanan Dasar K
P dan seksual dan -Bidang dan o7 sesual
bagi reproduksi bagi reproduks! bagi | Pengendalian Edukasi (KIE) dengan Kearifan
P y y dan [, I |kl
2/14|03] 1.0 |07 Ponduchuk dan | Pemgembangan | Tidsk
I iy 1 - dan Penyediasn | Spesifik
) Materi Promosi Disabilitas
Is i Kearitan dan Konseling
Budaya Lokas  |Mesehatan
Reproduks! dan
Hak-Hak
Reprodulcsi sesusi
dengan Kearifan
2/14|03| 1.0 |08 Pembinasn Tidak
1 Promosi dan |Spesinin
- ling .
Hrashainn
Kebljakan Hi. Perluasan K o dan ¢ bagi P 114.043.073.104 | 174.852.50C | #RSANNRASNRSRN | 210.050.510 | 137.000.000.000 | 210.050.510
36 |Mamperiuas taan Penerima B uran Keseh ]
Meningkatnya Periuasan cakupan| 76 | Seluruh Urusan 4/06{05] 1.0 | 01 | PROGRAM Peang Data |F Tidak Dinkes
Jumiah Penyandang 2 PERLINDUNGAN Fakir Miskin Sosial Spesifik BPJS
Penyandang Disabliitas yang Disabilitas yang |Wajib Yang DAN JAMINAN Cakupan Deersh |Kesej Disabill Keseh
Disabilitas miskin miskin dan rentan miskin dan r | Prira) Kalsme Oinas
dan rentan yang dalam Dats tercantum dalam |Dengan 1 0zj02 1.0/ 01 P Peny L 9 Data | Tidak Sosial
R — Torpadu Data Torp Dasar 3 PEMENUHAN Sistem ara i o
R " Kesejahtersan  |-Bidang 1/ 02| 02/ 1.0| 02UPAYA Hesehatan Penge lolaan Tidak
Sca il et Sosiat Sosial | Kesshatan 3 KESEHATAN Secara Sistem informasi | Spesifik
PERORANGAN Yerintearaaj Kesehatan Dinabilitas
Nasional. Periuasan cakupan| 77 |Seluruh Urusan 1|06|08| 1.0 |02|P AM Data | P F Tidak
Penyandang Pemer 2 PERLINDUNGAN Fakir Miskin Miskin Lintas Spesifik
Disabilitas yang Disabilitas yang |Wajib yang DAN JAMINAN |Cakupan Deerah |Dserah Digabititas
miskin dan rentan miskin dan rentan| Barkaitan SOSIAL Provinsi Kabupaten/Kota
37 | Mamas tikan g dari kep dapat L Peny 114.043.073.104 BERRARBUNI GRS
78 | Terseienggarsnya| Urusan 1|02|02| 1.0 |09 Peny Tidek
pemahaman |manfast sos lalisasi Pemerintahan 2 PEMENUHAN Laysrnan Pelayanan Spes ifik
ponycadong » BPJS Wajib Yang UPAYA Kesshatan untuk |Promosi Disabilitas
disabilitas akan ¢ begi KESEHATAN UKP Rujukan, Kesehatan
manfaat y akan gar PERORANGAN UKM dan UKM
kepesertaan Di P Dasar DAN UPAYA i st
i oo e 10202 1.0(18 o aw Penyediaan Pengeloisan Tidak
spus. Kesshatan 2| |masvarakay |Lavanan (rilieny e
usbls 114.043.073.104 ESRRBRBRNNINNS
UKP Rujulian, Masyarakat
UKM dan UKM
h ¢ T ]
79 | Tersusunnya Urusan 1/068/05| 1.0 |01 P P Data | F Tidak
jumiah mantaat keobijakan terkait | Pemer 2 PERLINDUNGAN Fakir Miskin Soaial Spesifik
yang diberikan periuasan manfaat periuasan Wajib yang DAN JAMINAN Daerah |
 kepada bagi bagi Berkaitan SOSIAL Provinsl Keluarga
Penyandang Disabilitas yang Pentyandang Oengan
Disablilitas dalam | menjadl peserta dalam Dasar




Stratagi - = Dinas/Baden Pagu Indikatif
Target Capal No. X No. Bidang Kodefikasi SIPD or X Sub-Keg ymng
Implementasi n 2024 Apportioning 2028 Apportioning 2026 Apportioning
L = 3 Y 80 [Tersusunnya Urusan 1/ 02| 02 1.0 |16 y P Tidak
2 PEMENUHAN Layanan Jaminan Spesifik
It Wajib Yang UPAYA untuk il
terkait KESEHATAN UKP Rujukan, Masyar skat
aiat 9 PERORANGAN UKM dan UKM
bantu yang Pelayanan Dasar DAN UPAYA Rujukan Tinghat
|sesusi kebutuhan |. Bidang KESEHAT AN Innuh Provinsi
V- Peny Program Mas Hidup Sehat (QERMAB) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas 2.831,892.500 | 4.341.903 | 3.145.000.000 | 4.821.062 | 3.145.000.000 | 4.821.962
[mendarong an/ lembaga, P Daerah, dan untuk mel ibatkan Peny Disabllitas dalam kegiatan GERMAS. 2.831.893.500 3.145.000.000
[Wen 76 i 81 |[Tarsclenggaranya |Urusan 1Joz]os 1.0 [01 k Tidak Dinkes
jumiah program GERMAS sosialisasi | Pemerintahan 1 PEMBERDAYAAN |Upaya A Spesifik
kementerian/ m Pemerintah program GERMAS |Wajib Yang MASYARAKAT & b
lembaga, 1Mah dan %o Pemerintah  [Barkaitan |sipaNG Ing y 2.831.893.500 3.145.000.000
Pemerintah |swasta secara Dasrah dan Dengan KESEHATAN Peran Serta Penggalangan
||Daerah, dan rutin swasta dengan |Feiayanan Dasar Masyarskat dan |Kemitraan, Peran
ewasta yang malibatkan - Bidang Lintas Sektor serta Masyarakat
jrrenyeiangusrail 0 |0z [os [+.0 |01 [p AM Peny Tidak
» program Disabilitas.
I 2 PEMENUHAN Komun ikas i Promosi Spes Hik
UPAYA Informasi dan dan D
melibatkan
e IKESEHATAN Edukasi (KIE)
, 1]02|05! 1.0 |02/ pgrORANGAN Perilaku Hidup  [Penumbutian Tidak
|Disabilitas. 2
AN UPAYA Beraih dan Sehat
KESEHATAN dalam rangka Keluarga dalam Imnbllun
MASY ARAKAT Promotif Peningkatan
Preventif Tingkat (Derajat
Daorah Provinsi [Keashatan
1{02 {02 1.0 |09 Tidak
2 Spesifik
Disabilitas
1|0202|1.0 |26 Upaya Penguranga | Tidak
2 Bpesifik
Disabilitas
1[0z]0s 1.0 |01 AM Bimbingan Teknis |Tidak
3 PEMBERDAYAAN |dan Pelaksanasn k
MASYARAKAT Upaya Kesehatan inmmmu
BIDANG Bersumber Daya
KESEHATAN Mas yarakat
(UKBM) Tingkat
Meningkatny PROGRAM |PROGRAM Meningkatnya
a Kapas itas PENINGKATAN PENINGKA TAN Kapasitas 30M
|SDM Rumah KAPASITAS KAPASITAS Rumah Sakit
Sakit SUMBER DAYA SUMBER DAYA
MANUSIA MANUSIA
MESEMATAN TAN




Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas

Sasaran Strategis 1 : Pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Permasalshan Pokok di Tlap Bidang

Masaizh Strategls

reny

dang Disabliltes Terd:

pak Masalah

Identifikasi Kesenjangan bsu Disabilitas

Faktor Penyebab Kesenjangan

Umur

Ragam Disabilitas

1[:1;

IDDDE

Kontrol

Partisipasi

Manfaat

Eksternal

Internal

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanen Dasar - Bidang Pendataan Penyendang Disabilitas

setiap OPD belum memiilki data
|terpilah penyandang disabilltas

|Format pendataan yang tidak sama
antara pemerintah, OPDis dan NGO;

jaken permds belum
difabel dalam p

tarpiiah panyandang disabilitas

OPD belum
memiliki data terpiish bardasarken ragam
disabilitas; OPD belurn memiliki format data
terpilah, OPD beilum paham pentingnya data

TFormat pendstean yang toeK sama
antara pemerintah, OPDis dan NGO,
date yang sudah ada di statistik,
dukcapil dan dinsos (DTKS) tidak bisa
di downioad karena sdenya W
peritndungan date pribadi.

digunakan untuk kebutuhan
perencanaan dan ketepatan sasaran
penerima bantuan

colecting data difabel belum Belum ada iembaga yang

mengontrol dalam sistim
pendataan terpusat

TBelum ada wadah bagi
difabel untuk berpasrisipasi
aktf dalam mengontrol
Implementas! perencanaan

Masih banyak keluarga
disabilitas yang tidak
|berpartisipasi untuk anaknya
didata, tetapi disembunyfkan;
Difabel enggan untuk didata

Belum semua paham tentang
form Pendataan menggunakan
WGQ; Perangkat desa ada yang
belum bisa membedakan mana
orang sakit dan mana yang
disabilitas

Kurangnya kesadaran masyarakat

bagl penyandang disabliitas

|akan pentingnys dokumen adminduk

desa belum berperan ektif dalam
imemberikan pemahaman tentang

pentingnya dokumen adminduk bagi
penyandang disabilitas dan keluarganya

Penyandang disabilitas jarang
dilbatkan dalam keglatan di
kantor desa

penyandang disabilitas tidak bisa
menyampaikan kebutuhannys

penyandang disabilitas tidak
terlibat dalam kegiatan
k. "

)
L4

hak kepemmmen
ladminduk bagi penyandang
terabafkan

|Kurangnya pemahaman dan
|kesadaran masyarakat terkait
|kepemilikan dokumen
adminduk difabel

Belum semua kab/kota dan desa
memilik| regulasi turunan
pemenuhan hak penyandang
disabilitas

[Penyandang disabilitas belum
mem Hiki Dokumen Admind uk

|jarak lokasi kantor dukcapil jauh,
pengurusan dokumen adminduk

|membutuhkan waktu yang lama, tidak ada
yang mengantar penyandang disabliitas

Untuk mengurus dokumen
adminduk membutuhkan blaya
transportasi dan waktu yang
tidak sedikit

penyandang disabilitas yang ingin
memiliki dokumen adminduk harus
imengeluarkan biaya lebih banyak

hanya penyandang disabilitas
dari keluarga ekonomi
imenengah ke atas yang memiitk!
dokumen adminduk

penyandang disabliitas tidak
dapat terpenuhl hak
dasarnya

Dokumen adminduk masih

dianggap tidak penting bag
ipenyandang dlsabilitas

Pangurusan dokumen adminduk yang
[berbelit -bekt dan, membutuhkan
[banysk persy: n dan blaya.
[Kondisi ini dimanfaatkan olsh calo
Imencert keuntungan desi
[panysndang disabilitas

Belum adanya mekanisme evaluasi
pendataan terpilah penyandang
disabititas setiap tahun

mendata penyandang disabilitas

Belum ada aplikasi satu data yang dapat

[Data tarpilah yang paling mungkin
diaksas adalah DTKS darl Kemensos,
ap| ada baberaps kendala seperti
DTS hanye mendate penyandang

ilitss miskin, henys biss dlakees
oieh operator desa, pendamping
posial, den dinsos

Untuk mengetahui penyandang
disabliitas sudah terdata hanya bisa
dilakukan melalu operator
desa/kelurshan, pendamping sosial
dan dinsos

Penyandang disabilitas dan
keluarganya mendaftarkan
penyandang disabllitas ke DTKS
melslui operator desa/kelurshan
dan dinsos

penyandang disabilitas yang
terdata hanya penyandang
disabllitas ekonomi lemah,
idan yeng sudah ditandal
sebagai penyandang
disabilitas

penyandang disabllitas tidak
memiliki dokumen adminduk,
tidak mendapatkan informasi
DTKS

Rujukan utams deta penyandeng
disabilitas {New DTXS, Regsosek, Dats
pektoral, Profil Organisesi PD,SDGs
Dess) masih tumpang tindih dan

idak terupdate

Urusan Pemsrintahan Wajb yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dassr - Bidang

inklusit bagi d

disabllitas.

da lam Musrenbang mulal darl
musrenbagd us - musrenbang
[Kabupaten

[Belum melibatkan sebagian difabet [Belum ada Tema-tema difabel dalam

[Musrenbang dan Belum ada Pra
[Musrenbang Difabel

difabel tidsk diundang pada pra
dan musrenbang, selain ku
akses Informas! untuk pra den
musrenbang tidek sampai pada
semua ragam difabel.

fabel tidak bisa teriibat dalam
imengawal proses perencanaan

Belum ade musrenbang tematik
Khusus untuk difabel den wals upun
Hiundeng hanya sekedar untuk
foeiengkspi ateu mandengsr tets pi
Idak diberiken kesampastan untuk
menyampaiken pendapat.

Kebutuhan difabel tidak
imasuk dalam perencanaan
Program kegiatan
Pemerintah

——
Difsbel sulit berkomunikas! stau
rmenyusrakan aspirasi karena tidak
pdanys medis pendukung dan
pemahaman yang minim terkait
kebutuhan difsbel sesuai ragam
disa bilitas

Pemahaman/perad igma
pernerintah daerah terkait
peiibatan difabei daiam proses
perencanaan--anggapan bahwa
difabel adalah objek bukan
subyek pembangunan

lAlokasi angga ren untuk
ipembangunan inkdusif disabilitas
belum dilaksanakan secara

maks imalt

bﬁlum ada regulasi turunan terkait alokasi
anggaran untuk disabilitas (Penggunaan
Dana Desa untuk penyandang disabilitas)

Intervensi program untuk
difabe! minim

pada proses perencanaan kegiatan
belum melibatkan dif abel

ifebal hanys teriibat pada kegiatan
ang dibuat khusus untuk difsbel den
itupun balum malibatkan semua
ragam difabel tetapi hanya sebagisn
sgam difabel

difabel tidak bisa
berkolaborasi dengan Non
difabel saat kegiatan

Belum ada OPDIs yang
Imengadvokasi pemkab dan
pemdes dalam
Imemaksimalkan anggaran
\disabilitas

Pemahaman pemerintah dalam
mengarusutamakan inklusi
disabliitas ke dalam
perencanaan dan penganggaran
daerah

Belum semua kabupaten di NTT
Imemiliki PERDA dan perka
peraturan kepala daerah)

menjadi prioritas

PERDA penyandang disabliitas belum

enyandang disabllitas
embutuhkan dukungan ngo
luntuk memfasilitasi proses
penyusunan perda

kegiatan pemenuhan hak
penyandang disabilitas belum
memiliki payung hukum di daerah

penyandang disabllitas berjuang
sendiri untuk adanya perda
penyandang disabliitas

penyandang mn maslh
men jadi urusan dinsos beium
men jadi penangan opd multl
pektor

Pemda kabupaten belum
Imemiliki profil disabilitas

Belum adanya komitmen dari
l(epala daerah tentang
pemenuhan hak penyandang
disabilitas

¥penylndang disabilitas
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tempat wisata

« Layanan aksesibilitas
lyang dibangun tidak sesuai

2. Jalur pemandy netra
dislifungsikan menjadi tampat.
juslan, lubang selokan dan tiang
listrik.

[3 Belum tersedianys bideng miring

disabilltas
2. Belurn pernah adanya audit
faksesibititas bangunan tempat

wisata

developer

tersedia

. Strategis2: Penyed gan tanpe begi p disabiktas
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5
Estimasi Di sabiftas pal i Identifikasi Kesenjangan lsu Disabilitas Fektor Parryebab Kesanjangan
rmasalahan Pokok
P ‘: Massish Strategis =
di Tiap Bidang - Umur Ragam Disabllitas
Kelamin Akses Partisipesi Kontrol Manfaat imernal Eksternal
sl Toafa latifoa g o] afragdis
Urusan Pemerintahan Walib yang Berkaltsn Dengan Palayanan Dasar - Bideng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1)Hampir seluruh « Penyandang disabilitas 1 desain b 1 Tidak bagt 1 disabiites 1. gny 1. peny "
gedung fasilitas tidak dapat mengekses ;'n::::' r':: "T:;;: ud’:; ol i tidal ecyandirp et L kursi roda tidek dapat menggunekan | mengenai disablitas dan  |kurang percaya dirl untuk
umum dan layanan layanan di kantor s .“pb.d o 5 avana:publficalimnatan Siacigina aksesibilitas mermberikan saran kepada
penyandang disabiiitas 2.Tidak tersecianya kesempatan bagi [tkiak alzasibel
publk di pemerintah  |pemerintahan maupun di sabiiitas fisk. 2. peiib dalam v e ites ot w L. et o8 2Kurangnya pengetahuan  |pemerintah
belum akses bagt fasfitas pubilk lainnya 2. Kantor tidak lakukan audit " Kesuliten seat regulast Permen |2, penyandang disabilitas
panyandang menyediakan running text, papan  nade sast parencansan sampst  [3. Tidak tersedianya kesampstan bagl Santor pamerintshan meupun laysnan  |PU I'{ bang tidak i cara
disabllitas s Peraturan Menteri PU penunjuk arsh bagi penyandang  |nada evaiuas! balum ada dang untuk uf public publik yang yampalksn saran kepada
tentang ketentuan disabilitas Tull umnwk penunjuk arah |3 pelibatan disabilitss dalam aksesiilitas 3. Penyandang disa bilites netrs 3. tidak melibatkan pemerintah
bangunan publlk yang :"m:l“n:’:d semua ragam prv:l:kul:n sudit aksesibilitas : 4. I:formal o:hym‘ ] ]:Inla; :::: :upat"d 1= h:n:l‘khnn st _l 3 " '’ 3. Pandangan masyarakat
saat perencanaan sampsl pshami panyandamg 3 tuf or pernerintshah maupun layanan
aksesibet tidak diketahul 3.Kantor pemerintah tidak I " s, i | Eupictl o e foubsiic dalallm ;laerencanaan hingga k?paff penyandang
oleh perangkat pemerintah kan jolur d A stau bejum o kepada 4 untuk |4, tull tidak sebagal objek
doerah sehingga kebijakan (Guiding dan Warning Biok) bagi b konsep Etika apa yang d jefaskan, bangunan bukan subjek pembangunan
jyang telah ada tidak v A vV [100% J100% [100% [100% [100% |disabilitas netra. ull. berinteraks, 5. Penyandang disabitas belum merass seningga aksesibllitas
] F . gE2
[dlimpiemantasikan, 4. Balum tersedia juru Bahasa isyrat s Belum di libatkan dalam 6. Kabijakan atau regulesi yang sudah ada belum [puss meninkmati pembanguna yang dianggap tidak penting
dalam p wd b i dengan baik. inklusi
secara online bag 6. Belum di libatkan daiem proses [7.Kurangnya dari pe 6. d
penyandang disablitas tull. [perancanasn pemb kepada penyandang d untuk C saat g0 4
SMinimnys pemahahaman rumah sakit atau push ) konsep rumah sakit meupun puskesmas.
tentang pany ® |7 Etka rkasi dan konssp  |dan etike berinteraksi 7. Penyandang disa billtas menga lami
disabifitas disabilites belum dipahami cleh kebingungan untuk memahami maksud
6. fasitites o sehinggs pengg den tujuan yang disampalkan
tidak sesusi
idisabilitas Fisik, Netra dan tuli
7. Panggunasn Bahasa yang teriaiu
inggt pada sast man)siaskan
imangenai layanan yang diberikan
2) Seluruh gedung + Panyandang dnabiitas tiosk Bangunan rumah ibadsh masih |Disabilitas belum dilibatkan  |Disabliitas belum menjadi prioritas dalam Disabilitas i g ke ry yand. |Penyandang disabilitas
badah belum akses [dapat mangakses tempat belum skses bagl penyandang  |dalam perencanaan bangunan |penyediaan akses dlanggap orang yang |[masih belum berani
ibagl penyandang R disabllitas [Imaupun pelayanan darl rumah k sehigga hanya menyampalkan saran kepada
disabilltas . Penyandang disabilitas tidak v vy v v l1oo% |100% [100% [100% |100% Ibadah sebatas penerima manfaat  |pemuka agama
merasa nysmansast
beribadah {tidsk terdapst
dalam RAD ini karena buken
i e
13) Tempat Pariwisata |+ Penyandang disabiiitas v v \ \4 100% |100% [100% [100% [100% |1- Beium aksesnya tempat wissta |1 Pernbangunan tempat [Perda maupun atauran regulasi yang ada y g litas kesull L h 1 disabiltas
belurn akses tidak dapat mengakses yang sds wisata tidak melibatkan belurn dipahami oleh pemerintah ataupun  |saat mengakses tempat wisata yang disabili tas dan kurang percaya dirl untuk
saran kepada

regulasi Perman PU
menganal bangunan publik yang

[2. penyandang disabilitas tidak
imengetahul cara

Imenyampaikan saran kepada




Kolom §

Kolom 1 Koiom 2 Kolom 3 Kolom 4
Estimasi Peny g Disabilitas T pak lah identifikasi Kesenjangan Isu Disabili tas Faktor Penyebab Kesenjangen
Permasalahen Pokok "
o Tiap Bl - Jenis
ey Felaccih Ui Ragaon Disag Akses Partisipasi Kontrol Mantaat Internal Eksternal
o ] ST EEETE ESE SRR
Urusan Pemerintshan Walib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perumahan yeng « Penyandang disabilitas |V v v v \ 100% [100% |100% |200% [100% |1, Penyandang disabilitas 1. Belum adanya pelibatan 1. Belum adanya kebijakan yang mengatur |1 Masih banyak penyandang L kureng g 1p '] disabliitas
dimiliii oleh masih belum memiilk! kesulitan dalam kemampuan  [disabllitas dalam p biaya pe harga rumah yang belum mermitki rumah yeng kurang pf“V' dirk untuk
penyandang rumah yang layak untuk membeli rumah subsidi  |pembangunan perumahan bagl penyandang disabilitas rumeh pribadi sann opada
disabllitas maupun » Bangunan perumahan 2. Bang P han yang |2 Mininnya p 2. Regulasi Kementrian PUPR mengenai 2. Masih banyak perumahan yang = caguiaite U |2 penyandang disabilites tidek
perumahan subsidi  [subsidi yang tersedia belumn aksesibel bagl disabilitas dalam perencanaan |desaln rumah yang aksesibilitas bagl belum memperhatikan ibiil ganal b publik yang cara
yang disediakan belum akses bagl penyandang pernbang! P penyand: disabilitas belum dipahami oleh |penyandang di I akses menyampaikan saran kepada
belum akses bagi penyandang disabilitas developer 3. tidak penyandang
penyandang disab daia 3. yorak
dl hinggs evaluasi ban [kepads peny g o i
sebagai objak bukan subjek pe
||Sumber air yang ¢ Penyandeng disabilitas v v \ v v 100% [100% [100% |100% [100% |Belum tersedianya skses ke Penyandang disabilitas beium |Belum adanya regulasi akses sumber mata  [Disabilitas tidak dapat mengakses  |kurangnya pe .
tersedia befum akses [Mesih belum depat mangaksas sumber air bagi penyandang menjadi prioritas datam air yang layak bag} disabilitas sumber mata air pemerintah tentang penyendang disabiitas terkat
bagi penyandang e ai |disabilitas perencanaan kebutuhan dasar pi¢ sahnggn: o gup g datam
ldisablitas [+ Panyandeng disa bilitas S T menysmpaikan usul saran.
barasiko terkens penyakt yang peny! 3
|berkattan dengan santtasi terkait sumber mata- air.
Urusan Pemaerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelsyanan Dasar - Bidang Perhubungan
8 » Penyandang v \ v v 100% 1100% J100% [100% [100% Jr 4 belum 2 b iseb 1. Desain bang! universal belum 1. Disabilitas kesuiitan saat penyandang d 1. penyandang di:
Pelabuh flitask slses '"“ Olsabilitas dalam b p ofeh arsitek atau perancangan berpergian menggunakan kapal laut. [dlanggap objek dalam tidak percaya dirl datam
Bandara, terminal, fmengakses bandara, ® “’”'b"":’ dfbandaca, tehuo :‘;’buh:" e & [pangunan. 2. Disabilitas saat 8 d anggap penyampaia usul saran
Trotoar dan haite [terminal, pelabuhan, hatte "::u:::“h A w:r:v;ub:’::m ’;.::;::‘ 2. 8elum adanya uj coba bangunan oleh berperglan menggunakan pesawat  obel bukan subek tentang skses layanan
pasar, swalayan, [dan pasar celuruh tempat di bendara dan Halam pembanguan bandara penyandang disabilitas dan Penyandang disabilitas tidak pembangunan, publiic.
belurm akses o Penyandang disabilitas penunjuk arah B. Balum diberikan kesampatan  [3. Desain bangunan universal betum nyaman, 2. minimnya pengetahuan
beresiko mengalami Belum tersedia guiding blok den  funtuk melakukan edukasi dipahami oleh arsitek atau perancangan 3. Disabflitas kesulitan saat penyandang disabliitas
\akaan saat berfalan di warning biok. oleh gunan. berpergian menggunakan bus serta tentang akses disabilitas di
trotoar karena tidak akses “:':‘.':;d'“':t e ol = ko kepads |4 ampai?. Perda maupun atauran reguias!  [tidak nyaman la yanan publlk.
(terdapat trotoar yang n‘:r::.b‘:“m maiheg . h::'::.:" — yang ada belum dipahami oleh pemerintah | menggunakan bus ¥
dipasang gulding dan [» Balum semus staf bandara dan disabilitas delam perencanasn ptaupun deveioper pai 7. Penyandang
warning blok tidak sesual nasks pw bandara paham hembangunen terminal kesulitan saat mengakses trotoar,
dengan standar) Rambu cars dengan 5. belum halte, pasar dan swalayan yang
Lajulintas befum aksesisbel isabiltas b (ibatkan dalsm perencanaan kersedia
[Pefleenianimg Kelam adminlistrasi berkaitan b. Penyandang disabilitas betum
Disabllitas
Hengan surst pernyataan layak i libatkan dalam perencansan
erbang. pembangunan Haite
b Panyand ites dianggop ). P g disabitas belum
orang sakit oleh maskapai dengan [l libatkan dslam perencanaan
surat pasar
y dan tidak ken [B belum
hsurenst pada point 3 dalam surat [l ibatkan datam perencanaan
bersebut pambangunen swalsysn
Belum adanya kursi roda di
forong pesawst ataupun kursi
prioritas bagi disabilitas
3. Terminal bus masih balum aicses.
bagi penyandang disabilitas
1. Belum akses di jelan trotoar bagi
benysndang disabliites fisik, netrs
. Belum akses halte bagi
benyandang disabitites
sk, Natra, tuli,
Belum akves pasar bagi
penyandang disabllitas disabiktas
fFisak dan Netrs,
V. Belum akses Swalayan bagi
penyandang disabilitas fisk dan
[
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelay Dasar - Bidang ikasi dan Informatika
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Urusan Pemerintahan Wajlb yeng Tidak Berkaitsn Dengan Pelayanan Daser - Bidang Komunikas! dan informatika

Belum semua + Penyandang disabilitas Medla penyaiur informasi belum | Disabilitas masih belum Pemerintah masih Minimnya mengetahul  [Disabliltas kesulitan memanami kurangnya permahaman | penyandang disabilitas
|infromasi dan kesuirtan mengakses informasi akses bag! disabillttas Netra dan |dilibatkan saat membuat regulasi pelibatan disabilitas dalam Informasi yang diberikan pemerintah terkait cara kurang memahami informasi
i akses dan :":;:::::"hn olely tull, intelektuat media Informasi pembuatan Informast penyampaian informasi yang |yang di sediakan.
sesual dengan « Penyandeng disabllites bisa dl akses oleh semua
han disabili lami depresi karena ragam disabilitas..

informas] hoax {seperti covid,

ensaadengidisbiking v v v |v |v [io0% |100% |100% |100% |100%
banyek yang enggan untuk di

vaksin}

» Panyendang disabilitas
\[mengeami kesulitan untuk
|memahami sast pangguneen
kalimat atau istileh yeng

Bidang Penanggulangan Bencana

Keterbukaan TBelum samue BPED edanya kantor-kantor 8PED beium [»] belum wya |masih ya pe 8PBD Disabilitas maslh sulit mengakses  [kurangnys pemahaman penyandang disabilites

Informasi rawan SOP penanganan bencana akses bagl pennyandang teriibat datam urusan kota/kabupaten terhadap terhadap kantor pemerintah /8PBD. BPBD atau Dinas terkait kurang memahami tentang

bencana dan pebulam: e :'" :ﬁ"‘"“"’ disabliitas kebencanaan pelibatan penyandang disabiltas dalam |terhadap penyandang b dan wd
e A kebencanaan. disabllitas. berlkann

penanganan bencana Kurangnya kapasitas dan
yang belum responsif |oomahanan Organisasi dan
disabliitas penyandeng disablilitas tarkait
kesiap siagsan bencara; Kanal
informas! kebencassn belum
aksesibel b.ﬂ‘
Informasinya mesih sulit Informas! yang di keluarkan D belum 1ya |masih minmnya pemahaman BPBD disabilitas sufit mengakases

Fippehami oleh belum bisa d pahami cleh terlibat dalam urusan terhadap penyampalan informasi dan informas! yang df keluarkan
franyandangane Olsbiitay isemua ragam disabllitas, karna  |kebencanaan ib [ d dalam
bahasanya tinggl. lkebencanaan.

belum semuan Unit Leyanan
Disabilites dibentuk/Ada di

ooy 4 e

Pangarusute mean
Panysndang Disabilites betum
dipahamal oleh semus BPBD
dalam panangulangn
Bancana, khususnys yang
belum rmembantuk Unit

i
BPBD Provinei sudah Beium ada anggara untuk Unit [ beium blsa imasih minimnya pengetahuan 8PBD tentang |penyandang disabilitas sulit ke ULD. |Belum ads anggara ¢l BPBD |[penyandang disabilitas
membentuk Unit Laysnan y Disabilitas (ULD) di Ruanggan  [Fungsi ULD penanggulangan Bencana vang di alokasikan ke LD |belum bisa berpartis ipasi
Disabliitas dan memiliki ruang
da di BPB wh di ULD PB

tersendiri d BPBD, namun et L0 yange fram i
beium ade anggaran khusus
untuk unit layanan Disabliites
sehingga fungsi dan peran dari
Unit Layenan Dissbilitas
akses untuk buffer stck Buffer stock: mengakomodis Distribusi bantuan perit Masih minimnya pengetahuan para penyalur [penyandang disabilitas sullt beium ada perioritas beium sepenuhnys
togistlk bagi penyadang foab> Kouaus Y pail rhadap kebutuhan kelompk mengakases bantuan disabilitas penyandang disabilitas dapat

disabilitas parempuan hamil, lsnsia, dan bayi kel Kk disal s engaksdes bantuan

is abHta: o Ea T it aibarciang lompok disabilita: |rentan dan disabilitas mengaksdes

vl by




Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas
Sasaran Strategis 3: Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas.

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5
E£stimasi Penyandang Disabiiitas Terdampak Masalah Identiflkasi Kesenjangan ksu Disabilitas Faldor Penyebab Kesenjangan
Permasalahan Pokok df Tlap Masalah Strategis
Bidang oni
Kelamin Umue Ragem Disabiitas Akses Kontrot Partisipasi Manfaat Internal Eksternal
iz T N [T 1 | 4 5
Urusan Pemerint ahan Wafib yang BerkaRan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang dan Umum Serta ¥
1). Pada level masyarakat, 1) Penyandang Wisabiltas belum terims memertikan rumgan 1). gian Panysndang ibat dari ti l n- masihads m diundang teclibat [odak diakai, merasa malu
Penyandang Disabilitas masih [sebagai Individu yang mampu baik secara riu :.“:“"'l“"‘m"- :";:‘:: ""‘f‘; ribet ;’“"“’ i T :9"’" = 9"‘"'“';‘:"' “f:[’"('_~" """;::lh"""'“‘:"‘d:‘ '""“‘L':‘.'bm“ gy
s n, menyulitkan ol wm-forum fum perancanssn masyaraiatan ng tidek memitiki n, n ,
mengalamt Diskslminas) berpKir maugun Gertioda Hiateearian iy Imusyaraat karens ek [|maka pp:ny-nd-n; mmma.u/ e :::m mnvl::t_ :"v:b.dnn pariskuen;
(dianggap kelompok minoritas |lemah dalam pandangan masyarakat |uas) fisik. Tom pat |dilkut sartatkan, disabili.tas tidak depat  [keiurshan jerangsdn  |kapendudulmn. Mamiliki angge pan bahws
yang berbeda beiuma menjadi [2). Keluarga yang malu memiliki anggot pertamusn yang tidek 2). Sebsgin Penyandang  |menyampaikan aps  [penyandang cisa bilts |Akibatnys tilak panyandang disabiites
bagian dari keberagaman keluarga disabilitas, asehingga tidak bertanggs, tolet yang diza bilitas minim kabutuhan mereks den flyang taribat dan bersekoieh, tidek bisa tidak mampu, tidek
individu pada masy ), dul jannya. aksas bagi pengguna mandapatksn informasl,  [herus bagsiman. imemberi pandapst  |bekerjs, tidek berdays, keurn lamsb.
selain itu bagl 3). d kursi rodan dan :r::'ﬁh:hy-mn ) :r!(u-d-:y: luh;ﬂr-: :: ular: nb.. ml:dllp-!'hn jaminan ldln::bul-l.btl negatif
5 ruan sosist dan ntusn hukum upun sds baru  [sosial, jaminan n
d tidakan kekerasan fisik maupun verbal, i Ilyn:n publik lainnys,  [[bag! difsbel yang . ubmp- menghadiri lmhl:n. :cr‘nlnulhhn, kepada
Psikososlal masih ter jadi, penelantaran. pemasungan, eksploitasi bsican) osechl (ifogmmsh barhads pan dengan Panyandang disa bifitas(
bahkan karena dianggap tidak |4). bagl laki-laki dewasa masih sulit lyang tidak sesusi, misiskn |[hukum. tidak normal, tidek
normal oleh masyarakat ||mendapatkn layanan bantuan hukum. ftidek ada jury bahesa sempurna, pasakitan,
penyandang dissbilitas isyarst, mesis teks. |rusak,
mendapatkan tidakan
kekerasan fisik, ferbal.
2). proses penyelesaian
hukumn Penyandang disabititas v v v v v v v
yang berhadapan dengan
hukum masih sering
diselesalkan dengan secara
adat dan kekeluargaan yang
mengorbankan hak hukum
penyandang dlisabiiitas.
3). Program bantuan hukum
yang terbatas pada
perempuan dan anak. tidak
dapat diakses bagi lakl-laki
dewasa.
Urusan Pemerintahan Wafib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang rpuan dan Anak
1). Minim informas! layanan  [bentuk sosialisasi dan penvebaran informasi |periu perlu memas tikan metode bentuk penyediaan [periu belum semua difabel periu ada itidak dalam |beium semua
pendampingan bantuan layanan pendampingan bantuan hukum bagi adanya keterkbat rusngan atau informasi  [informasi  |informasi dentif Informas| kontrol yang keterwakilan partisipast difabel/ [keglatan - keglatan & |masyarakat memiliki
hukum bagt yarak kat, perlu edukas! an itempat kegiatan lyang lyang tidak  |dalam ikas! bentuk |den memahami layanan [melibatkan difabel. |DHabel/penyandang |penyandang tingkat masyarakat, |prespektif difabel
dengan disabilitas. disabiiitas yang ada di lokasi program, terkait difabel yang tidak mudah terlaly bentuk teks bagi [seperti dalam disabilitas dalam disabili tas dalam akses sarana sehingga bedampak
isehingga penyandang disabili tas kesehatan [dalam dipah. panjang dan audio, b yang iperencanaan sampal |kegiatan - kegiatan [program DP3A prassrana yang tidak |pada diskriminasi dan
mendapatkan informasi. Selain itu metode reproduksi |kegiatan- imobilitas darl oleh dan serta yang dl flakukan oleh DP3A,  |monitoring. DP3A di akan lebih duk kurang  [stigma terhadap
informasi bisa dalam bentuk audio, visual bagi anak |keglatan difabel fisik. Tempat i k |penerjemah |alami ehingga banyak kasus kots. ibanyak Difabel yang [tersedianya difabel.
teks dan gambar) yang mudah dipahami dan kemasyar pertemuan yang |intelektual, fan bahasa |bahasa [sehingga Fmbel yang tidak dengan i
idisabiiitas Tull, intelektual mental dan Netra. remaja jakan idak bertangga, seperti sederhans  [isyarat |dapat |meiapor dan hukum teriayani penyesuaian sesuai
disabilitas vang oliet yang akses Informast  jsehingga berik gl Terutama dalam [kebutuhan difabel
terkait bagi pengguna kusi [singkat dan |mudah ot n informasi [untuk keglatan ditingkat dalam i
v [dengan [y [rodan dan tongkat. [bergambar. fpahami sesuat kabupaten kota. hukum
program kebutuhan
DP3A khusus darl
[difabel yang
membliki
lebih darl
hambatan.
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Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
|1), Dari 22 kabupaten/kota baru 5 ||Perlu adanya kebijakan dasrsh ysag menjamin contoh kacil hak yang  [masih ada deerah-daerah [kurangnys dukungan dari
daerah yang tels h memiliki terpenubinya hak penyanang dissbilitas. terutsma disabilitas i kelompok  |tidak terpenuhi. Hak kabupaten yang beium  |keluargs, masyarakat
ipanaturan dsersh terkait pace daerah - daerah kabupaten yang belum memiliki taritbat dalem disa bilitas dalam untuk bersekolah, hak  ||menetapkan kebijakan maupun pemarintah
dan k tersebut = evaluas| deerah untuk manda patkan idaarah kabup: terkalt ikina cecat
perlindungan hak disa bilttas namun ::;:";T:ﬂ::hd:::"h dan monitoring dasrah fluntuk dan han hak dan ketidak mampuan
implementasinys terha mbat o ut; tebijakan turunan yang patisipatif. ipadn by ish upah, hak sesuai dengan [pada difabel masih ade den
dengan aturan turunan atau untuk implementasi Perda, ideerah yang ramah dan |atas identitas [smanah persturan derah |belum berubsh ke
petunjuk pataksansen/ petunjuk Sedangkan 17 dasrah iaksesibel bagi difabel  |kependudulan hak ates |provinsi No 6 tahun 2020. |pendekatan berbasis hak
eknis. Diantaranya Kota kupang abupaten lainnys perks serta patisipatif. bantuan hukum dan idan kesetarsan.
|{Perda No 2 tahun 2019), TTS v \ v v \2 v v v v A————— hak -hak lainnya. Masth
|(Perda No 5 tahun 2020), Fiores perds dalnm paya |dirasakan penyandang
Timur {Perda No 5 tahun 2017), hak disa bilitas, di.sabilitas di deerah
Mangga rai Barat (Perda No 3 tahun Jan melibatkan kelompok- terutema di tinglat
2017), Belu (Perds No 7 tahun kelompok dise biftas dalsm desa/kelurnhan.
2020). sadangkan 1? daerah lainya perencanaan,
beium memilikl kebijakan daerah
da fam upaya pamenuhan hak
disa bilitas.
Urusan Lembaga Vertikal yang berkaitan dengan Akses Polltik dan Hukum
pacs mass lah demokrasl pemiiu PS (Tempat pemunguten suara) yang tidak Akses v v v difabel fiskk yang matode metode difsbe) Ganda |[perlu perbaikan dalem Organisasi disa bilitss d  |Belum semua difabal periu ik belum semua mamiliki
riagh adu permasaishan seperti:  Juntuk pangguna tongiat dan kursi rods, Surat suara kes ulitan informasi Informasi iyang tidak imetode informasi pemiu Sebagian daersh terlibat dalam pemiu  flpemilu akses ditingkat g disabilitas di |prespektif déa bilites
[panyandang disabilitas yang belun |bagi disabliitas netrs yang terbatas hanya untuk Imenjangkau TPS yang sufit yang suiit terdats yang ramab begi disabliitas [abupaten belum untuk menggunakan idaerak kabupaten. deersh kabupaten melalui [sehingga delm upys
mends patien hakn ya sebagai pemithan presiden dan wakil presiden sedangkan |dipahami oleh {dipa he mi oleh isebagni terutama mental, ditibatkan dalam hak pilihnye. kelompok kek k hak politik
pemilih sta u dipitih, untuk surat suara linnya tidak sda penyesuaian untk difabel difabel ipermilih, intelektual, gands ipenyelenggaraan pemitu. idisabill.tas |disabilitas yang ade dalam [bagi disabili tes belum
di sabiktas natre, ketersedisan pendamping pads TPS intelekt ual intelekt ual perencanaan dan evaluasi [berjalan maksimal.
yang bukan pltihen derl disabilitas netra sabagai dan mental | dan mantal
pemilih. metote sosialisas! yang befum skses bagi
disa bilitas.
mhm difabel belim mama hami mekanisme pelaporan v anak remajs orang  [masakh pade sarans d: isebagian disabllitas di belum ada kerjs sama dfabel [periu ads sosialisasi belum semua aparat [sarana prasarana yang
menda patkan iayanan hukum yang |kasus, sarana prasarana institusl kepolisian Polres, intelektusl |intelektual, | dewasa [prasarana tempat tenaga ahli di [ftenage ahli & |disabiiitas Tuk daerah masih belum antars organisas! difabel [ditingkat dsersh ibagi aparat panegak penegak hukum aksesibe! di tingkat fayanan
remah dan aksesibel Polsek yang beium aksesibel bagi difabel. paradigma yang butuh | mental yang layanan yang tidak daerah yang [dnerah yang  |vang imenda patkan informasi |ch tingiat kabupaten kabupaten batum [hukum terka it memaha mi terksl kepolisian dan layanan
disa bilitas yang befum merats pads aparat penegak yang butuh pkyesibel bagi [dapat Kapat membutuhka Jayana n penanganan [dengan polces setampat i dalm i itas, ragam i
hukum, Belum ade kabijakan di tingkat polres, poisek dan mental disabilites in JB) pach perkara pada tingkat [teriait perkara dan
idalam hal psnanganan difabel yang berhadapn pandamping | ndan  |yang butuh [fisk saat kepolisian sampaei pade. |periara yang melibatiken |difabel yang [disabilitas.
dengan hukum. an khusus lyang dislam  ang dialam  |penanganan putusan di pengadiian. difsbel, berhadapan dengsn
|gan kbusus ndan difabel difabel mantal [dan terutama bagi penyandang fhukum
pendampin intelektual  [an pendempinga lcisa bititas: intelektual dan
gan khusus dan kebut uhan in kasus. |mental.
kebut uhan khususnya
khususnya
Belum ads mekanisme peniiaian ebutuhan sesus) ragam penyandang disabilitas v [sda lembaga bantuan [balum terbentuic asus yang diala mi bagi disabiiitas beiur ada meksnisme prespaktif difabilitas yang
parsonal da lem penangan periara  |dalam perikare dan d tidak lhukum yang tersebar di imelanieme penanganan [penysndang disabilitas  [Intelekt uat dan mental jpananganan perkera dan  betum merata dalam
vang malibatkan penyandang \jterpenuhl, [daersh kabupaten namun  [dan pendampingan mental dan Intelekt uat rk kasusnya lintas den
disabilitas [peiurm memiliki prespektif  [kasus secars kola boretif [sering terselesa iken tidek terselesaikan pada [sektor terkait secara pandampingan perkar
|disa bilitas. meka mangslemi [penyedia lsyanan dan lsecars damai tanpa tahap penanganan fkcla borasi. Betum ade tsa bifitas d) lingkup APH,
kesudita = dalam 8 (Organisasi periara di tingiat imekanisme penils isn LBH.
pendampingan periara Difabel di derah pery, g larens personal bagi dissbilitas  [Minimnya dukungan
ldifabel yang berhadapan  [kabupaten, sumber daya fdisa billtas yang menjadi [disnggap tidek cakap  |ang berhadagan dengan [kelusrga dalim
Hengan hukum. fenaga ahii, lembsga Jorban, dikarena ian hukum. Padaha i hukum Belum ads penyelesaian kasus bagi
bantusn hukum dan puiit datam penangsnan |penifaian tersebut ebijakan pananganan Hifsbel yang berhadapan
kepolisien dalam perkara, fherus berdasarian perkars disabilitas & Hengan hukum.
nformasi bantuan hukum yang v sulitan layanan ponangsnan dan keterangan ahii dan ingkat kepolisien daersh
fapst diakses penyandang tenage ahli perians jetetapen putusan NTT.
disabilitas dan Pengecars LBH yang bagi lasus-lasus disabilitas  [disa bilikas berhads pan hakim.
memiikl prespaktif difabilitas lrang diluar kots kupang Kengan hukum.
erbatas
Tenaga Abli (Psikolog, Paikiater,
furu Bahasa lsyarat) terbatas hanys
da dt wizysh kota kupang
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Sasaran Strategis 4 : Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom S

Permasalahan Pokok
di Tiap Bidang

Masalah Strategis

Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah

Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas

Faktor Penyebab Kesenjangan

Jeni

2 Ragam Disablilitas
Kelamin Umur Akses Kontrol Partisipasi Manfaat Internal Eksternal
1]2]s]afsfa]2]3fefs

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial

Balai rehabllitasi untuk
penyandang disabilitas
mental tidak layak huni
dan over kapasitas karena
jumlahnya yang terbatas

Teman disabilitas
Kurang memiliki
akses yang mudah
ke informasi dan
sumber daya yang
relevan. Ini bisa

Belum akuratnya data
terpilah terkaitnya ragam
dan ketrampilan

mandiri

|Kepercayaan diri difabel

Link laporan data difabel
dibuat oleh dinsos tidak
diakses semua orang
termasuk pemdes dan
difabel

IBanyak difabel yang belum
tersentuh dengan
pemberdayaan (usaha dan
modal usaha) dan akses
gakerjaan yang
inklusif.

L
ket

Memahami bahwa banyak
teman-teman disabilitas
merasa enggan
menyebutkan atau masih
merasa malu tentang
kondisi disabili tas mereka

Pemerintah kurang sosialisas
pembangunan perdekatan
dengan penyadang disabilitas
dan kurang memahami tentang
disabilitas

Fasilitas fislk dan non
fisik yang belum
mendukung untuk
kemandirlan difabel
berupa modal dan alat
dan

Dif abel sendiri belum
mengetahui potensi dan
ketrampilan darinya

|Kurang dukungan dan
pemahaman keluarga
dan pemerintah dalam
mendukung difabel
untuk mengembangkan
|potensi

Stigma Masyarakat kepada
disabilitas mental seperti
tidak diterima di lingkungan

Pemerintah dan sector
swasta masih meragukan
difabel terkait dengan
potensi yang dimiliki

Perusahaan atau sector
lain yang menerlma
difabel untuk bekerja
baru difabel fisk sedang
ragam difabel lainnya
belum

Belum ada program
terapi khusus bagi
difabel mental dalam
proses pemulihan

|Buat pelatihan wirausaha
online shop untuk teman-
teman penyandang
disabilitas

Persyaratan penerimaan
kerja bagi yang menjadi

penghambat pendidikan,
sehat jasmani dan Rohani

Akses informasi yang
masih belum menjangkau
ke semua ragam difabel

Mau memberikan

|partisipasi kepada

penyandang disabili tas
tetapi tidak memberikan
akses seperti tidak
adanya pelatihan untuk
peningkatan kapasi tas

untuk penyandang
disabili tas

Baru sekitar 5,5%
penyandang disabill tas
kategori berat yang tercakup
oleh sistem perlindungan
sosial Indonesia.

Akses rehabili tasi betum
tersedia bagi difabel
mental

Pendidikan management
untuk difabel di dunia
usaha masih minim




Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Permasalahan Pokok
di Tiap Bidang

Masalah Strategls

Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah

Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas

Faktor Penyebab Kesenjangan

Jenis
Kelamin

Umur

Ragam Disabilitas

Akses

1]2

2 lp]. g/l

EREIEE

Kontrol

Partisipasi

Manfaat

Internal

Eksternal

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -

Bidang Sosial

Penyedia lapangan kerja
belum siap menerima
difabel untuk bekerja
dengan alasan tempatnya
belum ramah bagi difabel

Pemberian alat bantu
harus dilakukan
|assessment dulu supaya
tepat sasaran

Akomodasi yang layak lagi
bagi difabel netra yang
mengikuti tes CPNS yang
masih kendala karena
waktu yang diberikan.

Desa oben sudah mulai
cukup aktif dalam
perlibatan penyandang
disabilitas tetapi masih
kurang terkait dengan
dokumen kependudukan

Produk dari difabei belum
banyak diketahui oleh
pihak luar (pemasaran)

Pelatihan yang di
sediakan pemerintah
atau LSM harus bisa
memberikan akses
kepada teman disabilitas
baik [tu tempat yang
digunakan atau
kebutuhan JBI untuk

rnan

Semua ragam difabel
belum mendapat
lapangan pekerjaan
disektor pemerintah dan

|swasta

Harus membngaun
kolaborasi dengan
pemerintah untuk
|membangun jaringan
dengan mitra keuangan

Adanya pelatihan
peningkatan kemampuan
untuk penyandang

disabilili.tas untuk dapat
hidun
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Sasaran Strategis 5 : Pewujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas

Domain dalam Analisa Kesenjangan Inkiusif Disabilitas
No. Sasaran Strategis
Akses Partisipasl Kontrol J Manfaat
Per inimny § yarakat dan penyelenggara negara di daerah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas untuk dapat menciptakan ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas
Keterbatasan Akses kepada sumber-sumber informasi dan edukasi Terbatasnya potensi-potensi penciptaan ekonomi inklusif di Kendali terhadap Program-Program pembang ekonomi  |Manfaat Kesejahteraan
yang berkaitan dengan daerah Daerah
Edukasi dan kampany g perlunya kepel terhadap Minimnya kesadaran penyelenggara negara di daerah terhadap |Minimnya kesadaran penyelenggaran negara di daerah Peningkatan kesadaran masyarakat dan penyelenggaran
kebutuhan kaum disabilitas tidak mungkin dibebankan kepada para kebutuhan penyandang disabilitas menyebabkan kurang terhadap hak-hak penyandang disabilit babkan negara di daerah akan memberikan kesempatan yang lebih
penyandang disabilitas sendiri karena keterbatasan fisik dan i inya p: fa sumberdaya daerah yang sebenarnya |kurangnya kendali para penyandang dlsabmtas dalam besar, dan lebih adil kepada penyandang disabilitas untuk
yang dimilikinya dapat diarahkan kepada upaya-upaya penciptaan program dan |mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk dapat mendayagunakan kemampuannya bagi pembangunan
t bang yang responsif disabilitas yang pada berkontribusi terhadap pembangunan daerah karena daerah, Ini berartri memberi kesempatan yang sama kepada
akhlrnya beraklbat kepada kurangnya partisipasi penyandang kebijakan pemerintah tidak peka terhadap keterbatasan fisik/ |para penyandang disabilitas untuk dapat secara mandiri
disabilitas untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah  |sensorik yang dimiliki mengusahakan kesejahteraannya dengan segala sumberdaya
dan kemampuan yang dimilikinya
a, Belum tersedianya Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (internal), b.Minimnya edukasi tentang pembang sensitif disabilitas (Internal)
Faktor Penyebab b. Minimnya anggaran (Internal)
c. Kurangnya kampanye kesadaran (Internal). External : d. Masih banyak penyandang disabilitas yang belum bekerja di sektor formal maupun informal. Masih banyak penyandang disabilitas yang hami g k jaan yang inklusi sehingga hanyak
benvandang disabilitas vane belum percava diri menvampaikan tentang konsep disabilitan dan etika berinteraksi di dunia keria. Masih banvak penvandang disabilitas vang mengalami diskriminasi dalam dunia keria.
Per Ab di dan d: 1 kerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta

Akses terhadap program-program ketenagakerjaan belum mudah
diakses oleh penyandang disabilitas

Kurang luasnya implementasi regulasi ketenagakerjaan sensitif
disabilitas baik di pemerintah daerah maupun swasta

belum menjadi prioritas sektor publi
menyertakan penyandang disabilita:
masukan sehingga Pelaksanaan pro
praktek-praktek ketenagakerjaan di
responsif terhadap kebutuhan peny

Perencanaan program atau penyusunan standar operasional

ik dan swasta belum
s untuk b

Manfaat program belum bisa dirasakan oleh penyandang
disabili dia lapangan kerja yang

gram/Kegiatan dan
daerah masih belum
andang disabilitas

QLB P
P jakan peny g disabilitas.

Faktor Penyebab

Minim/ Absennya panduan dan SOP k gakerjaan disabilitas bagi
sektor publik dan swasta menyebabkan program-program pemerintah
yang terkait dengan ketenagakerjaan tidak dapat diakses secara
optimai oleh Penyandang di sabilitas

asbennya panduan dan SOP ketenagakerjaan sensitif disabilitas
menyebabkan baik pererintah daerah maupun swasta tidak
dapat secara optimal melaksanakan praktek-praktek yang sensitif
disabilitas secara luas dan menjangkau semua lapisan
masyarakat termasuk kaumn disabilitas

mengevaluasi dan mengambil tindal

terhadap penyandang disabilitas

ketiadaan payung regulasi tekhnis berupa panduan dan SOP
ketenagaakerjaan yang sensitif disabilitas menyebabkan
pemerintah daerah sebagai regiulator tidak mampu untuk

kan terhadap praktek-

praktek ketenagakerjaan di daerah yang diskriminatif

[Manfaat bagl penyandang disabilitas : Belum tersedianya
SOP di instansi pemerintah sehingga manfaatnya belum bisa
dirasakan oleh Penyandang disabilitas yang sudah beker g
maupun yang sedang menyiapkan diri untuk bekerja
IManfaat bagi pemerintah dan swasta di daerah: Belum
hadirnya SOP yang sensitif terhadap disabilitas membuat
perusahaan (milik pemerintah maupun swasta) kurang
menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam yang
bisa dirasakan oleh semua karyawan, Manfaat untuk
melahirkan inovasi dan kreativitas di tempat kerja bagi semua
karyawan belum bisa dirasakan deh perusahaan.

c. Minimnya dukungan anggaran (internal)

Larni thisak g meiali A sial e’

A &

a. Belum Terbentuknya Unit Layanan disabilitas ketenagakerjaan di Nakertranskop. b, Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam mereguiasi pasar tenaga kerja agar sensitif disabilitas (Internal)

d. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pentingnya meregulasi pasar tenaga kerja agar sensitif disabilitas (Internal). External : Peny g

belum h

i regulasi terkait ketenagakerjaan yang inklusi sehingga sering

°

yang

layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di dunia kerja

Faktor Penyebab

Dunia kerja belum menyediakan akomodasi yang layak yang sesuai
dengan kebutuhan karyawan penyandang disabilitas sehingga

ketladaan standarisasl penyediaan akomodas! yang layak bagi
penvandang disabllltas berpotensi mengurangi upaya
g p L | Inkiustf dan mengurangi

penyandang disabiiitas kesulitan dalam k k dasl yang

layak dan menjadi hambatan dalam bekerja.

partisipasi penyandang disabiflitas dalam pasar kerja

tersedia atau belum sesuai karena
|difabel sebagai pengguna ak d:

standarisasi akomodasi yang layak disabilitas belum

belum melibatkan

| yang layak di kantor.

Manfaat akomodasi yang layak belum bisa dirasakan oleh
penyandang disabilitas karena belum tersedia atau dibuat
dengan tanpa melibatkan penyandang disabllitas.




Domain dalam Analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas

No. Sasaran Strategis
Akses Partisipasi Kontrol Manfaat

minimnya akomodasi yang layak menjadi salah satu faktor yang Bagi pemberi kerja (pemerintah maupun swasta) : ketiadaan | pemerintah daerah kh ya akan kehilangan, atau | |standarisasi akomodasi layak disabilitas akan meningkatkan

menyebabkan sermakin kecilnya peluang kaum disabilitas untuk dapat |standarisasi penyediaan akomodasi yang layak mengurangi menjadi berkurang efektifitas pengendaliannya terhadap partisipasi kerja dari angkatan kerja disabilitas, melindungi

mengakses pasar kerja. P untuk dukung penciptaan ek i inklusif dan | praktek-praktek ketenagakerjaan yang sensitif disabilitas pekerja disabilitas untuk mengoptimalkan sumberdaya yang
sensitif disabilitas karena mengurangi potensi kontribusi dari apabila tidak tersedia regulasi berupa standarisasi akomodasi |dimiliki. Ini akan mendorong lingkungan kerja yang lebih
kelompok penyandang disabilitas yang layak disabilitas. inklusif dan adii, dan berpotensi mendorong ekonomi

bertumbuh semakin cepat

Bagi Kelompok Disabilitas: ketiadaan akomodasi yang ramah
disabilit: ghalangi partisipasinya dalam pasar kerja dan
menghambat usahanya untuk dapat mandiri secara ekonomi

1. kurangnya kesadaran penyelenggara ketenagakerjaan inklusif tentang penyediaan akomodasi yang layak untuk mendukung ketenagaker jaan yang inklusi (Internal)

2. kurangnya dukungan biaya untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi karyawan penyandang disabilitas (internal)

3, absennya regulasi sensitif disabilitas (Internal). 4. Belum ada mekanisme yang dibangun penyedia kerja untuk karyawan disabilitas menyampaikan kebutuhan akomodasi yang layak. 5. Penyedia kerja belum melakukan audit aksesibilitas di kantor bersama

karyawan penyandang disabilitas.

4. kurangnya sumberdaya yang paham tentang ketenagakerjaan inklusif (Internal). External: Penyandang disabilitas belum berani yampaikan kebutuhan ak dasi yang layak baginya di tempat kerja. Penyandang disabilitas belum tahu mekanisme untuk

i Baboisban ke kol dadarl daiy
Permasalahan: Minimnya Pemerintah Daerah, Badan Usaha Millk Daerah, dan perusahaan swasta yang melal kan panduan dan dar operaslonal ke gakerjaan disabilitas.

Faktor Penyebab

akses yang terbatas terhadap pasar kerja

Potensi minimnya partisipasi angkatan kerja disabilitas pada
pasar kerja

Instrumen pengendalian pasar kerja di daerah

Impl | kewajiban perusahaan (; dan publik)
agar memiliki kuota 1% dan 2% pekerja disabilitas
berdampak positif bagi penyandang disabilitas

potensi akses penyandang disabilitas terhadap pasar kerja yang telah

pasar kerja kehilangan potensi partisipasi angkatan kerja

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan

adopsi UU No. 8 tahun 2016 khususnya kewajiban agar

dibuka oleh keluarnya regulasi terkait penyandang disabilitas (UU No. |disabilitas karena perusahanaan milik daerah dan swasta tidak  |bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling perusahaan wajib p jakan karyawan disabilitas
8 tahun 2016), menjadi tidak berarti bagi penyandang disabili lak kan kewajiban sebagai yang diatur dalam UU No. |sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumiah pegawai atau nya akan r beri manfaat yang besar kepada
ketika di level daerah peraturan turunannya tidak ada/ tidak 8 tahun 2016 pekerja. Dan perusahaan milik daerah wajib mempekerjakan |[penyandang disabilitas agar memiliki kesempa tan yang adil
mencantumkan klausul terkait kewajiban perusahaan untuk 2% penyandang disabilitas dari total pekerjanya, namun dalam pasar kerja. Kesempatan kerja yang terbuka dengan
mempeker jakan kaum disabilitas ketiadaan klausul tersebut dalam turunan Undang-undangnya [kewajiban ini akan memungkinkan penyandang disabilitas
di daerah menyebabkan daerah sulit untuk melaksanakan untuk dapat mengupayakan kemandirian ekonominya
s A Lok
1. Ketiadaan panduan dan standard operasional ketenagaker jaan
sensitif disabilitas pada tingkat daerah yang merupakan turunan UU
No. 8 tahun 2016 g penyandang disabili
2. kurangnya kesadaran terhadap kebutuhan penyandang disabilitas
3. minimnya dukungan anggaran
Per dahnya partisipasl perusah untuk memberikan k patan dan dukung Penyandang Disabllitas dalam ingkatkan perel jan dan kesej aan untuk d gk dirtan.

Faktor Penyebab

Akses yang terbatas darl penyandang disabilitas terkait program-
program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR)

D dati

CSR perusahaan sangat jarang/ tidak pernah v
pemberdayaan kelompok disabilitas

Peng yang kurang dari Pemerintah terhadap
bentuk dan sasaran CSR dari perusahaan

Manfaat bagi kaum disabilitas dan perusahaan

kaum disabilitas seringkali tidak menjadi sasaran dari program-
program CSR yang dilak kan oleh perusah pe daerah.

4

partisipasi per {public dan ) dalam ong
i yang inklusif lewat program-program tanggungjawab

K, patan bagi penyandang disabilitas untuk dapatk

kesempatan yang sama dan adil seringkali terkendala data-data

sebagai regulator di daerah, pemerintah daerah sebenarnya
dapat menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan

1 {ak f

sosial perusahaan (CSR) sangat sedikit yang menyasar
disabilitas. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan di daerah

CSR nya dengan

s

Ini akan ity

perusahaan-pe! m

|Manfaat bagi penyandang disabilitas : CSR yang diarahkan
secara benar kepada penyandang disabilitas akan membuka
kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk dapat
kesejahteraannya agar mendiri secara

sasaran kelompok-kelompok di

kelompok disabilitas yang tidak dikelola dengan baik. hampit tidak berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian kelompok |ekonomi.
sensitif disabilitas disabilitas di daerah.
Manfaat bagi perusah p dayaan penyandang
disabilitas lewat skema CSR akan memberikan kontribusi
terhadap upaya pencip lingk b i yang lebih
1. Belum ada unit layanan disabilitas ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabup. yang jadi jemb penyandang disabilitas dan pemerintah dan dunia usaha (Internal)2. Data kelompok disabilitas yang masih kurang dikelola dengan baik oleh Dinas sosial dan

Hicnal

2. kurangnya kesadaran dari perusah perusah dalam ¥

program-program CSRnya

3. edukasi dan kampanye sesitif disabilitas yang masih sangat minim dilaksanakan
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sekolah inkiis)
 Beium tersedia Guru
ipembir bing Khasus (69K
lpada sekolah inkiusi

[~ Balum ada ULD bidang
pendidikan pada Jerjang
PAUD, 5D, Sekolah

["Belum sernua fabupaten. |y cobsen layanan pendidian
iremilki SLB B

~ Kebljakan Pemda beum
mengatomodasi kebut utian
pend iikan bag) ana dengan
disabillt as, khususny@ pada
ayanan pendidlian inkiusi,  [ketaramplian ol BLK)

pantl belum sem a tarcover)
[~ Partunya dibsntuk ULD Pendidikan
ngar depst membarikan pengustan
kapositas bagi lembags pend ldiknm
yang memiliki paserta didik

| danh iins dsetien Jenjang
[pendidika n

[~ Penyandang dizabilitas kesultts

[formml (sekola b inklusl maupun SL8,
mengingat bl semua kabupaten
bbudeh memitii SLB, serta tayanan
pandidiken non format {pelatifan

balur, mancakup temus ragam
disabiites ~ Balum somui gk o3
saran gdan praser;me disekoleh

inklusi/ pun SLB sudsh ramsh dhabliitas
[~ Aksos Alat banty untuk masirg-
masingragant disabilitas juga belum
sapanuhnya torsachs (Disa bilkes Fisik :
Ram, isabiiitas Sensorik: Tong kat Tuna
[Notra Huru! Braile, Headset, Aunning
Taxt, i8I, Disablitss Intelektusi Meda
embele jaran khuus, Panyedis sn GPK,
Disab iitas Mental jen Disabiitns Gunda
tidsh ada skses ssma seka i)

~ Akses penganggaran untukapresissl
stiet penyandang Heshiltas seing
teriavbat.

[ Peserts didik penyeadang disabilitss
sk dan sensoii masih tetup dikbetian
delsm partisipes di dalam kalas, namun
pesorta didik dengan disabidtas
Inteleictust di sakola b inklusi masih saring
tersbaikan. Secasgken disabiittas mentsl
mwupun disabittas ganda sama sekali
tidak bersekolah.

sokotah sabagai bentu k

Sasaran Strategls 6: Pendidikan dan keter ilan begi peny g diss bilitas
Holom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom & Kolom §
Estimasi Reryandang Diseoiites Tor danpak Mesalih fdentifiuast Kesanjangan hu Disabilftes Foktor Penyebab Keserjangan
Permasalahan Pokok di
Masaish Strataghs
Tisp Bidang Janis Buinpla L Bagign Disabilita: sksen Partisipasi Kontrol Manfast Intarnal Ekstwrnal
e = o = e e |
Urusan Pemerintshan Waib yeng Beckeitan Dengen Peleyanan Deser - Sidang Pencidiken
|~Belum ada penguatan |~ Jumish dan mufu pendidik sangat |Estivan anak ||Estimasi  |estimas) artimesi anak ~Hanva anak peny endang dsa Htas |~ Sktem pembalsjaren begi anak dengan |~ Montoring dan evahuss! dari |~ Belum semuaragam = Kspasttas institusi penyedi ~ Perbedasn kawn n gan sn Lrs
Kapasitas sekolah Biduslt. | terbatas, termasuk dids lemnya ok ansk dengan dengen dengan dorikaiom pok kays (status sosie- | dk-abihas masth ditentuksn oleh dinas | pihak Pergkst Pemarinta h (DI p layanan pendidikan inkdusl bekum  |peovinst dengan kebupsten/keta
~ Kebijakan beasiswa bekim | Guna bing Khusus (GPK} dengan  [dengan i akonomi menengshke ates) yang |dan sekotah, bekum mengsk omodis |Pandidikan) bagi lemba g imantast dariimyanan membik srte 0 P
mencakap kelompok ~ Deta anwk dengan diss bilftes Fisik yang intelaktual yang |mental yang m omi i) skses ke ekolah [kebutuhan spasifik dart tiag: ragam panysienggara pendid kan inklusi  [lpend idikan inkiusi maupu ket sramplien SUM tentang hu st membust mutu layana s
disabhi as. mash barsifat pevsist (2,878 jonis ketamin, ek tidak ek ~ Belum somus dh sbittas maupun pendidike n Miusus (SLB)  [pandidikan Wy was (SLB) |dta.sbittan, sahingge lerbegn pand idika n inklus tidak maksimal
" Angka putiss sekolah 0ad3 |0y 4, ik disa bilites diseluruh ljonis by umur. maupun kehuargs panyandang | Bstum somus cagam disat e belum tas jadwal secararutin den |~ Peserta d dk dengan ragam  [tersebut bekim banar-benar |(baik 1 datam hal parancanas n,
:f:""l“‘“" oM/ MG o n GINTT namun tidsk spesitc — o Informasi dalam proses pa lambage flodk don semsork  [memahamt keb tuhan pesets  [pelabsanaan, serta monitoring dan
s ‘:v:' L Wk |[em diss bilites, sedangkan 1284 tentang leyanan pand idilen maupun pendid kan inklugl |menda pat manfast derilyan aa [did ik dsa bilites evaluasi program pam balsjaran bagi
I “’if;"":“m |dissbittas yang ada dipanti juge . K m.  |vang jarang bahkan tidek pemah  |pendidikan sedangkan pazerts | Tidek adsnya jsedoman baiw  [peserta didik dangan cisablitas
hag) anak ': gan tidak spasifik ragam disa bilitss, iflalk, remorii don ying program- mendape’ kujungan dari dinas PX  |didik dengan disabliites bayj sekolah untuk tarse but)
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Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas

Sasaran Strategis 7 : Akses dan pemerataan Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas

No.

Sasaran Strategis

Domain dalam Analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas

Akses I

Partisipasi

I Kontrol

I Manfaat

Permasalahan

: Minim kunjungan rumah (home visit) dari tenaga kesehatan kepada penyandang disabili tas

1

SS : 7 Akses dan pemerataan
Layanan kesehatan bagi
penyandang disabilitas

a. Minim data yang akurat dan terpilah tentang ragam
disabilitas dan kebutuhan disabiitas

b. Minim dana untuk melakukan kunjungan rumah (home
visit)

¢. Akses menuju rumah sulit.

Terbatas Perawatan Kesehatan:

Keterbatasan akses ke kunjungan rumah dapat
menghambat partisipasi penyandang disabrlitas
dalam perawatan kesehatan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka. Mereka mungkin tidak
mendapatkan pemantauan atau perawatan medis
yang diperfukan.

Keterlibatan Keluarga:

Kunjungan rumah juga dapat memengaruhi
partisipasi keluarga penyandang disabili tas dalam
perawatan kesehatan dan proses pengambilan
keputusan.

|Kendali atas Perawatan:

Minim kunjungan rumah dapat mengurangi kendali
penyandang disabilitas atas perawatan kesehatan
mereka. Mereka mungkin tidak memiliki
pengawasan atau pemantauan yang cukup atas
kondisi kesehatan mereka.

Kendali atas Pengambilan Keputusan:

Kunjungan rumah yang terbatas juga dapat
memengaruhi kemampuan penyandang disabili tas
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
terkait perawatan kesehatan mereka.

Manfaat Kesejahteraan:

Kunjungan rumah yang cukup dan teratur dapat
memberikan manfaat besar dalam bentuk
pemantauan kondisi kesehatan, pemberian
perawatan yang tepat waktu, dan pencegahan
komplikasi. Minim kunjungan rumah dapat
menghambat manfaat ini.

Peningkatan Kualitas Hidup: Kunjungan rumah
yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup
penyandang disabili tas dengan memastikan
bahwa mereka mendapatkan perawatan yang
1sesuai dan memiliki dukungan yang diperiukan.

Faktor Penyebab

1. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan
2. Keterbatasan Aksesibilitas
3. Kurangnya Pelatihan dan Kesadaran

Permasalahan:

Belum ada layanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas

2

SS7 : Akses dan pemerataan
Layanan kesehatan bagi
penyandang disabilitas

Akses ke Informasi:

Penyandang disabilitas memiliki akses yang setara ke
informasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk
pendidikan seksual dan reproduksi yang sesuai dengan
kebutuhan mereka. informasi ini harus tersedia dalam
berbagai format yang dapat diakses, seperti braille, tanda-
tangan bahasa, atau format yang dapat diakses melalui
teknologi bantu.

Akses ke Layanan Kesehatan:

PD memiliki akses yang setara ke layanan kesehatan
reproduksi, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi,
konseling, metode kontrasepsi yang sesuai, perawatan
prenatal, perawatan persalinan, dan perawatan pasca
persalinan.

il

Partisipasi dalam Peng Kep

PD punya hak untuk berpartisipasi aktif dalam
pengambilan keputusan terkait dengan kesehatan
reproduksi mereka sendiri. {hak untuk memberikan
persetujuan atau menolak perawatan, serta hak
untuk mengemukakan preferensi mereka datam
perencanaan perawatan kesehatan reproduksi).
Konseling Khusus:

Layanan kesehatan reproduksi harus menyediakan
konseling yang sensitif terhadap disabilitas,
memberikan dukungan yang diperlukan dalam
pemahaman pilihan kesehatan reproduksi.

Kendali atas Keputusan Reproduksi:

Penyandang disabili tas harus memiliki kendali atas
keputusan reproduksi mereka. Ini termasuk hak
untuk memutuskan apakah ingin memiliki anak,
berapa banyak anak yang ingin mereka miliki, dan
kapan mereka ingin memiliki anak.

Akses Terhadap Teknologi Bantu:

Bagi penyandang disabilitas yang memerlukan
teknologi bantu atau peralatan medis khusus dalam
perawatan reproduksi, mereka harus memiliki
kendali atas akses dan penggunaan peralatan
tersebut.

Kesejahteraan Reproduksi:

kesempatan untuk memiliki anak yang sehat,
mendapatkan perawatan selama kehamilan dan
persalinan, dan menjaga kesehatan reproduksi
secara umum.

Peningkatan Kualitas Hidup:

Meningkatkan kualitas hidup penyandang
disabilitas secara keseluruhan, membantu
mereka menghindari komplikasi kesehatan yang
dapat dihindari.

——"_—-




Domain dalam Analisa Kesenjangan inklusif Disabilitag

kesehatan bagi penyandang disabilitas

Orang yang mengalami kusta memiliki akses yang mudah dan
terjangkau ke perawatan kesehatan yang diperfukan. Mer eka
dapat mendapatkan obat-obatan dan perawatan medis tanpa
kesulitan, biaya yang tinggi, atau perjalanan jauh ke fasilitas yang
lebih jauh.

Ketersedizan obat kusta di puskesmas sehingga orang
yang mengalami kusta mendapatkar terapi obat.
Mengikuti rencana perawatan yang sesuai dengan
kebutuhan mer eka, termasuk minum obat-obatan dengan
benar dan mendapatkan informasi tentang terapi
pengobatan, efek medis pengobatan dan terapi fisik
disabilitas akibat kusta

Ketersediaan obat kusta memberikan penyandang kusta
kendali lebih besar atas kesehatan mereka, Mereka dapat
mengelola kondisi kusta mer eka dengan baik dan
mengurangi risiko komplikasi atau penyebaran penyakit
ini.

No. Sasaran Strategis =
Aksas I Partisipasi l Kontrol I Manfaat
Permasalahan : Minim kunjungan rumah (home visit) dari tenaga kesehatan kepada penyandang disabilitas
1. Ketidakadilan dalam Akses Kesehatan
2. Kurangnya Ketersediaan Informasi:
Faktor Penyebab 3. Kurangnya Pelatihan Tenaga Kesehatan:
4, Ketidakberpihakan dalam Kebijakan Kesehatan:
Permasalahan: Belum ada pelatihan bagi t kesehat: tang sensitivitas penyandang disabilitas
3 S57:Akses den pemerataan Layanan  |Penyandang disabilitas harus memiliki akses yang setarake Partisipasi dalam Desain Kurlkulum: Kendali atas Proses Pelatihan: Peningkatan Kualitas Pelay Kesehatan:
kesehatan bagi penyandang disabilitas |pelatihan tenaga medis yang berkualitas tentang pelayanan PD dan OFDis berpartisipasi dalam merancang kurikulum |Penyandang disabilitas harus memiliki kendali atas proses |Memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas
kesehatan kepada mereka. Ini mencakup aspek akses fisik ke pelatihan tenaga rnedis. Agar pelatihan mengakomodir pelatihan, termasuk kemampuan untuk mengemukakan |pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga
lokasi pelatihan, aksesibilitas materi pelatihan dalarm berbagai kebutuhan penyandang disabilitas dan memasukkan masalah atau kebutuhan mereka selama pelatihan. medis. Ini mencakup kemampuan untuk memberikan
format, dan penggunaan teknologi bantu jika diperlukan untuk perspektif PD. |Mer eka juga harus memiliki hak untuk memberikan perawatan yang lebih sensitif terhadap disabilitas dan
partisipasi. |Pelatihan Sensitif Terhadap Disabllitas: masukan tentang cara pelatihan dapat disesuaikan agar  |mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang
Pelatihan harus mencakup elemen pelatihan sensitif lebih efektif. mungkin dihadapi oleh pasien penyandang disabilitas.
terhadap disabilitas agar tenaga medis dapat memahami |Kesejahteraan Pasien:
tantangan, kebutuhan, dan hak penyandang disabilitas Akses yang lebih baik ke perawatan kesehatan,
dalam konteks pelayanan kesehatan. peningkatan dalam komunikasi antara pasien dan
tenaga medis, dan pemberian perawatan yang sesuai
dengan kebutuhan dan preferensi individu,
1. Kurangnya Pernahaman Terhadap Kebutuhan Unik
Faktor Penyebab 2. Minim anggaran
3. Kurangnya Kesadaran Tentang Hak dan Undang-Undang
|Permasalahan : Kehabisan obat kusta di Puskesmas
4 SS7:Akses dan pemerataan Layanan [Akses Terhadap Perawatan Kesehatan: memastikan bahwa Partisipasi dalam Perawatan: Kendali atas Kesehatan: Kesembuhan:

Obat-obatan yang tepat waktu dan efektif dapat
mengobati infeksi kusta, mencegah kerusakan lebih
lanjut mencegah disabilitas, dan meningkatkan
kualitas hidup.

Pencegahan Penularan:

Pencegahan penularan kusta kepada orang lain.
Pengobatan yang tepat dapat mengurangi tingkat
penularan dan membantu menghentikan penyebaran
penyakit kusta.

Faktor Penyebab

1. Keterbatasan Pasokan Dbat

2. Keterfambatan dalam Pengadaan Obat
3. Kegagalan dalam Mana jemen Stok:

4. Kesulitan dalam Distribusi

5. Keterlambatan dalam Pengadaan Obat




No.

Sasaran Strategis

Domain dalam Analisa Keseajangan inklusif Disabilitas

Aksas _L Partisipasi J_ Kontrol Manfast
Perrnasalahan: Balei rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan over kapasitas karena jumlahnya yang terbatas
5 $S7: Akses dan pemerataan Akses Terhadap Layanan Rehabilitasi Partisipasi dalam Program Rehabili tasi: Kendali atas Proses Rehabilitasi: Kesejahteraan dan Pemulihan:
Layanan kesehatan bagi Balai Rehabilitasi yang tidak layak huni dan over kapasitas |Kapasitas berlebihan dalam Balai Rehabili tasi dapat |Kapasitas berlebihan dan fasilitas yang tidak layak [|Kondisi Balai Rehabilitasi yang tidak Jayak dan
penyandang disabilitas dapat menghambat akses penyandang disabili tas mental |mengakibatkan kurangnya perhatian indi vidu, dapat mengurangi kendali individu dengan over kapasitas dapat memengaruhi manfaat
ke laya nan rehabilitasi yang sesuai. Mereka mungkin kurangnya dukungan individual, dan kurangnya disabilitas mental atas proses rehabilitasi mereka. |pemulihan penyandang disabili tas niental.
mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan dan |fokus pada kebutuhan unik setiap pasien. Ini dapat |Mereka mungkin tidak mendapatkan perhatian dan |[Mereka mungkin tidak mendapatkan perawatan
dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. membatasi partisipasi penyandang disabilitas dukungan yang mereka butuhkan, dan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang
Akses Fisik dan Fasilitas: mental dalam program rehabilitasi yang se 'sud mereka mungkin terbatas dapat memperlambat atau menghambat proses
Fasilitas yang tidak layak huni dapat memiliki aksesibilitas |dangan kabutuhan mereka. ’ pemulihan mereka.
fisik yang buruk, yang berarti penyandang disabili tas Keterlibatan Keluarga dan Komunitas: Pengurangan Stigma:
mungkin kesulitan dalam berpartisipasi dalam program Partisipasi keluarga dan komuni tas dalam Balai Rehabilitasi yang efektif dapat membantu
rehabilitasi. mendukung rehabilitasi penyandang disabili tas mengurangi stigma terhadap penyandang
mental juga dapat terhambat akibat keterbatasan disabili tas mental dan meningkatkan integrasi
kapasitas Balai Rehabili tasi. mereka ke dalam masyarakat. Namun, kondisi
yang tidak memadai dapat merugikan upaya ini,
1. Kurangnya Anggaran
2, Kurangnya Pelatihar Tenaga Kesehatan:
Faktor Penyebab 3. Keticaksetaraan dalam Akses Kesehatan Mental
4. Keticlakcukupan Kapasi tas Tenaga Kerja:
S. Keterbatasan Infrastruktur:
Permasalahan: Mimin aksesibilitas pada fasilitas b esehatan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas
6 $57: Akses dan pemerataan Akses Fisik Terbatas: Partisipasi Terbatas dalam Perawatan: Kendall atas Kesehatan: Manfasat Kesejahteraan:

Layanan kesehatan bagi
penyandang disabilitas

Minim aksesibrlitas paca fasilitas kesehatan dapat
menghambat akses fisik penyandang disabilitas ke fasill tas
tersebut. Mencakup kesulitan dalam memasuki bangunan,
berpindah dari satu area ke area lain, atau menggunakan
fasilitas seperti toilet yang sesuai.

Akses Terhadap Informasi Terbatas:

Fasilitas yang tidak dapat diakses mungkin juga tidak
menyediakan informasi yang dibutuhkan dalar format
yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti
petunjuk arah, tanda-tanda, atau informasi kesehatan yang
relevan.

Keterbatasan akses fisik dapat mengham bat
partisipasi penyandang disabilitas dalam perawatan
kesehatan. Mereka mungkin kesulitan untuk
mengikuti prosedur perawatan atau menghadiri
konsultasi medis.

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:

Minim aksesibilitas juga dapat mempengaruhi
partisipasi penyandang disabili tas dalam
pangambilan keputusan terkait perawatan dan
pangelolaan kesehatan mereka.

Kurangnya aksesikili tas dapat mengurangi kendali
penyandang disabilitas atas kesehatan mereka
sendiri. Mereka mungkin harus mengandalkan
orang lain atau menghadapi hambatan fisik yang
menghambat kemandirian mereka dalam merawat
diri.

Kendali atas Lingk

Fasilitas yang tidak dapat diakses dapat mengurangi
kendali penyandang disabilitas atas lingkungan

seki tar mereka, sehingga mempengaruhi kualitas
hidup mereka secara keseluruhan.

Aksesibilitas yang minim pada fasilitas kesehatan
dapat menghambat kesejahteraan penyandang
disabilitas karena mereka mungkin tidak dapat
mendapatkan perawatan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka.

Partisipasi Aktif:

Aksesibili tas yang baik memungkink an
penvandang disabilitas untuk berpartisipasi lebih
aktif dalam perawatan kesehatan, rmengelola
kondisi kesehatan mereka dengan labih efektif,
dan mencapai hasil kesehatan yang lebih baik.




Sasaran Strategis

Domain dalam Analisa K It

Inklusif Disabilitas

Akses

J_ Partisipasi

Kontrol

I Manfaat

|Permasatahan

: Balal rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan over kap

' fnh,

itas karena j

ya yang terbatas

Faktor Penyebab

1. Kurangnya pemahaman tentang Desain yang Inklusi
2.Kurangnya Dana pengadaan ataupuh renovasi
3. Kurang pemahaman tentang regulasi atau kebijakan

Permasalahan: Kesulitan Mendapatkan asuransi kesehatan bagi penyandang disabilitas

7

SS7: Akses dan pemerataan
Layanan kesehatan bagi
penyandang disabili tas

|Akses Terbatas ke Asuransi Kesehatan:

sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ketidaktersediaan Asuransi Khusus:

Penyandang disabili tas sering menghadapi kesulitan dalam
mendapatkan asuransi kesehatan yang ter jangkau atau
bahkan akses ke program asuransi kesehatan publik yang

Beberapa penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki

akses ke asuransi kesehatan khusus yang dirancang untuk
memenuhi kebutuhan kesehatan mereka, seperti asuransi
yang mencakup biaya perawatan khusus atau rehabili tasi.

Kendali atas Pilihan Kesehatan:

Kesulitan mendapatkan asuransi kesehatan dapat
mengurangi kendali penyandang disabilitas atas
pilihan paerawatan kesehatan mereka. Mereka
mungkin terbatas dalam memilih dokter atau
fasili tas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
mereka.

Kendali atas Blaya:

Penyandang disabili tas mungkin tidak mermiliki
kendali atas biaya kesehatan mereka jika mereka
tidak memiliki asuransi yang memadai. Hal ini dapat
mengakibatkan beban finansial yang beriebihan.

Kendali atas Pilihan Kesehatan:

Kesulitan mendapatkan asuransi kesehatan dapat
mengurangi kendall penyandang disabilitas atas
pillhan perawatan kesehatan mereka. Mereka
mungkin terbatas dalam memilih dokter atau
fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
mereka.

Kendali atas Blaya:

Penyandang disab#litas mungkin tidak memiliki
kendali atas biaya kesehatan mereka jika mereka
tidak memiliki asuransi yang memadai. Hal ini dapat
mengakibatkan beban finansial yang berlebihan.

Manfaat Kesejahteraan:

Kemungkinan manfaat terbesar dari memiliki
asuransi kesehatan yang memadai adalah
kesejahteraan penyandang disabilitas. Asuransi
dapat membantu mereka mendapatkan
perawatan yang tepat waktu dan sesuai dengan
kebutuhan, mencegah kompiikasi, dan
meningkatkan kuali tas hidup.

Akses ke Per yang S
Asuransi kesehatan yang baik dapat memastikan
penyandang disabilitas memyliki akses ke

perawatan yang sesuai dengan kondisi mereka,
termasuk parawatan rehabilitasi, obat-obatan,
atau perawatan jangka panjang.

Faktor Penyebab

1. Data Penyandang Disabilitas belum lengkap
2. Keterbatasan Keuangan
3. Program asuransi belum inklusif




